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BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, dengan ibu kota Garut Kota. Sejarah kabupaten Garut berawal dari dikeluarkannya surat keputusan Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles tentang pembentukan kembali kabupaten Limbangan pada tanggal 16 Pebruari 1813. Kemudian pada tanggal 17 Mei 1913 nama kabupaten Limbangan diubah menjadi kabupaten Garut. Secara umum kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis.Berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga perkembangan terjadi pada hampir semua sektor.
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Gambar 2.1 Kondisi Strategis Wilayah Kabupaten Garut

2.1.1. Aspek Geografis 
a. Letak, Luas dan Batas Wilayah
Secara administratif, Kabupaten Garut terdiri dari 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa. Kecamatan Cibalong merupakan kecamatan denganwilayah terluas yaitu 21.359 ha atau 6,97% dari wilayah Kabupaten Garut, sedangkan kecamatan Kersamanah merupakan wilayah terkecil dengan luas 1.650 ha atau 0,54% dari wilayah Kabupaten Garut.Kabupaten Garut terletak pada koordinat 6°56’49” – 7°45’00” Lintang Selatan dan 107°25’8” – 108°7’30” Bujur Timur. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kabupaten Garut memiliki luas sebesar 3.074,07 km2 (306.519 ha), dengan batas-batas wilayah Kabupaten sebagai berikut.
· Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur;
· Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten  Sumedang;
· Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;
· Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
[image: ]
Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Garut

b. Topografi
Kabupaten Garut memiliki karakteristik topografi yang beragam. Daerah sebelah utara, timur dan barat secara umum merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi berbukit-bukit dan pegunungan, sedangkan daerah sebelah selatan sebagian besar permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang cukup curam. Ditinjau dari kemiringan lahan,  luas wilayah yang memiliki kemiringan antara 0%-2% adalah seluas 32.229 ha atau 10,51%; kemiringan antara 2%-15% seluas 38.097 ha atau 12,43%; kemiringan antara 15%-40% seluas 110.326 ha atau 35,99%; dan lahan dengan kemiringan diatas 40% seluas 125.867 ha atau 41,06%.
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Gambar 2.3 Kondisi Topografis Wilayah Kabupaten Garut
c. Geologi
Kondisi geologi wilayah Kabupaten Garut secara fisiografi termasuk dalam Zona Pegunungan Selatan Jawa Barat dan Zona Bandung, dengan bentang alam yang dibagi empat satuan morfologi yaitu kerucut gunung api, perbukitan berelief kasar, perbukitan berelief  halus dan pedataran. Stratigrafi daerah tersusun oleh batuan vulkanik, batuan sedimen dan batuan terobosan dengan struktur geologi adalah lipatan, sesar dan kekar. Jenis tanahnya secara garis besar meliputi jenis tanah aluvial, asosiasi andosol, asosiasi litosol, asosiasi mediteran, asosiasi podsolik, dan asosiasi regosol. Jenis tanah podsolik merah kekuning-kuningan, podsolik kuning dan regosol merupakan bagian paling luas dijumpai di wilayah Kabupaten Garut, terutama di bagian selatan, sedangkan bagian utara didominasi oleh jenis tanah andosol.
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Gambar 2.4 Kondisi Geologis Wilayah Kabupaten Garut

d. Hidrologi
Di wilayah Kabupaten Garut terdapat 33 buah sungai dengan anak sungai, dengan panjang seluruhnya 1.403,35 km. Berdasarkan arah alirannya, sungai-sungai di wilayah Kabupaten Garut dibagi menjadi dua daerah aliran sungai (DAS) yaitu Daerah Aliran Utara yang bermuara di Laut Jawa dan Daerah Aliran Selatan yang bermuara di Samudera Indonesia. Daerah aliran utara merupakan DAS Cimanuk Bagian Utara, sedangkan daerah aliran selatan merupakan DAS Cikaengan dan Sungai Cilaki. Mata air tanah yang terdapat di Kabupaten Garut berjumlah 12 titik utama lokasi mata air. Debit mata air terbesar terletak di lokasi mata air Cibuyutan Desa Lewobaru Kecamatan Malangbong yaitu sebesar 700 liter perdetik.
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Gambar 2.5 Kondisi Hidrologis Wilayah Kabupaten Garut

e. Klimatologi
Secara umum iklim di wilayah Kabupaten Garut dapat dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis basah (humid tropical climate). Curah hujan rata-rata harian di sekitar Garut berkisar antara 13,6 mm/hari - 27,7 mm/hari dengan bulan basah 9 bulan dan bulan kering 3 bulan.Sedangkan di sekeliling daerah pegunungan mencapai 3.500-4.000 mm/hari. Variasi temperatur bulanan berkisar antara 24°C - 27°C. Besaran angka penguap keringatan (evapotranspirasi) adalah 1.572 mm/tahun. Selama musim hujan, secara tetap bertiup angin dari Barat Laut yang membawa udara basah dari Laut Cina Selatan dan bagian barat  Laut Jawa. Pada musim kemarau, bertiup angin kering bertemperatur relatif tinggi dari arah Australia yang terletak di tenggara.
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Gambar 2.6 Kondisi Curah Hujan Wilayah Kabupaten Garut

f. Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan sampai tahun 2014 sebagian besar merupakan Tegal/Kebun mencapai 51.947 Ha atau 20,21%, kemudian berupa Lahan Bukan Pertanian dengan luas 53.315 Ha atau 17,39%. Lahan Bukan Sawah berupa tambak, kolam, empang, hutan negara, dan lain-lain menempati peringkat ketiga dengan luas 51.129 Ha atau 16,68%, disusul kemudian berupa Ladang/Huma dengan luas 40.170 Ha atau 13,11%, Sawah Irigasi dengan luas 36.813 Ha atau 12,01%, Perkebunan dengan luas 27.657 Ha atau 9,02%, Hutan Rakyat dengan luas 18.205 Ha atau 5,94%, dan sisanya berupa Sawah Tadah Hujan, Padang/Rumput, Sementara tidak diusahakan dengan luas lahan di bawah 5%.
[image: ]
Gambar 2.7  Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2014

g. Potensi Pengembangan Wilayah
Dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Garut diperhatikan pula  arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut Tahun 2011-2031.Hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan ruang Kabupaten Garut sebagaidaerah konservasi yang didukung oleh agribisnis, pariwisata dan kelautan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, sistem pusat kegiatan Kabupaten terbagi atas lima pusat kegiatan.
1) Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala provinsi atau beberapa kabupaten serta berperan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah provinsi, berupa perkotaan Rancabuaya yang berada di kecamatan Caringin;
2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, terletak di Perkotaan Garut, Perkotaan Pameungpeuk, Perkotaan Cikajang dan Perkotaan Bungbulang.
3) Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala kabupaten atau beberapa kecamatan serta berperan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah kabupaten, terletak di Perkotaan Kadungora; Perkotaan Malangbong; Perkotaan Cibatu; dan Perkotaan Singajaya.
4) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, meliputi Perkotaan Cisewu; Perkotaan Caringin; Perkotaan Talegong; Perkotaan Mekarmukti; Perkotaan Pamulihan; Perkotaan Pekenjeng; Perkotaan Cikelet; Perkotaan Cibalong; Perkotaan Cisompet; Perkotaan Peundeuy; Perkotaan Cihurip, Perkotaan Banjarwangi; Perkotaan Cilawu; Perkotaan Bayongbong; Perkotaan Cigedug; Perkotaan Cisurupan; Perkotaan Sukaresmi; Perkotaan Samarang; Perkotaan Pasirwangi; Perkotaan Karangpawitan; Perkotaan Wanaraja; Perkotaan Pangatikan; Perkotaan Sucinaraja; Perkotaan Sukawening; Perkotaan Karangtengah; Perkotaan Banyuresmi; Perkotaan Leles; Perkotaan Leuwigoong; Perkotaan Kersamanah; Perkotaan Cibiuk; Perkotaan Balubur Limbangan; dan Perkotaan Selaawi. 
5) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
Wilayah Kabupaten Garut yang mempunyai pengaruh penting terhadap pengembangan ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan; menjadi prioritas dalam kebijakan penataan ruang daerah sebagai suatu kawasan strategis pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Kawasan Strategis Nasional (KSN)merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan/atau teknologi tinggi meliputi KSN Fasilitas Uji Terbang Roket Pameungpeuk dan KSN Pengamat Dirgantara Pameungpeuk yang keduanya berada di Kecamatan Cikelet.
Sementara itu Kawasan Strategis Provinsi (KSP) meliputi dua kawasan.
1) KSP Panas Bumi Kamojang - Darajat - Papandayan dengan sudut kepentingan pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi terletak di kecamatan Samarang, Pasirwangi dan Cisurupan.
2) KSP Garut Selatan dan sekitarnya dengan sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup terletak di kecamatan Cisewu, Caringin, Talegong, Bungbulang, Mekarmukti, Pamulihan, Pekenjeng, Cikelet, Pameungpeuk, Cibalong, Cisompet, Peundeuy, Singajaya, Cihurip, Banjarwangi, dan Cikajang.
Dengan memperhatikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP), telah ditetapkan 3 (tiga) jenis Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), sebagai berikut.
1) Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten terdiri atas delapan kawasan.
a) KSK Perkotaan Garut terletak di kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Banyuresmi, dan Karangpawitan.
b) KSK Koridor Kadungora - Leles - Garut terletak di kecamatan Kadungora, Leles, Tarogong Kaler; dan Tarogong Kidul.
c) KSK Perbatasan Bagian Utara terletak di kecamatan Balubur Limbangan,Selaawi, Kersamanah, Cibatu, danMalangbong. 
d) KSK Perbatasan Bagian Timur terletak di kecamatan Singajaya, Banjarwangi, Peundeuy dan Cihurip. 
e) KSK Perbatasan Bagian Barat terletak di kecamatan Caringin, Cisewu, dan Talegong.
f) KSK Agropolitan terletak di kecamatan Cisurupan, Cikajang, Cigedug, Sukaresmi, Pasirwangi, dan Bayongbong.
g) KSK Minapolitan terletak di kecamatan Tarogong Kaler,Sukawening, Pangatikan, Sucinaraja, Wanaraja, danKarangpawitan. 
h) KSK Koridor Jalan Lintas Jabar Selatan terletak di kecamatan Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Mekarmukti, Pakenjeng, Bungbulang, dan Caringin.
2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa Kawasan Cagar Budaya, terdiri atas Kampung Adat Dukuh yang berada di kecamatan Cikelet dan Kampung Adat Pulo yang berada di kecamatan Leles. 
3) Kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Wisata Cipanas yang berada di kecamatan Tarogong Kaler.
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Gambar 2.7 Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Garut

Ditinjau dari rencana pola ruang wilayah Kabupaten, target alokasi luasan Kawasan Lindung mencapai sebesar 81,39% sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah harus tetap dalam koridor daya dukung lingkungan dan oleh karenanya keseimbangan alokasi ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung merupakan prasyarat yang tetap dibutuhkan.
h. Wilayah Rawan Bencana
Kondisi wilayah Kabupaten Garut yang mempunyai karateristik pegunungan dan berbukit-bukit, memiliki curah hujan yang tinggi, berada pada jalur gempa tektonik, dan perairan pantai selatan yang merupakan daerah lempengan lapisan bumi; menjadikan Kabupaten Garut sebagai kawasan rawan bencana.Bencana yang rawan terjadi di Kabupaten Garut diantaranya adalah rawan bencana gunung api, gerakan tanah, tsunami, abrasi dan tanah longsor. 
Berdasarkan kondisi geologinya, beberapa kendala yang perlu diperhatikan, khususnya dalam perencanaan konstruksi bangunan diantaranya bahaya gerakan tanah dengan lokasi terdapat di Kecamatan Cisompet, Singajaya, Talegong, Pakenjeng, Cisurupan, Bayongbong, Cisewu dan Cilawu. Bahaya rawan erosi terdapat di lereng-lereng pegunungan seperti di bagian utara komplek Gunung Mandalawangi, Gunung Haruman, Gunung Kaledong, Gunung Karacak, Gunung Guntur dan Gunung Papandayan serta tebing-tebing sepanjang Sungai Cimanuk.
Pada tahun 2013 jumlah kasus kejadian bencana berupa tanah longsor mencapai sebanyak 97 buah kasus, meningkat dibandingkan pada tahun 2011 dengan 38 kasus. Demikian halnya dengan jenis bencana gempa bumi, angin puting beliung maupun banjir yang mengalami peningkatan dari tahun 2011.
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Gambar 2. 8 Kondisi Peta Rawan BencanaKabupaten Garut

2.1.2. Aspek Demografi
Dari sisi demografi, jumlah penduduk pada tahun 2014 berdasarkan data Suseda Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut sebanyak 2.526.186 jiwa,  yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.274.098 jiwa dan perempuan sebanyak 1.252.088 jiwa. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2014 meningkat 0,95% dari Tahun 2013 sebanyak 2.502.410 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk pada Tahun 2014 mencapai rata-rata sebesar 824,15 jiwa/km2, meningkat 7,76 orang per km2 dibandingkan Tahun 2013 sebesar 816,40 jiwa/km2. Populasi penduduk tertinggi pada tahun 2014 terdapat di kecamatan Garut Kota sebanyak 130.016 jiwa, dan populasi terendah di kecamatan Mekarmukti sebanyak 16.566 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi di kecamatan Tarogong Kidul sebanyak 6.210 jiwa/km2, dan tingkat kepadatan terendah di kecamatan Pamulihan sebanyak 137 jiwa/km2.

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Ditinjau dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan pada tahun 2014 mengalami perkembangan yang cukup positif ditandai oleh pertumbuhan sebesar 4,93%, atau meningkat 0,11% dari Tahun 2013 sebesar 4,82%. Namun demikian pertumbuhan tersebut masih terpaut 0,14% di bawah Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat sebesar 5,07% dan terpaut 0,99% dibawah LPE Nasional sebesar 5,02%.
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Gambar 2.10 Perbandingan LPE Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2008-2014
Kabupaten Garut memperlihatkan kinerja yang cukup menggembirakan. Peningkatan kinerja tertinggi terjadi di sektor bangunan yang mampu tumbuh 7,99%, sedangkan terendah terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian yang hanya mampu tumbuh sebesar2,34%. Rincian lengkap tampak pada gambar berikut.
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Gambar 2.11 LPE Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau yang lebih dikenal dengan istilah Pendapatan Regional (Regional Income) merupakan pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan dari seluruh  aktivitas ekonomi dalam suatu daerah. PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. 
Tabel 2.1
PDRB adh Berlaku Kabupaten Garut 
Tahun 2010–2014 (Milyar Rupiah)
	Sektor
	2010
	2011
	2012
	2013*
	2014**

	PRIMER
	11.338,40
	12.416,07
	13.365,65
	15.036,98
	16.449,06

	Pertanian
	11.307,73
	12.382,80
	13.329,38
	14.996,50
	16.405,29

	Pertambangan
	30,67
	33,27
	36,28
	40,48
	43.774,00 

	SEKUNDER
	2.691,00
	2.991,23
	3.312,23
	3.694,04
	4.089,44

	Industri
	1.888,47
	2.081,47
	2.296,96
	2.546,91
	2.805,52

	Listrik dan air
	117,56
	128,30
	137,15
	158,19
	172,65

	Bangunan
	684,97
	781,46
	878,13
	988,94
	1.111,27 

	TERSIER
	10.815,21
	12.084,34
	13.469,24
	14.904,24
	16.589,56

	Perdagangan
	6.495,28
	7.252,45
	8.072,96
	9.017,64
	10.057,85 

	Pengangkutan
	953,15
	1.073,21
	1.215,83
	1.342,52
	1.504,98 

	Keuangan
	816,98
	889,95
	959,81
	1.074,16
	1.180,72

	Jasa-jasa
	2.549,81
	2.868,74
	3.220,63
	3.469,92
	3.846,00

	PDRB
	24.844,61
	27.491,63
	30.147,12
	33.635,24
	37.128,06


Sumber : BPS Kabupaten Garut, Pebruari2015
*)  Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu (tahun dasar). Dalam penghitungan ini, digunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar.
Secara makro besaran PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku di Kabupaten Garut pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp.3.492,82 miliar; atau dari semula sebesar Rp. 33.635,24 miliar menjadi Rp. 37.128,06miliar(angka sementara).
Keadaan ini menggambarkan perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kabupaten Garut selama Tahun 2010-2014.Kendati demikian, perkembangan tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Garut;  karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.
Tabel 2.2
PDRB adh Konstan Kabupaten Garut 
Tahun 2010-2014 (Milyar Rupiah)
	
Sektor
	2010
	2011
	2012
	2013*
	2014**

	PRIMER
	5.102,48
	5.314,17
	5.443,61
	5.670,15
	5.872,60

	Pertanian
	5.088,30
	5.299,39
	5.428,12
	5.653,71
	5.855,77 

	Pertambangan
	14,18
	14,78
	15,49
	16,44
	16,82 

	SEKUNDER
	1.179,52
	1.255,36
	1.332,82
	1.425,42
	1.509,17

	Industri
	795,09
	835,15
	880,17
	940,69
	988,09 

	Listrik dan air
	65,31
	68,88
	71,25
	75,04
	78,65 

	Bangunan
	319,12
	351,32
	381,40
	409,69
	442,43 

	TERSIER
	4.851,62
	5.173,98
	5.508,11
	5.780,83
	6.128,99

	Perdagangan
	3.047,23
	3.277,08
	3.514,77
	3.704,27
	3.948,43 

	Pengangkutan
	319,83
	333,45
	350,84
	368,39
	384,79 

	Keuangan
	421,64
	449,93
	476,21
	506,03
	536,65 

	Jasa-jasa
	1.062,92
	1.113,53
	1.166,29
	1.202,15
	1.259,10 

	PDRB
	11.133,63
	11.743,51
	12.284,54
	12.876,41
	13.510,76


Sumber : BPS Kabupaten Garut, Pebruari2015
*)  Angka Perbaikan
**) Angka Sementara
Untuk menganalisis perkembangan dari volume produk barang/jasa umumnya digunakan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan. PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan Tahun 2000 di Kabupaten Garut mengalami peningkatan dari Rp.12.876,41 pada tahun 2013 menjadi Rp. 13.510,76 pada tahun  2014(angka sementara)atau meningkat sebesar 4,93%.  Kondisi tersebut merupakan indikasi quantum (volume) produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan atau perekonomian Kabupaten Garut secara makro berkembang positif selama Tahun 2010-2014.
Sampai dengan tahun 2014, sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan (prime mover) dalam menggerakkan perekonomian daerah dengan kontribusi nilai tambah terhadap PDRB mencapai 44,19% (angka sementara) yang mengalami penurunan 1,33% dibandingkan tahun 2010 sebesar 45,51%. Hal ini dapat dipahami karena sektor pertanian dengan pengelolaan yang cenderung masih tradisionaldan berbasis teknologi sederhana, merupakan usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat Garut sampai saat ini.
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Gambar 2.12 Perkembangan PDRB Sektor Pertanian Tahun 2009 – 2014

Sumbangan Nilai Tambah Bruto (NTB) pertanian yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai Rp. 5.855,78 miliar. Dari sisi penciptaan nilai tambah, kecepatan sektor ini dalam menciptakan nilai tambah sangatlah lambat jika dibandingkan dengan sektor lainnya terutama industri manufaktur.
Disamping pertanian, sektor yang memiliki kontribusi cukup dominan pada tahun 2014adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran (27,09%). Sepanjang tahun 2014 sektor ini memberikan nilai tambah (adh berlaku) sebesar Rp.10.057,85 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.040,21 miliar dari tahun sebelumnya. 
[image: ]
Gambar 2.13 Perkembangan PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2009 – 2014
Peningkatan sektorperdagangan, hotel dan restoran banyak disumbang dari peningkatan yang terjadi pada subsektor perdagangan. 
Di tahun 2014, secara makro terjadi pertumbuhan nilai barang yang diperdagangkan di Garut sekitar 11,54 %, yang dapat dilihat dari pertumbuhan nilai tambah atas dasar harga berlaku pada subsektor perdagangan. Sedangkan pertumbuhan volume barang yang diperdagangkan ditunjukkan oleh persentase tumbuhnya nilai tambah yang dihitung atas dasar harga konstan sebesar 6,59 %. Tingginya peranan sektor perdagangan terhadap perekonomian didominasi oleh sumbangan dari subsektor perdagangan besar dan eceran yang diikuti peranan subsektor hotel dan restoran. 
Peranansektor industri yang merupakan sektor andalan di Jawa Barat, secara umum peranannyamasih relatif rendah dan tidak mengalami perubahan yang signifikan selama periode 2010 – 2014. Tahun 2014peranan sektor industri mencapai sebesar 8,14%, meningkat 0,54% dibandingkan tahun 2010. Namun demikian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan nilai tambah dari sektor industri pengolahan secara stabil turut mendorong struktur ekonomi di Kabupaten Garut. Walaupun Kabupaten Garut memiliki keunggulan komparatif di sektor pertanian, namun kelemahan yang mendasar adalah masih rendahnya kegiatan industri yang memanfaatkan hasil-hasil pertanian, sehingga perdagangan antar wilayah yang dilakukan lebih dominan berupa bahan-bahan mentah hasil pertanian. 
Peranan sektor jasa terhadap perekonomian di Kabupaten Garut selama periode tahun 2010 – 2014 menunjukkan trend yang meningkat  dari sebesar 10,26% pada tahun 2010 menjadi sebesar 10,68% pada tahun 2012, dan turun menjadi 10,32 % pada tahun 2013 (angka perbaikan), kemudian mengalami sedikit kenaikan kembali menjadi 10,36% pada tahun 2014 (angka sementara).
Tabel 2.3
Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 
Kabupaten GarutTahun 2010-2014**
	Sektor
	2010
	2011
	2012
	2013*
	2014**

	PRIMER
	45,64
	45,16
	44,33
	44,71
	44,30

	Pertanian
	45,51
	45,04
	44,21
	44,59
	44,19

	Pertambangan
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	SEKUNDER
	10,83
	10,88
	10,99
	10,98
	11,01

	Industri
	7,60
	7,57
	7,62
	7,57
	8,14

	Listrik dan air
	0,47
	0,47
	0,45
	0,47
	0,47

	Bangunan
	2,76
	2,84
	2,91
	2,94
	2,99

	TERSIER
	43,53
	43,96
	44,68
	44,31
	44,68

	Perdagangan
	26,14
	26,38
	26,78
	26,81
	27,09

	Pengangkutan
	3,84
	3,90
	4,03
	3,99
	4,05

	Keuangan
	3,29
	3,24
	3,18
	3,19
	3,18

	Jasa-jasa
	10,26
	10,43
	10,68
	10,32
	10,36

	PDRB
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00


Sumber : BPS Kabupaten Garut, 2015
*) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

b. PDRB Perkapita
Pendapatan perkapita yang merupakan gambaran daya beli masyarakat, sering digunakan sebagai indicator kesejahteraan masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk berarti tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Pendapatan perkapita merupakan hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. 
Dengan mengasumsikan bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan perkapita sama dengan PDRB perkapita yang diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.








Tabel 2.4
Pendapatan Perkapita Kabupaten Garut
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan1)
Tahun 2010-2014**)
	Tahun
	Atas Dasar Harga Berlaku
	Atas Dasar Harga Konstan1)

	
	Harga Berlaku (Rp)
	Kenaikan (%)
	Harga Konstan (Rp)
	Kenaikan (%)

	2010
	10.256.511
	9,09
	4.596.254
	3,02

	2011
	11.219.104
	9,39
	4.792.427
	4,27

	2012
	12.170.260
	8,48
	4.959.216
	3,48

	2013
	13.441.141
	10,44
	5.145.602
	3,76

	2014**
	14.697.278
	9,35
	5.348.287
	3,94


Sumber : BPS Kabupaten Garut, Oktober 2014
*)  Angka Perbaikan
**) Angka Sementara
1) Harga Konstan Tahun 2000

Pada periode 2010 – 2014 perkembangan perkapita Kabupaten Garut adh Berlaku tampak cukup mengagumkan dengan pertumbuhan di atas 8 persen. Pada tahun 2014 pertumbuhan pendapatan perkapita Kabupaten Garut naik sebesar 9,35 persen. Peningkatan ini cukup tinggi, karena levelnya berada di atas laju inflasi yang terjadi di Kabupaten Garut, yakni sebesar 7,84 persen sepanjang tahun 2014. Namun demikian peningkatan-peningkatan tersebut belum sepenuhnya dapat dipakai untuk menggambarkan peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini disebabkan karena pada PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga berlaku, selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional Kabupaten Garut tidak mutlak merata.
PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan, lebih menggambarkan perkembangan secara riil dari pendapatan perkapita yang diterima oleh penduduk. Dapat dilihat pada tabel 2.4, walaupun pendapatan perkapita pada periode 2010 – 2014 meningkat relatif  tinggi berkisar antara 8,48 sampai 10,44 persen, namun daya beli masyarakat secara riil pada periode yang sama hanya mengalami peningkatan 3,02 sampai 4,27 persen yang tercermin dari peningkatan PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga konstan. 



Tabel 2.5
Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Garut dan Jawa Barat
Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah)
	Sektor
	2010
	2011
	2012
	
2013
	
2014
	Selisih 
2010 -20114

	Adh Berlaku
	

	* Kab. Garut
	10,26
	11,22
	12,17
	13,44
	14,7
	4,44

	* Jawa Barat
	17,85
	19,62
	21,27
	23,6
	30,11
	12,26

	Adh Konstan Tahun 2000
	

	* Kab. Garut
	4,6
	4,79
	4,96
	5,15
	5,35
	0,75

	* Jawa Barat
	7,45
	7,81
	8,17
	8,53
	-
	-

	Selisih antara Jabar dan Garut
	

	* Adh. Berlaku
	7,59
	8,4
	9,1
	10,16
	15,41
	7,82

	* Adh. Konstan 2000
	2,85
	3,02
	3,21
	3,38
	-
	-


Sumber : BPS Kabupaten Garut, 2014

Perbandingan perkembangan PDRB perkapita antara Kabupaten Garut dengan Propinsi Jawa Barat kurun waktu 2010-2014 menunjukkan adanya kesenjangan PDRB perkapita baik atas dasar harga berlaku maupun konstan yang semakin membesar disetiap tahunnya. Selisih PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp.7,82 juta dari semula sebesar Rp.7,59 juta menjadi Rp 15,41 juta,dengan kata lain selisih meningkat rata-rata Rp.1.955.000 di tiap tahunnya selama periode tersebut. 
Sedangkan selisih PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga konstan, hanya tersedia data untuk Jawa Barat sampai dengan tahun 2013. PDRB perkapita atas dasar harga konstan lebih mencerminkan perkembangan daya beli masyarakat secara makro. Pekembangan dari tahun 2010 - 2014 relatif lebih lambat dibandingkan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, yaitu sebesar Rp.530.000 atau dari semula Rp.2,85 Juta menjadi Rp. 3,38 Juta, dengan selisih meningkat rata-rata Rp.176.667,- di tiap tahunnya selama periode tersebut. 

c. Inflasi
Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga, sebagai suatu indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga dan dapat dipakai sebagai salah satu informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi mikro atau makro, baik fiskal maupun moneter.
	Tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa secara umum (inflasi) pada tahun 2014 mencapai 7,84% atau mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 6,89%. Hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa beban hidup rumahtangga secara makro di Kabupaten Garut pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 7,84% dengan struktur kebutuhan yang sama pada tahun 2012 yang mencapai sebesar kurang lebih 6,89%. Kondisi inflasi pada tahun 2014 tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi di Jawa Barat sebesar 7,41%, namun masih lebih rendah dari inflasi secara Nasional sebesar 8,36%.
[image: ]
Gambar 2.14 Inflasi Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2009 – 2014 

d. Penduduk Miskin
Pengukuran kemiskinan secara makro dilakukan BPS melalui estimasi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dalam hal ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Kebutuhan dasar makanan (GKM) setara dengan besaran minimal jumlah rupiah per bulan untuk pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita per hari untuk 52 jenis paket komoditi kebutuhan dasar makanan. Sedangkan kebutuhan dasar bukan makanan (GKNM) setara dengan besaran rupiah per bulan untuk pemenuhan kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis di pedesaan. Sehingga, secara teknis penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan.
Jumlah penduduk miskin pada tahun tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar 2.600 jiwa, atau dari semula 320.900 jiwa menjadi 318.300 jiwa.  Namun demikian angka ini masih berada diatas rata-rata penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 9,44%, dan Nasional sebesar 11,25%.
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Gambar 2.15 Perkembangan Penduduk Miskin
Tahun 2009–2014

Secara mikro, pemetaan sebaran penduduk miskin menurut kecamatan dapat digambarkan melalui Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial rumahtangga sasaran hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS) yang dilakukan BPS pada tahun 2011 yang digunakan sebagai data base  untuk keperluan Intervensi-intervensi pemerintah yang berhubungan dengan program-program penanggulangan kemiskinan, seperti Raskin, Jamkesmas, PKH  dan sebagainya.
Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial menurut jumlah rumahtangga Kelompok 1, Kelompok 2 dan Kelompok 3 menurut kecamatan-kecamatan di Kabupaten Garut, pada tahun 2012 sebanyak 227.369 rumahtangga yang terdiri dari Kelompok 1 (paling miskin) sebesar 66.042 615.804 rumahtangga, Kelompok 2 sebesar 80.664 rumahtangga dan Kelompok 3 sebesar 80.663 rumahtangga. 
Kecamatan yang memiliki persentase rumahtangga miskin tertinggi di Kabupaten Garut adalah Kecamatan Banjarwangi mencapai 55,24% dari sebanyak 14.043 rumahtangga.  Kemudian disusul oleh Kecamatan Pamulihan, Peundeuy dan Cisompet dengan persentase rumahtangga masing-masing sebesar 53,44%; 52,52% dan 51,03%.  Sedangkan kecamatan yang tampak memiliki persentase rumahtangga terkecil adalah kecamatan Tarogong Kidul dan Garut Kota dengan  persentase masing-masing sebesar 19,59% dan 23,71%. Kemudian disusul oleh Kecamatan Tarogong Kaler dan Bungbulang, dengan persentase rumahtangga masing-masing sebesar 27,32% dan 27,34%.

e. Angka Kriminalitas yang Tertangani
Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Pada tahun 2014 jumlah tindak kriminal di Kabupaten Garut sebanyak 372 kasus. Apabila dibandingkan dengan kondisi jumlah penduduk, dari data ini dapat diketahui bahwa angka kriminal di Kabupaten Garut pada tahun 2014 mencapai 0,012 ini artinya dari 10.000 jumlah penduduk di Kabupaten Garut terdapat sekitar 0,012 tindak kriminal. Apabila capaian Kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami penurunan 97,65%. Dan apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami penurunan sbesar 99,51%. Serta menurun dibandingkan target akhir RPJMD sebanyak 1 kasus.
Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain adanya partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Tabel 2.6
Angka Kriminalitas di Kabupaten Garut Tahun 2010 – 2014
	No
	Uraian
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah kasus Narkoba
	38
	47
	30
	24
	-

	2.
	Jumlah kasus Pembunuhan
	2
	-
	2
	4
	5

	3.
	Jumlah Kejahatan Seksual
	33
	7
	1
	3
	1

	4.
	Jumlah kasus Penganiayaan
	438
	23
	33
	20
	52

	5.
	Jumlah kasus Pencurian
	438
	298
	291
	170
	168

	6.
	Jumlah kasus Penipuan
	-
	30
	21
	150
	145

	7.
	Jumlah kasus Pemalsuan uang
	-
	-
	-
	-
	1

	8.
	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun
	600
	368
	379
	380
	372

	9.
	Jumlah Penduduk
	2.424.888
	2.464.010
	2.503.765
	2.544.160
	3.003.004

	10.
	Angka Kriminalitas (8)/(9) per 10.000 jumlah penduduk
	2,47
	1,49
	1,51
	0,51
	0,012


Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Garut, Tahun 2015

Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penjagaan Stabilitas Keamanan Di Daerah, pada tahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan penting antara lain Pengendalian Keamanan Lingkungan, Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI / POLRI dan Kejaksaan, Kerjasama Koordinasi dan Antisipasi Keamanan Lingkungan Pengembangan Teknis Fungsional Aparatur Sat Pol PP, Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat, dan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi.

2.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
1. Pendidikan
a. Angka Melek Huruf 
Angka Melek Huruf (AMH) sebagai salah satu variabel dari indeks pendidikan, dihitung dari persentase penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan huruf latin dan atau huruf lainnya. Angka Melek Huruf (AMH) sebagai salah satu variabel dari indeks pendidikan, diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 0,01 %, dari 99,03 % pada tahun 2013 menjadi 99,04 % pada tahun 2014. Dan berdasarkan target RPJMD Kabupaten Garut tahun 2009 – 2014, mencapai 99,72% dari target 99,32 %.
Pencapaian tersebut telah berada diatas pencapaian AMH Provinsi Jawa Barat sebesar 98,29%. Ini memberikan gambaran bahwa sampai dengan Tahun 2014 secara umum telah terjadi peningkatan terhadap kemampuan baca masyarakat Kabupaten Garut. 




Gambar 2.16 Perbandingan AMH Garut, Jabar, dan Nasional 
Tahun 2009-2014

b. Angka Rata-rata Lama Sekolah
Pencapaian angka rata-rata lama sekolah selama tahun 2010-2014 mengalami peningkatan 0,09 tahun atau 1,01% dari sebesar 7,34 tahun pada tahun 2010 menjadi 7,43 tahun pada tahun 2014, namun masih dibawah pencapaian Jawa Barat sebesar 8,34 tahun. Kondisi pencapaian rata-rata lama sekolah tersebut, secara makro menunjukkan bahwa rata-rata penduduk dewasa Kabupaten Garut baru berpendidikan selevel dengan kelas satu SMP. 


Gambar 2.17  Perbandingan RLS Garut, Jabar, dan Nasional 
Tahun 2009 –2014

c. Angka Partisipasi Kasar(APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. 
[image: ]Angka Partisipasi Kasar (APK) wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) 9 tahun dihitung dari rata-rata APK jenjang pendidikan dasar yaitu APK SD sederajat dan APK SMP sederajat.
Gambar 2.18 Perbandingan Penduduk Usia Sekolah dan Siswa Pendidikan SD/MI/Paket A di Kab. Garut
Tahun 2009 –2014

Pada tahun 2014, dari sebanyak 398.338 orang jumlah penduduk Usia Sekolah 7-12 tahun, jumlah siswa SD/MI/Paket A  mencapai 341.852 orang, sehinggaAPK untuk tingkat SD sederajat pada tahun 2014 mencapai 85,82%.
Sementara untuk jenjang SMP Sederajat, pada tahun 2014, dari sebanyak  204.535 orang jumlah penduduk Usia Sekolah 13-15 tahun, jumlah siswa SMP/MTs/PaketB  mencapai 162.723 orang, sehingga APK untuk tingkat SMP sederajat sebesar 79,56%.
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Gambar 2.19 Perbandingan Penduduk Usia Sekolah dan Siswa Pendidikan SMP/MTs/Paket B di Kab. Garut Tahun 2009 –2014

Dari realisasi pencapaian APK tingkat SD sederajat dan APK untuk tingkat SMP sederajat tersebut, maka APK Wajar Dikdas 9 tahun pada tahun 2014 terhitung sebesar 82,69%, atau mencapai 69% dari target tahun 2014 sebesar 120%. 
[image: ]Realisasi APK Wajar Dikdas 9 tahun pada tahun 2014 tersebut menurun 25,72% dari tahun 2013 yang mencapai 108,41%, demikian halnya menurun 14,57% dari realisasi tahun 2010 sebesar 97,26%. 
Gambar 2.20 Perbandingan Penduduk Usia Sekolah dan Siswa Pendidikan SMA/SMK/Paket C di Kab. Garut
Tahun 2009 –2014

Angka Partisipasi Kasar (APK) wajib belajar 12 tahun dihitung dari APK jenjang pendidikan menengah yaitu APK SMA,SMK,MA sederajat.
Pada tahun 2014, dari sebanyak 188.983 orang jumlah penduduk Usia Sekolah 16-18 tahun, jumlah siswa SMA/MA/Paket C  mencapai 87.904 orang, sehingga APK untuk tingkat SMA/MA/Paket C (Wajar 12 Tahun) pada tahun 2014 mencapai 46,51% dan bila dibandingkan dengan target tahun 2014, mencapai 60% dari target sebesar 77%. Realisasi APK Wajar 12 tahun pada tahun 2014 tersebut menurun 6,75% dari tahun 2013 yang mencapai 53,26%, demikian halnya menurun 1,57% dari realisasi tahun 2010 sebesar 48,09%.
Perbandingan pencapaian APK Wajar Dikdas 9 Tahun Kabupaten Garut Tahun 2014 dengan pencapaian Provinsi Jawa Barat maupun Nasional, masih terpaut 19,43% lebih rendah dari capaian Jawa Barat sebesar 102,12% dan masih terpaut 14,15% lebih rendah dari capaian Nasional sebesar 96,84% (Status Data Tahun 2013). 
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Gambar 2.21 Perbandingan APK Wajar Dikdas 9 Tahun
Garut – Jawa Barat - Indonesia Tahun 2014

Dari perbandingan pencapaian APK Wajar 12 Tahun Kabupaten Garut dengan Provinsi Jawa Barat maupun Nasional, dapat dilihat bahwa pencapaian Tahun 2014 masih terpaut 14,68% lebih rendah dari capaian Jawa Barat sebesar 61,19% dan masih terpaut 20,10% lebih rendah dari capaian Nasional sebesar 66,61% (Status Data Tahun 2013).
Untuk Angka Partisipasi Murni (APM) yang  menunjukkan persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama, maka  APM wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) 9 tahun dihitung dari rata-rata APM jenjang pendidikan dasar yaitu APM SD sederajat dan APM SMP sederajat.
Pada tahun 2014, dari sebanyak 398.338 orang jumlah penduduk Usia Sekolah 7-12 tahun, jumlah siswa SD/MI/Paket A  usia 7-12 tahun mencapai 318.020 orang, sehingga APM untuk tingkat SD sederajat pada tahun 2014 mencapai 79,84%. 

[image: ]












Gambar 2.22 Perbandingan Penduduk Usia Sekolah dan Siswa
 Pendidikan SD/MI/Paket A Usia 7 – 12 Tahun di Kab. Garut
Tahun 2009 –2014

Sementara untuk jenjang SMP Sederajat, pada tahun 2014, dari sebanyak 204.535 orang penduduk Usia Sekolah 13-15 tahun, jumlah siswa SMP/MTs/Paket B usia 13-15 tahun mencapai 138.788 orang, sehingga APM tingkat SMP sederajat sebesar 67,86%. 
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Gambar 2.23 Perbandingan Penduduk Usia Sekolah dan Siswa
Pendidikan SMP/MTs/Paket B  Usia 13 – 15 Tahun di Kab. Garut
Tahun 2009 –2014

Dari realisasi pencapaian APM untuk tingkat SD sederajat dan APM untuk tingkat SMP sederajat tersebut, maka APM Wajar Dikdas 9 tahun pada tahun 2014 sebesar 73,85%, atau mencapai 74% dari target tahun 2014 sebesar 100%. Realisasi APM Wajar Dikdas 9 tahun pada tahun 2014 tersebut menurun 25,27% dari tahun 2013 yang mencapai 108,41%, demikian halnya menurun 19,25% dari realisasi pada tahun 2010 sebesar 93,10%.
Dari perbandingan pencapaian APM Wajar 12 Tahun Kabupaten Garut dengan Jawa Barat dan Nasional, tampak bahwa pencapaian tahun 2014 lebih tinggi 0,45% dari capaian Jawa Barat sebesar 44,71% namun masih terpaut 9,09% lebih rendah dari capaian Nasional sebesar 54,25% (Status Data Tahun 2013).
Berdasarkan pemetaan pencapaian APK dan APM Tahun 2014 per kecamatan, untuk jenjang SD sederajat, kecamatan Cigedug, Pakenjeng, Sukaresmi, Cisewu, Talegong dan Banyuresmi memiliki nilai APK maupun APM yang relatif lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya. Sehingga pada kecamatan-kecamatan tersebut dapat menjadi bahan prioritas pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan jenjang SD sederajat. Program yang menunjang pencapaian kinerja diantaranya penyelenggaraan Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Paripurna.

d. Angka Drop Out SMA/SMK
Pada tahun 2014, untuk jenjang SMA/SMK sederajat terdapat sebanyak 344 siswa putus sekolah dari sebanyak  87.904 siswa SMA/SMK sederajat. Dengan demikian maka    Angka Putus Sekolah (drop out) SMA/SMK sederajat mencapai 0,039; dan dapat mencapai 196% dari target tahun 2014 sebesar 1%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 0,034% pada tahun 2013mengalami peningkatan 0,005%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami penurunan 0,45% dari sebesar 0,486%. 
Untuk meningkatkan angka partisipasi pada semua jenjang dan jalur pendidikan ini, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Pendidikan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penting antara lain:
- 	Penambahan Ruang Kelas Sekolah/ Pembangunan Ruang Kelas Baru TK/PAUD, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK;
- 	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP,  Paket C Setara SMA; 
- 	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Tingkat SD, SMP, SMA; 
- 	Penyelenggaraan SMP Terbuka dan Pemberdayaan SMP Satu Atap.

2. Kesehatan
a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) merupakan probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi terkait erat dengan angka kematian bayi (AKB) yang dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKHB digunakan  sebagai gambaran keadaan sosial ekonomi masyarakat pada waktu angka kematian tersebut dihitung.
Selama tahun 2009-2014, Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) meningkat dari 948 orang per 1.000 kelahiran hidup menjadi 951 orang per 1.000 kelahiran hidup. Apabila ditinjau dari jumlah kasus bayi meninggal, selama tahun 2009-2014 telah mengalami penurunan 235 kasus kematian bayi atau 67,89% dari sebanyak 342 kasus pada tahun 2009 menjadi 107 kasus pada tahun 2014. Sedangkan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Garut dari tahun 2009-2014 terus mengalami penurunandari 51,65 orang per 1.000 kelahiran hidup menjadi 48,64 orang per 1.000 kelahiran hidup
Tabel 2.7
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Garut 
Tahun 2009-2014
	Tahun
	AKB (per 1.000 kelahiran hidup)
	AKHB(per 1.000 kelahiran hidup)
	Jumlah Kasus Bayi Meninggal

	2009
	51,65
	948
	342

	2010
	50,87
	949
	336

	2011
	50,62
	949
	397

	2012
	49,95
	950
	298

	2013
	49,29
	951
	190

	2014
	48,64
	951
	107


Sumber : BPS Kabupaten Garut dan Dinas Kesehatan Kab. Garut.

b. Angka Usia Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup (AHH), Kabupaten Garutpada tahun 2014 mencapai 66,97 tahun; meningkat 0,46 tahun dari tahun sebelumnyayang mencapai  66,51 tahun. Dengan demikian, maka bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2014 diperkirakan akan dapat  hidup sampai hampir 67 tahun.
Kenaikan angka kontribusi AHH tersebut memberikan gambaran adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Garut secara makro. Hal ini tidak terlepas dari peran kinerja pemerintah antara lain melalui program Jamkesmas. 
Peran pemerintah tersebut masih perlu untuk ditingkatkan yaitu untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat, mengingat jika dibandingkan dengan besaran di Jawa Barat sebesar 68,84 tahun, AHH  kabupaten garut masih terpaut 1,87 tahun.
Tabel 2.8
Angka Harapan Hidup Kabupaten Garut 
Tahun 2010-2014
	NO.
	INDIKATOR
	KEADAAN PADA TAHUN

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013*)
	2014**

	1
	Angka Harapan Hidup (tahun)
	65,20 
	65,60 
	 66,00 
	66,39 
	66,51
	66,97

	2
	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kasus Kelahiran)
	219,64
	210,86
	202,07
	193,29
	184,50
	175,74

	3
	Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)
	51,65
	50,87
	50,62
	49,95
	49,29
	48,64

	4
	Jumlah Kasus Ibu Meninggal akibat melahirkan
	55
	34
	45
	28
	37
	22

	5
	Jumlah Kasus Bayi Meninggal
	342
	336
	397
	298
	190
	107


Sumber : BPS Kabupaten Garut dan Dinas Kesehatan Kab. Garut. 
*) Angka Perbaikan


2.1.3.3 Fokus Seni, Budaya dan Olahraga
Pengembangan seni budaya di Kabupaten Garut diselenggarakan secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan, yang sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah. 
Dalam upaya melestarikan seni dan budaya daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 472 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), sampai dengan 2013 telah mencapai hasil sebagai berikut.
Tabel 2.9
Pencapaian SPM Seni dan Budaya Daerah
Tahun 2013-2014
	Indiktor Sasaran
	Satuan
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	
	
	Target
	Realisasi
	Target
	Realisasi

	Kajian Seni dan Budaya
	Kali
	8
	9
	9
	9

	Fasilitasi Seni dan Budaya
	Kali
	2
	2
	2
	2

	Gelar Seni dan Budaya
	Kali
	3
	10
	3
	9

	Misi Seni dan Budaya
	Kali
	1
	4
	1
	1

	SDM Seni dan Budaya:
	Kali
	2
	2
	2
	2

	Tempat Seni dan Budaya
	Kali
	1
	
	1
	

	Organisasi Seni & Budaya
	Kali
	
	
	
	


Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2014

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum
Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, gambaran umum kondisi daerah dari aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.
2.1.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib
1. Pendidikan
Sektor pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun modal sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.
a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Selama periode tahun 2010-2014, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan sebesar 7,78% dari sebesar 106,79% pada tahun 2010 menjadi sebesar 98,48% pada tahun 2014.Untuk jenjang SMP/MTs mengalami peningkatan sebesar 4,25% dari sebesar 93,00% pada tahun 2010 menjadi sebesar 96,95% pada tahun 2014.

Tabel 2.10
APS Pendidikan Dasar Tahun 2010 –2014 
	No
	Usia 
	Tahun 2010
	Tahun 2011 
	Tahun 2012 
	Tahun 2013
	Tahun 2014
	Peningkatan Tahun 2010-2014(%)

	1
	7 – 12
	106,79
	113,48
	113,53
	108,61
	98,48
	· 7,78

	2
	13 - 15
	93,00
	92,42
	96,93
	105,00
	96,95
	4,25

	3
	16 - 18
	41,17
	40,35
	42,69
	44,65
	60,11
	46,00


Sumber : Dinas Pendidikan Kab Garut

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan.
Selama kurun waktu 2010-2014 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan pertumbuhan penduduk diantisipasi dengan peningkatan jumlah sekolah SD/MI. Pada tahun 2014, perbandingan ketersediaan sekolah SD/MI adalah 1:172, yang menunjukkan bahwa 1 sekolah SD/MI menampung 172 siswa. Kondisi ini  mengalami perubahan yang lebih baik jika dibandingkan kondisi pada tahun 2010 dengan perbandingan sebesar 1:190; sehingga relatif dapat mengimbangi tingkat pertumbuhan penduduk yang berkisar sebesar 1,61%.
Rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2014 mencapai 1:285, yang menunjukkan bahwa 1 sekolah SMP/MTs menampung 285 siswa, relatif mengalami perbaikan dibandingkan kondisi pada tahun 2010 dengan perbandingan sebesar 1:359 seiring dengan meningkatnya jumlah sekolah SMP/MTs dan menurunnya angka putus sekolah pada jenjang SD/MI. Namun  jika dibandingkan khusus dengan rasio pada tahun 2013 yang mencapai 1:270, maka rasio pada tahun 2014 lebih besar.
Sementara itu rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun 2014 mencapai 1:442, yang menunjukkan bahwa 1 sekolah SMA/SMK/MAmenampung 442 siswa, relatif mengalami perbaikan karena terjadi penurunan rasio bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2010 dengan perbandingan sebesar 1:615. Kondisi ini seiring dengan meningkatnya jumlah sekolah SMA/SMK/MA dan menurunnya angka putus sekolah pada jenjang SMP/MTs.
Tabel 2.11
Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan
Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Garut Tahun 2010-2014
	No.
	Jenjang Pendidikan
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	SD/MI
	

	1.1.
	Jumlah gedung sekolah 
	 1.773 
	 1.793 
	 1.850 
	 1.869 
	1.877

	1.2.
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
	 336.372 
	 337.919 
	 339.474 
	 317.833 
	322.921

	1.3.
	Rasio
	 190 
	 188 
	 183 
	 170 
	172

	2
	SMP/MTs
	

	2.1.
	Jumlah gedung sekolah 
	450 
	490 
	516 
	582 
	584

	2.2.
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn
	161.483 
	163.849 
	166.250 
	157.394 
	166.269

	2.3.
	Rasio
	359 
	334 
	 322 
	270 
	285

	3
	SMA/SMK/MA
	
	
	
	
	

	2.1.
	Jumlah gedung sekolah 
	216 
	237 
	274 
	300 
	321

	2.2.
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18thn
	132.748 
	143.687 
	151.062 
	153.726 
	141.985

	2.3.
	Rasio
	615 
	606 
	551 
	512 
	442


Sumber : Dinas Pendidikan Kab Garut

c. Rasio Guru/Murid
Selama kurun waktu tahun 2010 – 2014  rasio ketersediaan guru di Kabupaten Garut untuk setiap jenjang pendidikan berfluktuasi. Rasio guru jenjang TK/RA masih kurang karena baru mencapai rasio 1:26, sedangkan standar nasional adalah 1:10. Untuk rasio ketersediaan guru di jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, telah mencapai standar nasional.





Tabel 2.12
Rasio Ketersediaan GuruBerdasarkan Jenjang Pendidikan
Di Kabupaten Garut Tahun 2010-2014

	No
	Jenjang
	Tahun 2010
	Tahun 2011
	Tahun 2012
	Tahun 2013
	Tahun 2014
	Standar Nasional

	1
	TK/RA
	20
	22
	27
	9
	26
	10

	2
	SD/MI
	30
	25
	26
	20
	23
	28

	3
	SMP/MTs
	28
	24
	27
	17
	30 
	32

	4
	SMA/MA/SMK
	15
	19
	25
	14
	11
	32


Sumber : Dinas Pendidikan Kab Garut



d. Persentase Kondisi Ruang Kelas 
Ketersediaan ruang kelas yang baik merupakan salah satu indikator dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Garut. Selama periode 2013-2014, ketersediaan jumlah ruang kelas baik untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan 54,40% dari sebesar 69,23% pada tahun 2013 menjadi sebesar 14,83% pada tahun 2014. Kondisi ini disebabkan karena terjadi peningkatan ruang kelas yang rusak sedang sebesar 46,44%  dan rusak berat sebesar 7,96%.
Sementara untuk jenjang pendidikan SMP/MTs selama periode 2013-2014kondisi ruang kelas baik mengalami penurunan, yaitu dari 71,72% turun sebesar 52,83% menjadi 18,6%. Kondisi ini disebabkan karena terjadi peningkatan ruang kelas yang rusak sedang sebesar 52,64%  dan rusak berat sebesar 0,18%.  
Untuk jenjang SMA/MA/SMK. dan SMA/MA/SMK  selama periode 2013-2014kondisi ruang kelas baik mengalami kenaikan, yaitu dari 61,14 naik 4,69% menjadi 65,83%. Kondisi ini disebabkan karena terjadi pengurangan ruang kelas yang rusak sedang sebesar 3,26%  dan rusak berat sebesar 1,44%. 
Tabel 2.13
Kondisi Ruang Kelas berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Garut Tahun 2013 –2014 
	Jenjang
	2013
	2014

	
	Baik
	Rusak Sedang
	Rusak Berat
	Jumlah
	Baik
	Rusak Sedang
	Rusak Berat
	Jumlah

	TK
	672
	208
	66
	946
	401
	462
	153
	1.016

	SD
	5.644
	1.682
	827
	8.153
	1.297
	5.866
	1.583
	8.746

	SMP
	1.712
	619
	66
	2.397
	551
	2.325
	87
	2.963

	SMA
	457
	180
	108
	745
	556
	158
	98
	812

	SMK
	534
	260
	82
	876
	596
	260
	82
	938

	RA
	716
	321
	199
	1.236
	716
	321
	199
	1.236


Sumber : Dinas Pendidikan Kab Garut, Tahun 2015

Perkembangan sarana dan prasarana pendidikan masih dihadapkan pada kendala banyaknya ruang kelas yang menjadi rusak, terutama untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs pada kurun waktu 2013 – 2104. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan pemeliharaan secara rutin kondisi ruang kelas agar tetap berada dalam kondisi baik.

2. Kesehatan
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesehatan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.
a. Rasio Puskesmas dan (Pustu) Persatuan Penduduk 
Sampai dengan Tahun 2014, jumlah Puskesmas di Kabupaten Garut mencapai sebanyak 65 buah, dengan Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk sebesar 1 : 38.864. 
Tabel 2.14
Sarana Prasarana Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Garut 
Tahun 2010 – 2014
	NO
	INDIKATOR
	KEADAAN PADA TAHUN

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Jumlah Puskesmas DTP
	14
	15
	15
	15
	15

	2
	Jumlah Puskesmas TTP
	50
	50
	50
	50
	50

	3
	Jumlah Puskesmas Mampu PONED
	7
	-
	18
	23
	23

	4
	Jumlah Pustu
	136
	136
	136
	138
	140

	5
	Jumlah Poskesdes
	 
	 
	116
	123
	123

	6
	Rasio Puskesmas DTP Persatuan Penduduk
	1 : 172.672
	1 : 164.267
	1:165.692
	1:168.432
	1:168.412

	7
	Rasio Puskesmas TTP Persatuan Penduduk
	1 : 48.348
	1 : 49.280
	1 : 49.707
	1 : 50.529
	1 : 50.524

	8
	Rasio Puskesmas PONED Persatuan Penduduk
	1 : 345.343
	1 : 136.889
	1 : 138.076
	1 : 101.059
	1 :  109.834

	9
	Rasio Pustu Persatuan Penduduk
	1 : 17.775
	1 : 18.118
	1 : 18.275
	1 : 18.308
	1 : 18.044

	10
	Rasio Poskesdes Persatuan Penduduk
	1 : 24.667
	1 : 21.241
	1 : 21.426
	1 : 20.541
	1 : 20.538

	11
	Jumlah Kecamatan
	42
	42
	42
	42
	42

	12
	Jumlah Desa
	424
	442
	442
	442
	442

	13
	Rasio Poskesdes Per Desa
	1 : 0,23
	 1 : 0,26
	1 : 0,26
	1 : 0,27
	1 : 0,28

	14
	Rasio Puskesmas Per Kecamatan 
	1 : 1,5
	1 : 1,5
	1 : 1,5
	1 : 1,5
	1 : 1,5


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Tahun 2015.
Kondisi ini masih di bawah target nasional yaitu sebesar 1 : 25.000, sehingga dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, tingkat ketersediaan Puskesmas di Kabupaten Garut masih kurang dan memerlukan tambahan untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dasar masyarakat. Sementara itu, rasio Puskesmas terhadap jumlah kecamatan pada tahun 2014 mencapai 1 : 1,5 artinya bahwa dalam satu kecamatan terdapat lebih dari 1 unit Puskesmas.
b. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Jumlah rumah sakit di Kabupaten Garut pada tahun 2014 sebanyak 6 unit, terdiri dari rumah sakit daerah sebanyak 2 unit, rumah sakit swasta 3 unit, dan rumah sakit TNI sebanyak 1 unit. Dengan jumlah penduduk tahun2014 sebanyak 2.526.186 orang, maka rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Garut tahun 2014 mencapai 1 : 421.031,  yang berarti bahwa untuk 1 rumah sakit di Kabupaten Garut melayani 421.031 penduduk. Kondisi tersebut lebih baik dibandingkan dengan Rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk tahun 2010 dengan perbandingan mencapai 1 : 1.208.702.
Tabel 2.15
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk
di Kabupaten Garut Tahun 2010–2014
	NO.
	INDIKATOR
	KEADAAN PADA TAHUN

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Jumlah Rumah Sakit
	2
	3
	3
	5
	6

	2
	Jumlah Klinik
	96
	97
	93
	40
	71

	3
	Jumlah Klinik Bersalin
	7
	7
	1
	1
	1

	4
	Jumlah Praktek Dokter
	328
	311
	344
	329
	349

	5
	Jumlah Praktek Bidan
	360
	185
	387
	387
	387

	6
	Rasio Rumah Sakit Thd Penduduk
	1.208.702
	821.337
	828.461
	842.161
	421.031

	7
	Jumlah Penduduk
	2.417.404
	2.464.011
	2.485.383
	2.526.483
	2.526.186


Sumber : BPS  Kabupaten Garut, 2014

c. Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk
Jumlah Tenaga Kesehatan secara keseluruhan selama tahun 2010 - 2014 mengalami peningkatan, namun apabila dibandingkan terhadap jumlah penduduk masih kurang. Rasio pemenuhan tenaga Kesehatan dokter adalah 1 : 2.500. Pada tahun 2014, jumlah tenaga dokter mencapai sebanyak 177 orang dan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 2.526.483 jiwa, maka jumlah dokter yang seharusnya adalah 1.010 orang. Sehingga kekurangan tenaga dokter di Kabupaten Garut tahun 2013 sebanyak 834 orang. Kondisi yang sama juga terjadi untuk tenaga kesehatan lainnya yaitu perawat dan bidan yang masih mengalami kekurangan.
Tabel 2.16
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Garut
Tahun 2010-2014
	No.
	Indikator
	Keadaan Pada Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Jumlah Dokter Umum
	94
	93
	108
	131
	102

	2
	Jumlah Dokter Spesialis
	34
	36
	37
	46
	55

	3
	Jumlah Dokter 
	128
	129
	145
	177
	159

	4
	Jumlah Penduduk
	2.417.404
	2.464.011
	2.485.383
	2.526.483
	2.526.186

	5
	Rasio Dokter Terhadap Penduduk
	1 : 18.886
	1 : 19.101
	1 : 17.141
	1 : 14.274
	1:15,887

	6
	Jumlah Perawat
	663
	673
	736
	738
	1186

	7
	Jumlah Bidan PNS
	310
	309
	307
	334
	313

	8
	Jumlah Bidan PTT
	204
	236
	232
	202
	218

	9
	Jumlah Bidan
	514
	545
	539
	536
	583

	10
	Rasio Bidan Terhadap Penduduk
	1 : 4.703
	1 : 4.521
	1 : 4.611
	1 : 4.714
	46,56

	11
	Jumlah Bidan di Desa PNS
	69
	71
	72
	79
	174

	12
	Jumlah Bidan di Desa PTT
	177
	174
	170
	163
	164

	13
	Jumlah Desa
	424
	424
	442
	442
	421

	14
	Rasio Bidan Desa Terhadap Jumlah Desa
	1 : 1,72 
	1 : 1,73
	1 : 1,83
	1 : 1,83
	1:2,69


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Garut .
d. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita
Selama periode tahun 2010 – 2014, jumlah Posyandu di Kabupaten Garut mengalami peningkatan 456 buah posyandu atau 13,18%dari sebanyak 3.459 buah pada tahun 2010 menjadi sebanyak 3.915  buah pada tahun 2014. Namun demikian, sampai tahun 2014 masih terdapat Posyandu Pratama sebanyak 9,35% dan Posyandu Madya sebanyak 63,60%, yang menggambarkan masih perlunya pembinaan peningkatan cakupan untuk meningkatkan Strata Posyandu Madya ke Purnama dan peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk menaikkan Strata Pratama menjadi Madya melalui penambahan jumlah Kader. Selain itu, perlu Pembinaan Tokoh Masyarakat untuk meningkatkan Strata Purnama ke Mandiri.
Tabel 2.17
Jumlah Pos Pelayanan Terpadu di Kabupaten Garut
Tahun 2010 s.d. 2014
	NO.
	INDIKATOR
	KEADAAN PADA TAHUN

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Jumlah Posyandu Pratama
	2213
	2246
	1944
	786
	366

	2
	Jumlah Posyandu Madya
	1038
	1073
	1316
	1884
	2490

	3
	Jumlah Posyandu Purnama
	172
	193
	369
	894
	880

	4
	Jumlah Posyandu Mandiri
	36
	46
	95
	160
	179

	5
	Total Posyandu 
	3459
	3558
	3724
	3724
	3915

	6
	Persentase
	

	
	· Posyandu Pratama 
	63,98
	63,13
	52,20
	21,11
	9.35

	
	· Posyandu Madya 
	30,01
	30,16
	35,34
	50,59
	63.60

	
	· Posyandu Purnama
	4,97
	5,42
	9,91
	24,01
	22.48

	
	· Posyandu Mandiri
	1,04
	1,29
	2,55
	4,30
	4.57

	7
	Jumlah Balita
	232.372
	229.136
	229.795
	216.398
	210.369

	8
	Rasio Jumlah Balita Setiap Posyandu
	1 :67
	1 : 64
	1 : 62
	1 : 58
	1:53


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Garut 
Keberadaan posyandu dibandingkan dengan jumlah balita pada tahun 2014ditunjukkan denganRasio Posyandu terhadap balita sebesar 1 : 53, berarti bahwa dalam pelayanannya secara rata-rata 1 (satu) Posyandu menangani 53 anak. Kondisi tersebut masih sesuai, karena idealnya 1 (satu) Posyandu melayani 50-100 anak.



e. Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan
Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada saat proses persalinan. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat meminimalisir jumlah komplikasi/kematian ibu dan bayi. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2014 sebesar 82,23% atau mencapai 102,79% dari target tahun 2014 sebesar 80%. Namun demikian, apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan 2,97%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 7,13%. 

f. Capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Kesehatan 
Berikut disajikan capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan selama tahun 2010 – 2014.
Tabel 2.18
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan 
di Kabupaten Garut Tahun 2010 – 2014 
	No.
	Aspek SPM
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	A. PELAYANAN KESEHATAN DASAR

	1
	Target / Sasaran Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K 4
	91,96
	86
	89,8
	92,45
	92,76

	2
	Target / Sasaran Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani
	51,09
	54,23
	65,47
	21
	61,05

	3
	Target / Sasaran Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
	75,10
	76,11
	83,9
	64,7
	82,62

	4
	Target / Sasaran Cakupan Pelayanan Nifas
	89,39
	80,86
	86,41
	90,04
	88,6

	5
	Target / Sasaran Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani
	-
	83,44
	100
	21
	18,8

	6
	Target / Sasaran Cakupan Kunjungan Bayi
	87,99
	90,65
	92,5
	91,03
	92,7

	7
	Target / Sasaran Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
	83,96
	79,72
	84
	73,76
	87,33

	8
	Target / Sasaran Cakupan Pelayanan Anak Balita
	93,08
	79,01
	78,9
	88,8
	83,7

	9
	Target / Sasaran Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Target / Sasaran Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
	-
	-
	100
	100
	100

	11
	Target / Sasaran Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
	38,85
	33,2
	85,8
	89,3
	84,1

	12
	Target / Sasaran Cakupan peserta KB Aktif
	73,56
	80,1
	72,3
	72,82
	72

	13
	Target / Sasaran Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit-Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
	107,14
	100
	106,25
	156,25
	100

	14
	Target / Sasaran Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit-Penemuan Penderita Pneumonia Balita
	9946
	62,1
	50,8
	38,4
	100

	15
	Target / Sasaran Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit-Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif
	65,10
	66,54
	69,47
	45,92
	61,76

	16
	Target / Sasaran Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit-Penderita DBD yang ditangani
	100
	100
	100
	100
	100

	17
	Target / Sasaran Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit-Penemuan Penderita Diare
	113.295
	59,41
	106,8
	158
	100

	18
	Target / Sasaran Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
	-
	9,33
	12,71
	29,22
	100

	B. PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

	1
	Target / Sasaran Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Target / Sasaran Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota
	-
	-
	-
	100
	100

	C. PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB

	1
	Target / Sasaran Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
	100
	100
	100
	100
	100

	D. PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

	1
	Target / Sasaran Cakupan Desa Siaga Aktif
	43.63
	88,68
	60,63
	72,62
	

	E. PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

	1
	Target / Sasaran Cakupan Rumah yang memenuhi syarat kesehatan (R)
	56,23
	56,55
	55,6
	58,39
	71,62

	2
	Target / Sasaran Cakupan masyarakat yang menggunakan air bersih (A)
	64,4
	64,62
	64,94
	69,55
	69,58

	3
	Target / Sasaran Cakupan menggunakan jamban keluarga/kasus (K)
	55,84
	55,86
	55,03
	59,1
	60,15

	4
	Target / Sasaran Cakupan Membuang Sampah pada tempatnya (S)
	54,94
	51,71
	54,88
	58,18
	58,3

	5
	Target / Sasaran Cakupan Penggunaan pembuangan air limbah pribadi yang memenuhi syarat kesehatan (A)
	24,82
	25,04
	25,76
	26,6
	26,75

	6
	Target / Sasaran Cakupan Institusi yang dibina kesehatan lingkungannya
	-
	65
	64,8
	75,83
	77

	7
	Target / Sasaran Cakupan Tempat umum yang memenuhi syarat
	64
	68,25
	54,9
	74,71
	75,01

	8
	Target / Sasaran Cakupan Tempat pengelolaan makanan
	64
	68,5
	70,3
	74,29
	75,01


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Garut 
Jumlah tenaga medis spesialis dasar di RSU dr Slamet Garut cukup memadai. Sedangkan jumlah tenaga medis spesialis lain terutama spesialis jiwa, dan jumlah sub spesialis dasar masih kurang. 
Jumlah dokter umum dan jumlah tenaga kebidanan di RSUD dr. Slamet cukup memadai, sedangkan tenaga keperawatan masih belum memadai. Hal ini seiring bertambahnya jumlah pasien yang di rawat dan bertambahnya sarana dan prasarana ruang rawat inap kelas III. 
Sementara itu di  RSUD Pameungpeuk, ketersediaan dokter spesialis belum tersedia. Padahal hal ini diwajibkan dalam Peraturan Permenkes Nomor 340 Tahun 2010 yang merupakan suatu persyaratan bagi Rumah Sakit Tipe D, dimana sekurang –kurangnya ada 2 dari 4 spesialis dasar.

3. Pekerjaan Umum
a. Jaringan Jalan
Realisasi kinerja prosentase jalan dalam kondisi baik dan sedang pada tahun 2014 sebesar 65,16 % dengan capaian kinerja sebesar 95,83% dari target yang ditetapkan sebesar 68% atau belum mencapai target.Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 0,67 %. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 5,59%.
Tabel 2.19
Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten
Tahun 2010-2014
	No
	Indikator
	Tahun 2010
	Tahun 2011
	Tahun 2012
	2013
	2014

	
	
	Km
	%
	Km
	%
	Km
	%
	Km
	%
	Km
	%

	1
	B a i k
	305,00
	36,80
	323,77
	39,07
	305,99
	36,89
	346,21
	41,77
	343,96
	41,50

	2
	Sedang
	205,25
	24,77
	195,72
	23,62
	217,49
	20,78
	188,24
	22,71
	196,06
	23,66

	3
	Rusak Berat
	318,51
	38,43
	309,27
	37,32
	305,28
	42,33
	294,31
	35,51
	288,74
	34,84

	
	Jumlah
	828,76
	100
	828,76
	100
	828,76
	100
	828,76
	100
	828,76
	100

	
	Keman-tapan
	510,25
	61,57
	519,49
	62,68
	523,48
	63,16
	534,45
	64,49
	540,02	
	65,16


Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Garut, 2015.
Kondisi permukaan jalan kabupaten sampai dengan tahun 2014, meliputi aspal sepanjang 342,80 km (41,36%), hotmix sepanjang 334,56 km (40,37%), jalan batu sepanjang 138,90 km (16,76%), tanah sepanjang 1,60 km (0,19%), dan beton sepanjang 10,90km (1,32%). Sementara itu, jumlah jembatan di Kabupaten Garut mencapai 10 buah.
Tabel 2.20
Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten Tahun 2013 – 2014
	No
	Kondisi
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	
	
	Km
	%
	Km
	%

	1
	Hotmix
	285,67
	34,47
	334,56
	40,37

	2
	Beton
	0,7
	0,08
	10,90
	1,32

	3
	Aspal
	386,59
	46,65
	342,80
	41,36

	4
	Batu
	154,2
	18,61
	138,90
	16,76

	5
	Tanah
	1,6
	0,19
	1,60
	0,19

	Jumlah
	828,76
	100
	828,76
	100


	Sumber: Dinas Binamarga Kab. Garut 


b. Sumber Daya Air
Pada aspek infrastruktur jaringan irigasi, pembangunan difokuskan dalam upaya meningkatkan intensitas tanam padi sawah khususnya pada daerah Irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah seluas 16.067 ha pada tahun 2014 dengan jumlah bangunan bendung utama 38 buah, bangunan air pelengkap 1.630 buah dan panjang saluran sekunder 223,807 Km. 
Persentase Saluran Irigasi Pemerintah dalam kondisi baik pada tahun 2014 sebesar 60,31 persen atau 141 km dari 223,807 km. Capaian ini hanya mencapai75,39% dari target yang ditetapkan sebesar 80%.
Tabel 2.21
Kondisi Jaringan Irigasi Pemerintah Tahun 2010-2014
	URAIAN
	DAERAH IRIGASI PEMERINTAH

	
	2010
	%
	2011
	%
	2012
	%
	2013
	%
	2014
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Panjang Saluran (Km)
	147
	
	147
	
	147
	
	147
	
	223,807
	

	Areal ( Ha )
	11.771
	
	11.771
	
	11.771
	
	11.771
	
	16.067
	

	Saluran ( Km ) : 223,807
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Baik
	83
	56,46
	83
	56,46
	84
	57,14
	84
	57,14
	141
	60,31

	Rusak Berat
	30
	20,41
	30
	20,41
	29,5
	20,07
	29,5
	20,07
	46
	19,67

	Rusak Ringan
	34
	23,13
	34
	23,13
	33,5
	22,79
	33,5
	22,79
	46,807
	20,02

	Bangunan Bendung (buah) : 38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Baik
	15
	65,22
	15
	65,22
	11
	47,83
	14
	60,87
	23
	60,53

	Rusak Berat
	4
	17,39
	4
	17,39
	6
	26,09
	3
	13,04
	6
	15,79

	Rusak Ringan
	4
	17,39
	4
	17,39
	6
	26,09
	6
	26,09
	9
	23,68

	Bangunan Air (buah) : 1.630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Baik
	728
	44,66
	728
	44,66
	898
	55,09
	992
	60,86
	1024
	60,45

	Rusak Berat
	637
	39,08
	637
	39,08
	421
	25,83
	213
	13,07
	232
	13,70

	Rusak Ringan
	265
	16,26
	265
	16,26
	311
	19,08
	425
	26,07
	438
	25,86

	Pintu (buah) : 722
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Baik
	195
	29,46
	195
	29,46
	218
	32,93
	259
	39,12
	435
	60,25

	Rusak Berat
	309
	46,68
	309
	46,68
	297
	44,86
	278
	41,99
	189
	26,18

	Rusak Ringan
	158
	23,87
	158
	23,87
	147
	22,21
	125
	18,88
	98
	13,57


Sumber : Dinas SDAP Kab. Garut, 2015

Persentase Saluran Irigasi Desa dalam kondisi baik pada tahun 2014 sebesar 57,32% atau hanya mencapai 96% dari target yang ditetapkan sebesar 60%.
Untuk mencapai sasaran strategis tersedianya infrastruktur sumberdaya air dan pemenuhan kecukupan air baku yang memadai untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Garut telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penting antara lain Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasin dan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di berbagai daerah di Kabupaten Garut.

4. Perumahan dan Permukiman
Keberhasilan program dan kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman berkontribusi dalam meningkatnya cakupan pelayanan air bersih di perkotaan dan perdesaan, meningkatnya sarana dan prasarana perkotaan, meningkatnya bangunan gedung yang memenuhi standar teknis bangunan, meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran, meningkatnya kondisi perumahan yang sehat dan layak huni, keberhasilan bidang perumahan dan permukiman dengan indikator sebagai berikut:
1)	Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Air Bersih dititikberatkan pada upaya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat, penanganan/pemeliharaan sarana air bersih baik di perdesaan maupun di perkotaan yang diindikasikan dengan pembangunan infrastruktur air bersih; 
2)	Data Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi  sebanyak 3.177 unit;
3)	Data jumlah sederhana sehat (RSH) pada tahun 2014 telah dibangun sebanyak 60 unit;
4)	Cakupan Pelayanan air bersih di perdesaan pada tahun 2014 sebesar 65% sedangkan pada tahun 2013 sebesar 63,83%, mengalami peningkatan sebesar  1,17 %;
5)	Drainase di wilayah perkotaan dan perdesaan 64,69 Km, dan drainase perkotaan dan drainase yang tertanggani sebesar 64,69 Km pada tahun 2014;
6)	Data Jumlah Desa yang telah melaksanakan PAMSIMAS sampai tahun 2014 sebanyak 82 Desa.
Dalam hal upaya pelayanan terhadap terjadinya bahaya kebakaran, sampai tahun 2014 dilayani oleh 6 unit mobil pemadam kebakaran (damkar), dan apabila dibandingkan dengan luas wilayah maka rasio ketersediaan mobil damkar terhadap luas daerah pelayanan mencapai 1:512,34 artinya 1 unit mobil damkar melayani sekitar 512,34 km2.
5. Penataan Ruang
Dalam hal penataan ruang, penataan wilayah Kabupaten dilakukan secara terpadu dan  tidak terlepas dari kedudukan dan perannya dalam lingkup wilayah yang lebih luas baik lingkup Nasional maupun wilayah Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut termasuk ke dalam Kawasan Andalan Priangan Timur bersama dengan empat kabupaten/kota lainnya. 
Capaian indikator persentase ruang terbuka hijau pada tahun 2014 sebesar 26,44% atau baru mencapai 88% dari target sebesar 30%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 maka tidak mengalami perubahan, namun apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 yang mencapai 22% mengalami peningkatan sebesar 19,35%.
Dalam pelaksanaan penataan ruang, tingkat kesesuaian antara peruntukan dan pemanfaatan kawasan lindung baru mencapai 40% dari target 81,3 % sebagai kawasan berfungsi lindung. Tidak terkendalinya pemanfaatan fungsi tata ruang seperti contohnya alih fungsi lahan dari pertanian ke fungsi lahan non pertanian, penggunaan badan jalan untuk kegiatan sektor informal, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan kebijakan pemanfaatan ruang perlu ditindaklanjuti melalui penetapan peraturan daerah zonasi pemanfaatan ruang maupun pengaturan penerbitan perijinan. 

6. Perencanaan Pembangunan
Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, antara lain perumusan kebijakan teknis perencanaan; pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah; dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Pencapaian kinerja urusan perencanaan pembangunan selama tahun 2010-2014 antara lain sebagai berikut.
(1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005– 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2014–2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, Rencana Detail Tata Ruang;
(2) Tersedianya Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Garut; Laporan Triwulanan Kegiatan Pembangunan;
(3) Tersedianya dokumen kajian perencanaan pembangunan daerah;
(4) Tersedianya dokumen data/statistik daerah untuk penyusunan rencana pembangunan daerah;
(5) Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
(6) Terselenggaranya bimbingan teknis/workshop perencananaan pembangunan daerah; dan
(7) Terselenggaranya perencanaan pembangunan secara partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.
7. Perhubungan
Pelaksanaan Urusan Perhubungan dititikberatkan untuk menunjang kelancaran roda perekonomian daerah antara lain kegiatan usaha masyarakat dalam mendistribusikan pemasaran hasil produk barang dan jasa yang diindikasikan pada kelancaran dan keselamatan di jalan melalui pengadaan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan dan Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) serta meningkatnya pelayanan bagi penyedia dan pengguna jasa transportasi seperti di terminal. Indikator-indikator keberhasilan program dan kegiatan bidang perhubungan ditentukan oleh perkembangan perlengkapan jalan seperti: Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Pemeliharaan APILL, dan guardrail; Jumlah kendaraan yang diuji kelayakan, serta indikator Frekwensi operasi penertiban kendaraan bermotor.
Realisasi capaian kinerja jumlah rambu pada tahun 2014 sebanyak 1.259 atau mencapai 1.007% dari target 125. Apabila dibandingkan dengan tahun realisasi 2013 mengalami peningkatan 11,22%, dan apabila dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan 63,51%. Serta dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 1.007%.Realisasi capaian kinerja jumlah marka pada tahun 2014 sebanyak 1.044 atau mencapai 94% dari target 1.111,44. Apabila dibandingkan dengan tahun realisasi 2013 mengalami peningkatan 14,43 %, dan apabila dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan 39,20 %. Serta dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 94%.
Realisasi capaian kinerja jumlah pemeliharaan apill (unit) pada tahun 2014 sebanyak 14 atau mencapai 100 % dari target 14. Apabila dibandingkan dengan tahun realisasi 2013 dan 2010  sama yaitu 14 Unit atau mencapai 100%, Serta dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 100 %. Realisasi capaian kinerja jumlah – guard rail (m) pada tahun 2014 sebanyak  atau mencapai 137 meter  dari target 500 meter atau hanya mencapai 27%. Apabila dibandingkan dengan tahun realisasi 2013 mengalami peningkatan 71,25%, dan apabila dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan 71,25%. Serta dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 27% atau belum mencapai target 500 meter.
Jumlah kendaraan yang diuji kelayakan sarana transportasi pada tahun 2014 sebanyak 14.776 unit tidak mencapai target sebanyak 15.000 unit atau hanya mencapai 99%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 4,42%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 26,83 %.
Tabel 2.22
Perkembangan Jumlah Kendaraan Yang Diuji Tahun 2013 – 2014
	No
	Jenis Kendaraan
	Tahun
	Perkembangan/ Penurunan

	
	
	2013
	2014
	Angka
	%

	1
	Mobil Penumpang
	2.462
	2.506
	44
	1,79

	2
	Bus
	1.103
	1.208
	105
	9,52

	3
	Barang
	10.585
	11.062
	477
	4,51

	Jumlah
	14.150
	14.776
	626
	4,42


Sumber: Dishub, Kab. Garut tahun 2015

[bookmark: _Toc369089104][bookmark: _Toc369094202]Perkembangan ijin trayek mobil penumpang umum di Kabupaten Garut sangat beragam. Jenis trayek tersebut antara lain: trayek Angkutan Kota yang memberikan pelayanan mobilitas pengguna jasa di sekitar/menuju pusat kota, trayek Angkutan Perkotaan yang melayani pengguna jasa antar kawasan/kecamatan dengan pusat kota, trayek Angkutan Pedesaan untuk melayani mobilitas penduduk di pelosok/pedesaan yang menghubungkan pusat kegiatan kecamatan dengan desa-desa di luar wilayah pusat kota. Jumlah Angkutan lokal (Angkutan Kota, Angkutan Perkotaan maupun Angkutan Perdesaan) menunjukkan kenaikan sebanyak 16 unit atau sebesar 0,80% dari jumlah ijin trayek sebanyak 2.003 unit pada tahun 2013 menjadi 2.019 unit pada tahun 2014. Perkembangan ijin trayek mobil penumpang umum (MPU) terlihat pada tabel berikut.
Tabel 2.23
Perkembangan Ijin Trayek Mobil Penumpang Umum Tahun 2013-2014
	JENIS TRAYEK
	TAHUN
	PERKEMBANGAN

	
	2013
	2014
	(unit)
	(%)

	Angkot
	1.063
	1079
	16
	1,51

	Perkotaan
	453
	453
	0
	0

	Perdesaan
	487
	487
	0
	0

	JUMLAH
	2.003
	2.019
	16
	0,80


Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Garut 2015

Realisasi indikator frekwensi operasi penertiban kendaraan bermotor pada tahun 2014 sebanyak 138  kali atau mencapai 115% dan  melebihi target yang ditetapkan sebesar 120 kali/tahun. 
Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 35,29 %. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 secara kumulatif mengalami peningkatan sebesar 97,14%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 120 mencapai 115%.





8. Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dilaksanakan dengan sasaran strategis terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Garut telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penting antara lain Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air, Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan, Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dan Kajian Evaluasi Lingkungan.
Pelayanan pencegahan pencemaran air pada tahun 2014 hanya mencapai  75%, sehingga tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan telah mencapai realisasi 100%,  sedangkan target yang ditetapkan sebesar 90%. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain telah adanya prosedur tindak lanjut yang jelas sehingga ketika ada pengaduan masyarakat dapat ditanggulangi dengan tepat dan cepat.
Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain diberlakukannya uji emisi untuk kendaraan bermotor sesuai baku mutu yang berlaku dan introduksi pertanian yang ramah lingkungan oleh dinas-dinas teknis terkait.
Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain adanya sumber-sumber informasi yang relevan berupa kajian yang berkaitan dengan lingkungan hidup mengenai kebijakan rencana dan program dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lahan.
Tingkat status mutu sungai utama dan waduk/situ pada tahun 2014 termasuk kategori cemar berat, sedangkan  targetnya adalah mutu cemar ringan. Dari tahun 2010 sampai 2014 masih masuk kategori cemar berat dan belum mencapai target akhir RPJMD yaitu mutu cemar ringan. Hal ini disebabkan antara lain oleh diakibatkan tingginya beban pencemaran dari kegiatan domestik, pertanian, perkebunan, peternakan, industri dan aktifitas lain yang berada di DAS Cimanuk yang air limbahnya di buang ke sungai dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

9. Kependudukan dan Catatan Sipil
Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil selama tahun 2014 berkaitan dengan pelayanan umum bidang kependudukan pencatatan sipil, dengan capaian kinerja tahun 2014 antara lain sebagai berikut.
(1) Kepemilikan KTP sebesar 79,06% atau mencapai 121,63% dari target sebesar 65,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 mengalami peningkatan 18,06%;
(2) Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk sebanyak 967 per 1000 penduduk atau mencapai 120,88% dari target sebanyak 800 per 1000 penduduk; 
(3) Terlaksananya pelayanan E-KTP sebesar 85,00% atau mencapai 94,44% dari target sebesar 90%.
Untuk mencapai sasaran strategis tertibnya administrasi kependudukan, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Garut telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penting antara lain Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan, Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan, Pengembangan Data Base Kependudukan, Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pendataan Penduduk Rentan Adminduk, Penerapan EKTP Kependudukan dan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil.

10. Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
a. Keluarga Berencana
Gambaran pencapaian kinerja urusan keluarga berencana terkait dengan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi selama tahun 2014 disajikan sebagai berikut.
Pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif tahun 2014 sebesar 72,33%, mencapai 98% dari target tahun 2014 sebesar 73,62%. Jika  capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,21%. Selain itu, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 73,62% maka realisasi tahun 2014 telah mencapai 98%.
Faktor penyebab lemahnya dukungan operasional di lini lapangan adalah adanya kebijakan operasional penggarapan program KB  pada kesertaan ber-KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Metode ini dipandang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kualitas kesertaan ber-KB. Dengan pola ini tentunya akan mempengaruhi  terhadap pemakaian alat kontrasepsi Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang seperti dengan pemakaian Suntik dan Pil yang tidak lagi menjadi prioritas terutama untuk peserta KB baru.
	
b. Pemberdayaan Perempuan
Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan diarahkan pada upaya mencapai sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan dan terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan dampak pornografi. 
Peningkatan pemberdayaan perempuan memegang peran dan posisi yang strategis diantaranya terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan dan keluarga berencana dengan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai sektor pembangunan sesuai dengan proporsi dan karakteristik yang dimiliki.
Di Kabupaten Garut terdapat banyak Organisasi Wanita, baik yang bersifat sosial, profesi maupun kemasyarakatan maupun keagamaan. Beberapa organisasi wanita yang berbentuk organisasi wanita persatuan adalah  Dharma Wanita Persatuan, Persit, Bhayangkari dan Ikatan Isteri Dokter Indonesia (IIDI). Selain itu, terdapat organisasi wanita di bidang kemasyarakatan antara lain Tim Penggerak PKK, Forum Komunikasi Gender (Forkom Gender), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Organisasi wanita profesi yang ada diantaranya Ikatan Bidan Indonesia (IBI), HWK, IWAPI dan PERWOSI serta Organisasi Wanita Keagamaan antara lain Al-Hidayah, Wanita PUI, Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah dan Persistri. 
Upaya pengarusutamaan gender masih perlu ditingkatkan, antara lain melalui peningkatan pemahaman tentang pengarusutamaan gender kepada seluruh lapisan masyarakat, peningkatan komitmen pemerintah, serta peningkatan pengarusutamaan gender kepada seluruh program dan kegiatan.
11. Sosial dan Keagamaan
a. Sosial
Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat kelembagaan sosial. Kondisi kesejahteraan sosial masyarakat diindikasikan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan proporsi terbesar pada tahun 2014 diantaranya adalah keluarga fakir miskin.
Jumlah Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan (dibantu) pada tahun 2014 sebanyak 54.304  jiwa, mencapai 226% dari target tahun 2014 sebanyak 24.000 jiwa. Bila dibandingkan dengan realisasi  tahun 2013 sebesar 38.365 jiwa mengalami peningkatan sebesar 41,55%. Jumlah ini bahkan telah melampaui target akhir RPJMD periode 2009 – 2014 sebanyak 24.000 jiwa.
Capaian realisasi yang cukup besar disebabkan karena pada tahun 2014 mendapat alokasi tambahan  Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial semula 18 Kecamatan  dengan jumlah sasaran 22.080 RTSM menjadi 42 Kecamatan dengan jumlah sasaran 40.968 RSTSM.    Hal lain yang menyebabkan tingkat capaian cukup besar adalah hal-hal yang tidak terduga yaitu terjadinya bencana baik bencana alam maupun bencana non alam mengingat Kabupaten Garut termasuk daerah rawan bencana, sehingga jumlah korban bencana mencapai 10.547 jiwa dari target 3.000  jiwa  atau 351,6 %.
Jumlah keseluruhan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang ditangani selama tahun 2009 – 2014  berjumlah 222.412 PMKS, melebihi target penanganan sebesar 85.882 PMKS (62,90 %) dari target RPJMD 2009-2014 sebesar 136.530 PMKS, dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 162,90 %.
Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain adalah optimalnya penanganan PMKS, meningkatnya kemampuan dan kemauan terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui bimbingan dan bantuan sosial yang berkesinambungan. Pelaksanaan program yang mendukung pencapaian kinerja antara lain Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
Realisasi cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani di Kabupaten Garut tahun 2014 mencapai 11,87 % atau 54.304 PMKS/orang dari jumlah PMKS yang seharusnya mendapat penanganan sebanyak 457.427 orang. Realisasi 11,87 % lebih tinggi jika dibandingkan dengan target capaian SPM bidang sosial sebesar 5,4 % atau  219,8 %. Capaian SPM bidang sosial di Kabupaten Garut masih jauh di bawah jika dibandingkan dengan target Nasional sebasar 40%, sedangkan Kabupaten Garut baru mencapai 27,87 % atau 69,67 % dari target nasional.
Tabel 2.24
Perbandingan Target capaian SPM Bidang Sosial
Kabupaten Garut Tahun  2014
	NO
	JENIS PELAYANAN DASAR
	Target 
	Realisasi
	%
	Target Nasional s/d Tahun ke-4
	Capaian Kab. Garut s/d Tahun ke-4
	%

	1
	Cakupan  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani
	
5,4 %
	
11,87 %
	
219,8 
	
40 %
	
27,87 %
	
69,67


Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Garut, Pebruari  2015

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial  (PSKS)  yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, pada tahun 2014 terdiri dari Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 42 PSM, Karang Taruna (KT) sebanyak 42 KT, dan Organisasi Sosial (Orsos) sebanyak 12 Orsos. Melalui peningkatan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial  PSKS (PSM, Karang Taruna dan Orsos) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, diharapkan pemberdayaan dan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada tersebut diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam penanganan PMKS.

Tabel 2.25
Jumlah PSM, Karang Taruna dan Orsos 
Yang Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial
Di Kabupaten Garut Tahun  2010 – 2014 

	Indikator Kinerja
	Realisasi
	Kondisi akhir RPJMD
	Keterangan


	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	
	

	Jumlah  Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)  yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial

	42 PSM 
	42  PSM 
	42 PSM 
	42  PSM 
	42 PSM 
	252 PSM 
	Tercapai 

	
	21 KT
	42  KT
	42 KT
	42  KT
	42 KT
	189 KT
	Tercapai

	
	12 ORSOS
	12 ORSOS
	12 ORSOS
	12 ORSOS
	12 ORSOS
	72 ORSOS
	Tercapai


Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Garut,  2014
Selama kurun waktu empat tahun terakhir, jumlah panti asuhan/panti jompo yang dibina tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 34 panti, sesuai dengan target akhir yang ditentukan dalam RPJMD 2009-2014.
Faktor pendukung pencapaian kinerja diantaranya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti asuhan/jompo dengan sasaran meningkatnya pengetahuan pengurus panti dalam pelayanan terhadap anak asuh. Adapun  hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terwujudnya pelayanan bagi penghuni panti sebanyak 84 orang. Selain, itu dilaksanakan pula kegiatan Pemberian Permakanan bagi anak asuh dalam panti  dengan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya bantuan pangan bagi anak asuh dalam panti sebanyak 200 Anak di 30 Panti asuhan. 
Untuk mencapai sasaran strategis Menurunnya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penting antara lain Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendampingan Sosial Memperdaya Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya, Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin, Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin, Pelatihan Keterampilan bagi PMKS Lanjut Usia (LU), Keluarga Rentan Ekonomi (Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga), serta Pemberian Permakanan bagi Anak Asuh Dalam Panti.
Berkenaan dengan upaya peningkatan pelayanan di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi, dilakukan dengan pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Survey kepuasan Masyarakat. Aspek-aspek yang diukur meliputi : 
a.   Aspek pelayanan, meliputi : perosedur dan persyaratan.
b. 	Aspek petugas, meliputi : kedisiplinan, tanggung jawab,  keramahan/kesopanan dan   kemampuan.
c.   Aspek waktu, meliputi : jadwal dan kecepatan pelayanan.
d.   Aspek fasilitas, meliputi : keamanan dan kenyamanan.
Jenis pelayanan yang diukur pada bidang sosial, antara lain pelayanan pembuatan rekomendasi  keringanan/pembebasan biaya pendidikan/kesehatan bagi keluarga miskin. Adapun hasil pengukuran IKM sebagai berikut.
Tabel 2.26
Hasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
Pelayanan Pembuatan Rekomendasi  Keringanan/Pembebasan Biaya Pendidikan/Kesehatan Bagi Keluarga Miskin 
Tahun  2014
	No.
	UNSUR PELAYANAN
	NILAI RATA-RATA

	U1
	Prosedur pelayanan
	 
	 
	2,973
	 

	U2
	Persyaratan pelayanan
	 
	2,993
	 

	U3
	Kejelasan petugas pelayanan
	 
	3,087
	 

	U4
	Kedisiplinan petugas pelayanan
	2,773
	 

	U5
	Tanggung jawab petugas pelayanan
	2,780
	 

	U6
	Kemampuan petugas pelayanan
	3,033
	 

	U7
	Kecepatan pelayanan
	 
	 
	2,973
	 

	U8
	Keadilan mendapatkan pelayanan
	3,113
	 

	U9
	Kesopanan dan keramahan petugas
	3,040
	 

	U10
	Kewajaran biaya pelayanan
	 
	3,153
	 

	U11
	Kepastian biaya pelayanan
	 
	3,300
	 

	U12
	Kepastian jadwal pelayanan
	 
	2,513
	 

	U13
	Kenyamanan lingkungan
	 
	2,453
	 

	U14
	Keamanan pelayanan
	2,473
	 



Berdasarkan tabel di atas bahwa nilai rata-rata terbesar ada pada unsur nomor 11 tentang kepastian biaya sebesar 3.300. Sedangkan nilai rata-rata terkecil terdapat pada unsur nomor 13 tentang kenyamanan lingkungan sebesar 2,453 dan unsur nomor 14 sebesar 2,473 tentang keamanan pelayanan. Oleh karena itu direkomendasikan ke depan untuk perbaikan tempat tunggu pelayanan.
Pengukuran Pelayanan bantuan tanggap darurat bagi korban bencana, dengan hasil survey IKM sebagai berikut.
Tabel 2.27
Hasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bantuan Tanggap Darurat Bagi Korban Bencana
Tahun  2014

	No.
	UNSUR PELAYANAN
	NILAI RATA-RATA

	U1
	Prosedur pelayanan
	 
	 
	2,727
	 

	U2
	Persyaratan pelayanan
	 
	2,753
	 

	U3
	Kejelasan petugas pelayanan
	 
	3,047
	 

	U4
	Kedisiplinan petugas pelayanan
	2,673
	 

	U5
	Tanggung jawab petugas pelayanan
	2,840
	 

	U6
	Kemampuan petugas pelayanan
	3,053
	 

	U7
	Kecepatan pelayanan
	 
	 
	2,887
	 

	U8
	Keadilan mendapatkan pelayanan
	3,107
	 

	U9
	Kesopanan dan keramahan petugas
	2,987
	 

	U10
	Kewajaran biaya pelayanan
	 
	2,953
	 

	U11
	Kepastian biaya pelayanan
	 
	3,060
	 

	U12
	Kepastian jadwal pelayanan
	 
	3,020
	 

	U13
	Kenyamanan lingkungan
	 
	2,813
	 

	U14
	Keamanan pelayanan
	2,827
	 



Berdasarkan tabel di atas bahwa nilai rata-rata terbesar terdapat pada unsur nomor 8 tentang keadilan mendapatkan pelayanan sebasar 3.107, hal ini menunjukkan bahwa dalam pelayanan bantuan tanggap darurat korban bencana tidak membeda-bedakan status. Sedangkan nilai rata-rata terkecil terdapat pada unsur nomor 4 tentang kedisiplinan petugas sebesar 2,673. Oleh karena itu direkomendasikan ke depan untuk meningkatkan kinerja TAGANA melalui pelatihan dan simulasi penanganan bencana.
b. Keagamaan
Karakteristik masyarakat Kabupaten Garut yang religius menjadikan kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Garut terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini antara lain ditandai dengan semakin bertambahnya penyediaan sarana dan fasilitas keagamaan, sarana pendidikan keagamaan, meningkatnya peringatan hari-hari besar keagamaan dan senantiasa terpeliharanya kerukunan hidup antar umat beragama, intern umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah. 
Pembangunan keagamaan juga memberikan andil yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar Zakat Infak Sodaqoh (ZIS), hibah/wakaf dan dana keagamaan lainnya. Walaupun masih belum optimal, namun hal itu cukup mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, pembiayaan yatim piatu, bantuan bencana alam dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Untuk meningkatkan pengembangan kehidupan beragama, maka pembangunan kedepan perlu didukung dengan kebijakan untuk meningkatkan kerukunan dan toleransi kehidupan beragama dalam bermasyarakat.

12. Ketenagakerjaan
Dalam bidang ketenagakerjaan, penduduk usia kerja di Kabupaten Garut (berusia 15 tahun keatas) pada tahun 2014 sebanyak 1.731.567 orang meningkat jumlahnya dibanding tahun 2013 sebanyak 1.706.810 orang.
Berdasarkan aktifitas yang dikerjakan selama seminggu yang lalu, sebanyak 54,50% penduduk melakukan aktifitas bekerja, 24,14% mengurus rumahtangga dan sisanya melakukan aktifitas lainnya seperti mencari pekerjaan atau bersekolah.
Kualitas angkatan kerja masih tampak sangat rendah yang ditunjukkan oleh jumlah angkatan kerja yang berpendidikan tidak lulus SD dan lulusan SD sederajat masih sangat tinggi yakni sebesar 628.576 jiwa atau 61,47% dari total angkatan kerja. Demikian juga dengan angkatan kerja pendidikan lulusan SMP atau sederajat juga  tampak mengambil porsi yang cukup tinggi yakni sebesar 16,49% atau sebanyak 168,613 jiwa. Angkatan kerja yang berpendidikan relatif tinggi yakni lulusan SMA sederajat hanya mengambil porsi sebesar 17,72% atau sebanyak 181.222 jiwa. Sedangkan angkatan kerja yang berpendidikan lulusan perguruan tinggi tampak hanya sebanyak 44.134 jiwa atau dengan 4,32% dari total angkatan kerja di Kabupaten Garut.
Untuk tingkat pengangguran, tampak didominasi oleh jenjang pendidikan lulusan SMA sederajat yakni sebesar 38.546 orang dari sejumlah 78.818 penganggur atau sekitar 48,91%. Jenjang pendidikan dengan tingkat pengangguran yang juga cukup tinggi tampak pada lulusan SMP sederajat dengan tingkat pengangguran sebesar 20,52% atau 20.979 jiwa yang masih menganggur.
Jika di persentasekan menurut angkatan kerja di masing-masing tingkat pendidikan maka terlihat bahwa pendidikan SMA sederajat memiliki persentase pengangguran yang cukup tinggi dibandingkat tingkat pendidikan lainnya yaitu sebesar 21,27% lalu disusul oleh tingkat pendidikan SMP sederajat (12,44%) dan yang paling rendah adalah tingkat pendidikan perguruan tinggi, hanya sebesar 2,68%. Hal ini menandakan bahwa banyak lulusan dari SMA sederajat belum sepenuhnya masuk dalam dunia kerja. Penyebabnya bisa bermacam-macam, diantaranya adalah tidak cocoknya antara pekerjaan yang ditawarkan dengan pendidikan atau bisa juga lapangan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya sangat sedikit atau tidak ada di Kabupaten Garut.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama tahun 2008-2014 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi, dari tahun 2008 sebesar 10,98% turun menjadi 7,75% pada tahun 2010, namun setelah itu TPT terus mengalami turun dan naik, dan pada tahun 2014 mencapai 7,71% menurun dari tahun 2013 sebesar 8,14%. 
Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan  sampai dengan tahun 2014 sektor pertanian masih merupakan sektor dengan serapan tenaga kerja paling dominan yakni sebesar 33,35% dari total tenaga kerja, disusul sektor perdagangan, hotel, restoran sebesar25,5%, sektor jasa sebesar 16,9 sedangkan sektor industri sebesar 9,63%.
Berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), perkembangan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebagai standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya di Kabupaten Garut selama tahun 2009-2014 mengalami peningkatanRp.425.000,- atau 64,39% dari sebesar Rp.660.000 pada tahun 2009 menjadi Rp.1.085.000,- pada tahun 2014. Apabila dilihat dari capaian UMK terhadap KHL di Kabupaten Garut, dari tahun ke tahun sejak 2009 sampai dengan 2014 belum mampu memenuhi KHL, tetapi capaiannya terus mengalami kenaikan yang awalnya sebesar 81,27% pada tahun 2009 menjadi 94,79% pada tahun 2014. Sedangkan apabila dibandingkan dengan daerah lainnya di Wilayah Priangan Timur, nilai Upah Minimum Kabupaten Garut pada tahun 2013 masih dibawah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.1.035.000, namun masih diatas Kabupaten Ciamis sebesar Rp.854.075. 
Selanjutnya pencari kerja yang dilatih berbasis masyarakat target 400 orang realisasi 912 orang sehingga capaian kinerjanya mencapai 228 %. Pencari kerja yang dilatih kewirausahaan dari target 200 orang  realisasi 268 orang sehingga capaian kinerjanya mencapai 134 %.           
 Jika dibandingkan dengan target SPM Bidang Tenaga Kerja jenis pelayanan dasar pelatihan tenaga kerja,  maka capaian cakupan pencari kerja yang dilatih berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat masih di bawah target SPM, dari jumlah 224 pencari kerja yang mendaftar pelatihan berbasis kompetensi hanya dilatih 144 orang (64, 28 %). Sedangkan pencari kerja yang dilitaih berbasis masyarakat berjumlah 912 orang dari jumlah yang mendaftar sebanyak 960 orang (95 %) melampaui target nasional dan target Kabupaten, dan pencari kerja yang dilatih kewirausahaan  berjumlah 268 orang dari jumlah yang mendaftar sebanyak 285 orang (94,03 %) sehingga melalmpaui target SPM Nasional sebesar 80% dan target Kabupaten Garut sebesar 80 %, seperti terlihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.28
Perbandingan Target capaian SPM 
Bidang Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja   
Tahun  2014
	NO
	JENIS PELAYANAN DASAR
	Target Nasional
	Target Kabupaten Garut
	Realisasi Kab. Garut
	Perubahan

	1
	Cakupan  pencari kerja yang dilatih barbasis kompetensi
	80 %
	80 %
	64,28 %
	15,72  %

	2
	Cakupan  pencari kerja yang dilatih barbasis masyarakat
	80 %
	80 %
	87,69 %
	7,69  %

	3
	Cakupan  pencari kerja yang dilatih kewirausahaan
	80 %
	80 %
	94,03 %
	14,63


Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Garut, 2014

(1) Penempatan Tenaga Kerja.
Sasaran meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan baik yang mandiri maupun bekerja serta adanya keseimbangan pasar, dengan indikator sasaran jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan di dalam maupun di luar negeri dalam hubungan kerja dalam negeri, luar negeri dan diluar hubungan kerja, dengan penjelasan sebagai berikut :
(a)  Penempatan tenaga kerja di dalam negeri dalam hubungan kerja target 1.250 orang realisasi 1.580 orang, sehingga capaiannya kinerjanya 126,4 %, hal ini karena pada tahun 2014 terjadi peningkatan  kesempatan kerja dengan masuknya beberapa investror asing ke Kabupaten Garut. Penempatan tenaga kerja dalam hubungan kerja dalam negeri sebanyak 1.580 orang pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 500 orang (46,29 %) dari tahun 2013 sebanyak 1.080 orang.
 Penempatan tenaga kerja di dalam negeri dalam hubungan kerja dilaksanakan melalui mekanisme Antar Kerja Antar Lokal (AKAL) dan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) seperti tabel di bawah ini.
Tabel 2.29
Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan
Dalam Hubungan Kerja (Dalam Negeri) Tahun 2014
	Penempatan Tenaga Kerja
	AKAL
	AKAD
	

JUMLAH


	
	L
	W
	L
	W
	

	Dalam Hubungan Kerja (Dalam Negeri)
	587
	993
	

	

	1.580


Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Garut, 2014

Tabel di atas memperlihatkan bahwa penempatan tenaga melalui mekanisme AKAL sebanyak 1.580 orang terdiri dari 993 orang (62,84 %) wanita dan 587 orang (37,16 %) pria diserap oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Garut. Dari jumlah tersebut sebagian besar tenaga kerja wanita Sedangkan penempatan tenaga melalui mekanisme AKAD tidak ada. 
(b)  Penempatan tenaga kerja di luar negeri target 800 orang terealisasi 594 orang, sehingga capaian kinerjanya 74,25 %. Pencapaian kurang dari 100 % karena adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait moratorium pengiriman TKI ke Negara Arab Saudi sehingga memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap penempatan TKI di luar negeri. Sebagai gambaran perbandingan penempatan TKI Kabupaten Garut pada tahun 2011- 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.30
Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Asal Kabupaten Garut  
BerdasarkanNegara Penempatan 
Tahun 2011 - 2014
	No
	Negara Penempatan
	Tahun 2011
	Tahun 2012
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	
	
	L
	P
	JML
	L
	P
	JML
	L
	P
	JML
	L
	P
	JML

	1
	Bahrain
	0
	42
	42
	0
	73
	73
	0
	48
	48
	0
	57
	57

	2
	Hongkong
	4
	1
	5
	0
	6
	6
	0
	6
	8
	0
	9
	9

	3
	Oman
	0
	43
	43
	0
	84
	84
	0
	133
	133
	0
	368
	368

	4
	Qatar
	0
	117
	117
	1
	175
	176
	0
	95
	95
	0
	16
	16

	5
	Saudi Arabia
	30
	600
	630
	3
	0
	3
	1
	7
	8
	1
	0
	1

	6
	Singapura
	0
	9
	9
	0
	11
	11
	0
	25
	25
	0
	24
	24

	7
	Syiria
	0
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Taiwan
	1
	9
	11
	
	14
	14
	0
	12
	12
	1
	19
	20

	9
	Uni Emirat Arab
	0
	224
	224
	0
	324
	324
	0
	445
	445
	0
	80
	80

	10
	Brunai Darussalam
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	
	
	

	11
	Malayasia
	0
	0
	0
	7
	3
	10
	0
	7
	7
	0
	19
	19

	
	Jumlah
	35
	1.046
	1.081
	12
	690
	702
	1
	780
	781
	2
	592
	594


Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Garut, 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa, penempatan TKI dari Kabupaten Garut pada tahun 2011 didominasi oleh Arab Saudi 58,28 % (630 orang) dari jumlah keseluruhan (1.081 orang), sedangkan pada tahun 2012 jauh lebih kecil hanya 0,4 % (3 orang) dari jumlah keseluruhan 702 orang. Namun demikian secara keseluruhan pada 2012 penempatan TKI asal Kabupaten Garut pada umumnya didominasi oleh negara-negara Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab sebanyak 324 0rang, disusul Qatar 176 orang, Oman 84 orang dan Bahrain 73 orang. Begitu juga pada tahun 2014 penempatan TKI asal Kabupaten Garut pada umumnya didominasi oleh negara-negara Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab sebanyak 80 0rang, disusul Oman 368  orang, Qatar 16 orang dan Bahrain 67 orang.
Secara keseluruhan jumlah  tenaga kerja yang ditempatkan dalam hubungan kerja tahun 2014 di Kabupaten Garut sebanyak 2.174 orang, mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 1.861 orang Namun jika dibandingkan dengan target SPM, Cakupan penempatan tenaga kerja yang terdaftar tercapai sebesar 11,87 % (2.174 orang dari jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 18.407 orang selama tahun 2014) melampaui angka target capaian SPM sebesar 10 % atau capaian kinerjanya sebesar 118,7 %.

Tabel 2.31
Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan
Dalam Hubungan Kerja (Dalam Negeri Dan Luar Negeri) 
Tahun 2009 - 2014

	TAHUN
	AKL
	AKAD
	AKAN
	JUMLAH

	
	L
	P
	L
	P
	L
	P
	

	2009
	371
	342
	452
	355
	27
	170
	  1.717

	2010
	93
	111
	-
	-
	190
	75
	  469

	2011
	338
	314
	223
	54
	35
	1.049
	2.013

	2012
	395
	338
	168
	216
	12
	690
	1.819

	2013
	460
	438
	84
	98
	1
	780
	1.861

	2014
	594
	993
	-
	-
	2
	585
	2.174

	JUMLAH
	2.251
	2.536
	927
	723
	267
	3.349
	10.053


Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Garut, 2014

Tabel di atas memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir jumlah tenaga kerja Kabupaten Garut yang ditempatkan dalam hubungan kerja sebanyak 10.053 orang.
(c) Penempatan tenaga kerja di luar hubungan kerja target 8.500 orang realisasi 12.286 orang, sehingga capaian kinerjanya 144,5 %. Penyerapan tenaga kerja di luar hubungan kerja dicapai melalui kegiatan PKS-PK, PKP, penyiapan tenaga kerja siap pakai, pelatihan kewirausahaan, pembentukkan tenaga kerja mandiri, perluasan kesempatan kerja melalui penerapan teknologi tepat guna (TTG).
(2) Kesadaran Hukum Para Pelaku Produksi Bidang Ketenagakerjaan
Sasaran meningkatnya kesadaran hukum para pelaku produksi di bidang ketenagakerjaan, dengan indikator sasaran jumlah perusahaan yang bisa menerapkan peraturan ketenagakerjaan dan syarat kerja. Target 100 perusahaan realisasi 100 perusahaan, sehingga pencapaian kinerjanya 100 %.   Target kondisi akhir RPJMD 2009-2014 jumlah perusahaan yang bisa menerapkan peraturan ketenagakerjaan dan syarat kerja sebanyak 400 perusahaan, sedangkan realisasinya sebesar 450, sehingga capaian kinerjanya 112,5 %.

(3) Kesejahteraan Pekerja
Sasaran meningkatnya kesejahteraan pekerja, dari indikatorPencapaian UMK sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) target 95 % realisasi 100,2 %, sehingga pencapaian kinerja mencapai 105,47 %.  
Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2014 sebersar Rp. 1.275.000,- dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp. 1.271.691,-. Namun apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 terjadi peningkatan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) seperti terlihat pada tabel berikut.



Tabel 2.32
Perbandingan UMK dan KHL
Tahun 2012 - 2014
	Tahun
	KHL (Rp.)
	UMK (Rp.)
	UMK = KHL (%)

	2012
	1.040.359,-
	 965.000,-
	92,76

	2013
	1.144.691,-
	 1.085.000,-
	94,7

	2014
	1.271.691,-
	 1.275.000,-
	100,2


Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Garut, 2014
Berdasarkan tabel di atas, kenaikan KHL dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebasar 10,02 %, sedangkan kenaikan UMK mencapai 11,59 %. Pada sisi lain perbandingan UMK = KHL terjadi peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 2,1 %. Begitu juga kenaikan KHL dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebasar 9,98 %, sedangkan kenaikan UMK mencapai 14,90 %. Pada sisi lain perbandingan UMK = KHL terjadi peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 5,48 %.
Namun apabila dibandingkan dengan UMK Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat, Kabupaten Garut menempati posisi ke  22 di bawah Kabupaten Cirebon di atas Kabupaten Majalengka dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Dari sisi jumlah kepesertaan Jamsostek, pada tahun 2014 ditargetkan 40 perusahaan dengan realisasi 40 perusahaan sehingga pencapaian kinerja mencapai 100 %. Namum apabila dibandingkan dengan jumlah perusahaan di Kabupaten Garut belum seluruhnya ikut kepersertaan jamsostek sebagaimana tabel berikut ini.
Tabel 2.33
Jumlah kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
Sampai Dengan Tahun 2014
	No. 
	JSU 
	Jumlah Perusahaan 
	Jumlah Tenaga Kerja

	
	
	Wajib
	Terdaftar
	Wajib
	Terdaftar

	1
	1
	14
	11
	7.367
	3.871

	2
	2
	3
	3
	97
	48

	3
	3
	117
	59
	10.726
	4.474

	4
	4
	10
	18
	646
	576

	5
	5
	18
	25
	682
	563

	6
	6
	257
	128
	5.405
	4.075

	7
	7
	9
	7
	855
	671

	8
	8
	123
	72
	2.653
	469

	9
	9
	65
	52
	2.478
	1.343

	Jumlah
	616
	373
	30.909
	15.641


Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Garut, 2014

Tabel di atas menunjukan bahwa jumlah kepesertaan jamsostek perusahaan  di Kabupaten Garut sampai dengan tahun 2014 baru mencapai 373 perusahaan (60,55 %) dari jumlah 616 perusahaan, selebihnya sebanyak 243 perusahaan (39,44 %) belum ikut kepesertaan Jamsostek. Sedangkan jumlah kepasertaan jamsostek  dari 30.909 tenaga kerja di perusahaan baru 15.641 tenaga kerja yang ikut kepesertaan jamsostek atau 50,6 %, selebihnya sebanyak 15.268 tenaga kerja atau 49,4 % belum menjadi peserta Jamsostek.
Capaian besaran kepesertaan Jamsostek 50,3 % berada sedikit di atas target SPM Kabupaten Garut sebesar 48 %, dan masih di bawah  target SPM Nasional sebesar 55 %.
Tabel 2.34
Pencapaian Target SPM Bidang Pelayanan Kepesertaan Jamsostek
Tahun  2014
	NO
	JENIS PELAYANAN DASAR
	Target Nasional
	Target Kabupaten Garut
	Realisasi
	Prosentase

	1
	Cakupan  Kepesrtaan Jamsostek
	55 %
	48 %
	50,6 %
	105,41 %


Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Garut,  2014

(4) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)
Sasaran penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI), dengan indikator sasaran Prosentase penyelesaian kasus PHI melalui perjanjian bersama. Target pada tahun 2014 sebesar 100 % dan dapat direalisasikan 100 %. 
Jumlah kasus PHI dari tahun 2009-2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya dari sebanyak 6 kasus pada tahun 2009 menjadi sebanyak 22 kasus pada tahun 2013, namun kemudian turun menjadi 22 kasus pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan ketenagakerjaan yang menyangkut aspek hubungan industrial  semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan yang serius, karena apabila tidak ditangani akan mengganggu kualitas hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha. 
Tabel 2.35
Jumlah kasus PHI 
Tahun  2009-2014
	Tahun
	Jumlah Kasus PHI
	Penanganan
	Keterangan

	2009
	6
	100 %
	Perjanjian bersama

	2010
	7
	100 %
	Perjanjian bersama

	2011
	10
	100 %
	Perjanjian bersama

	2012
	15
	100 %
	Perjanjian bersama

	2013
	22
	100 %
	Perjanjian bersama

	2014
	20
	100 %
	Perjanjian bersama

	Jumlah
	71
	100 %
	Perjanjian bersama


Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Garut,  2014

Capaian besaran kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaiakan 100 % melebihi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Nasional sebedar 80 % dan target SPM Kabupaten Garut sebasar 80 %.
Tabel 2.36
Pencapaian Target SPM Bidang Pelayanan Penyelesaian Kasus PHI
Tahun  2014
	No
	Jenis pelayanan dasar
	Target Nasional
	Target Kabupaten Garut
	Realisasi
	Prosentase Capaian

	1
	Cakupan  Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang diselesaikan
	
80 %
	
80 %
	
100 %
	
125 %


Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Garut,  2014
Berkenaan dengan peningkatan pelayanan bidang ketenagakerjaan, dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada jenis pelayanan antara lain Pelayanan pembuatan Kartu Ak.I (Kartu Kuning), dengan hasil survey kepuasan masyarakat pada unit-unit pelayanan seperti berikut ini.
Tabel 2.37
Hasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pelayanan pembuatan Kartu AK.I (Kartu Kuning)
Tahun  2014
	No.
	UNSUR PELAYANAN
	NILAI RATA-RATA

	U1
	Prosedur pelayanan
	 
	 
	3,021
	 

	U2
	Persyaratan pelayanan
	 
	2,801
	 

	U3
	Kejelasan petugas pelayanan
	 
	3,048
	 

	U4
	Kedisiplinan petugas pelayanan
	2,781
	 

	U5
	Tanggung jawab petugas pelayanan
	2,795
	 

	U6
	Kemampuan petugas pelayanan
	3,110
	 

	U7
	Kecepatan pelayanan
	 
	 
	3,144
	 

	U8
	Keadilan mendapatkan pelayanan
	3,199
	 

	U9
	Kesopanan dan keramahan petugas
	2,918
	 

	U10
	Kewajaran biaya pelayanan
	 
	3,082
	 

	U11
	Kepastian biaya pelayanan
	 
	3,075
	 

	U12
	Kepastian jadwal pelayanan
	 
	2,795
	 

	U13
	Kenyamanan lingkungan
	 
	2,568
	 

	U14
	Keamanan pelayanan
	2,733
	 


Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Garut,  2014

Berdasarkan tabel di atas bahwa nilai rata-rata terbesar terdapat pada unsur nomor 8 tentang keadilan mendapatkan peayanan sebasar 3.199, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan Kartu AK. 1 sesuai dengan nomor urut pendaftaran. Sedangkan nilai rata-rata terkecil terdapat pada unsur nomor 13 tentang kenyamanan lingkungan sebesar 2,568. Oleh karena itu direkomendasikan ke depan untuk menyediakan ruang tunggu yang memadai.
Secara keseluruhan, hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada unit pelayanan bidang sosial dan ketenagakerjaan dapat mencapai nilai baik dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya seperti tercantum pada tabel berikut.
Tabel 2.38
Perbandingan IKM Pelayanan Bidang Sosial dan Tenaga kerja
Tahun 2013 - 2014
	NO
	UNIT PELAYANAN
	IKM 2013
	IKM 2014
	Keterangan

	1
	Pelayanan pembuatan rekomendasi  keringanan/pembebasan biaya pendidikan/kesehatan bagi keluarga miskin
	71,36
	72,17
	Baik

	2
	Pelayanan bantuan tanggap darurat korban bencana
	71,08
	72,68
	Baik

	3
	Pelayanan pembuatan Kartu AK.I (Kartu Kuning)
	70,95
	72,90
	Baik


Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Garut, 2014

13. Transmigrasi
Kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten di Luar Pulau Jawa sudah terjalin dengan baik yang diwujudkan dengan penandatangan naskah perjanjian kerjasama (MoU) penyelenggaraan transmigrasi antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan Pemerintah Daerah Kabupaten di Luar Pulau Jawa sebagai daerah tujuan transmigrasi. Survey lokasi daerah tujuan transmigrasi merupakan kegiatan awal sebelum perjanjian kerjasama (MoU). Sejak 2009-2013 telah dilaksanakan survey lokasi daerah tujuan transmigrasi sebanyak 21 daerah, sedangkan MoU yang dihasilkan sebanyak 13 MoU (61,9%).
Jumlah survey calon lokasi daerah tujuan transmigrasi, pada tahun 2014 ditargetkan 5  lokasi dan terealisasi 5 lokasi, capaian kinerja 100%. Capaian survey calon lokasi daerah tujuan transmigrasi sebanyak 22 lokasi  (100 %) dari target Renstra/RPJMD 2009-2014 sebanyak 22 kali.

Tabel 2.39
Jumlah Survey Calon Lokasi Daerah Tujuan Transmigrasi
Tahun 2009-2014
	Indikator Kinerja
	Realisasi
	Kondisi akhir
Renstra/ RPJMD

	Keterangan


	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	
	

	Jumlah  survey calon lokasi daerahntujuan transmigrasi

	
2 Lokasi 
	
3 Lokasi 
	
3 Lokasi 
	
4 Lokasi 
	
5  Lokasi 
	
5 Lokasi 
	
22
Lokasi
	
Tercapai (100%)


Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Garut, Pebruari  2015

Jumlah kesepakatan perjanjian kerja sama (MOU) dalam penyelenggaraan  transmigran, pada tahun 2014 ditargetkan 2 MOU dan terealisasi 1 MOU sehingga capaian kinerjanya mencapai 50 %, yaitu Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan 1 MoU belum terelisasi yaitu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi tenggara. Hal ini karena  lahan yang tersedia untuk pemukiman Transmigrasi belum mencukupi, penandatangan kesepakatan perjanjian kerja sama (MOU) akan dilaksanakan pada tahun 2015.
Kesepakatan perjanjian dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Transmigrasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten asal dengan Pemerintah Daerah Kabupaten tujuan yang ditandatangani oleh Bupati masing-masing. Dalam MOU diatur seluruh aspek tentang pelaksanaan penyelenggaraan transmigrasi termasuk hak dan kewajiban dalam pembinaan kepada transmigran. Pada tahun 2014 dihasilkan 1 MOU antara  Pemerintah Kabupaten Garut dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Sejak 2009-2014jumlah  MoU yang dihasilkan sebanyak 15 MoU.

Tabel 2.40
Jumlah Kesepakatan Perjanjian Kerja Sama (MoU) 
Penyelenggaraan Transmigrasi
Tahun 2010 – 2014 
	Indikator Kinerja
	Realisasi
	Kondisi akhir RPJMD
	Keterangan

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	
	

	jumlah kesepakatan perjanjian kerja sama (MOU) dalam penyelenggaraan  transmigran
	
2 MoU  
	
3 MoU  
	
3 MoU  
	
3 MoU  
	
1 MoU  
	
15
MoU
	
Tidak tercapai (93,33%)


Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Garut, Pebruari  2015
Jumlah transmigran yang ditempatkan dari target 20 KK terealisasi 5 KK sehingga capaian kinerja 25 %. Terkait dengan capaian realisasi penempatan transmigran di bawah 100 %, hal ini karena pada saat akan pemberangkatan 15 KK di lokasi tujuan UPT Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan  terjadi peristiwa bencana alam banjir yang mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana Transmigrasi, sehingga keberangkatannya ditunda pada tahun 2015. Sedangkan 5 KK (21 Jiwa)  diberangkatkan ke daerah tujuan yaitu UPT. Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.       
Tabel 2.41
Jumlah Transmigran Kabupaten Garut
Yang Ditempatkan Tahun 2009-2014
	Indikator Kinerja
	Realisasi
	Kondisi akhir RPJMD

	Keterangan


	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	
	

	Jumlah  transmigran yang ditempatkan 
	
40 KK  
	
63 KK  
	
10 KK  
	
40 KK
	
20 KK  
	
5 KK  
	
230 KK
	
Tidak Tercapai (84,76 %)



Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Garut, Pebruari  2015


14. Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) dan BMT
Perkembangan pembangunan urusan koperasi selama tahun 2009 – 2014  dari sisi kuantitas telah terjadi peningkatan jumlah koperasi sebanyak 175 unit (14,29%) yakni dari 1.225 unit pada tahun 2009 menjadi 1.400 unit pada tahun 2014. Begitu pula halnya dengan jumlah anggota mengalami kenaikan 10.723 orang dari sebanyak 4,65% yaitu dari 230.446 orang pada tahun 2009 menjadi 241.169 orang pada tahun 2014. 
Perkembangan lembaga dan anggota juga berbanding lurus dengan modal dan volume usaha yang mengalami peningkatan. Modal koperasi pada tahun 2014 adalah sebesar 671,92 juta rupiah sedangkan volume usaha pada tahun 2014 mencapai 879,72 juta rupiah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun 2009 yaitu masing-masing sebesar 81,59% dan 141,72%.


Tabel 2.42
Perkembangan Jumlah dan Volume Usaha Koperasi
di Kabupaten Garut Tahun 2009-2014
	No
	Uraian
	Tahun
	Ket
	Pertumbuhan 2009-2014 (%)

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	
	

	1
	Koperasi
	1.225
	1.268
	1.298
	1.337
	 1.369 
	1.400
	Unit
	14,29

	 
	- Non KUD
	1.190
	1.233
	1.263
	1.302
	1.334 
	1.365
	Unit
	14,71

	 
	- KUD
	35
	35
	35
	35
	35 
	35
	Unit
	0,00

	2
	Anggota
	230.446
	218.976
	226.539
	225.973
	231.556 
	241.169
	Orang
	4,65

	3
	Modal Koperasi
	370,03
	445,56
	504,83
	609,62
	643,92
	671,92
	Juta
	81,59

	 
	- Modal Sendiri
	 
	149,44
	167,01
	204,21
	230,02
	269,41
	Juta
	

	 
	- Modal Luar
	 
	295,85
	337,82
	405,41
	413,91
	410,95
	Juta
	

	5
	Volume Usaha
	363,95
	497,34
	597,46
	659,42
	771,37
	879,72
	Juta
	141,72

	6
	SHU
	9,49
	11,13
	11,62
	12,62
	13,61
	21,47
	Juta
	126,33

	7
	Manajer
	178
	190
	193
	200
	205 
	210
	Orang
	17,98

	8
	Karyawan
	4.173
	4.498
	4.658
	4.709
	4.656 
	4.990
	Orang
	19,58


Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan BMT Kab. Garut, 2014

Dalam rangka mengembangkan usaha berskala kecil dan menengah selama tahun 2009-2014, pemerintah Kabupaten Garut telah melakukan berbagai upaya, diantaranya melalui promosi, pembinaan kelembagaan, pengembangan usaha daerah, dan program penyertaan modal pemerintah. Perkembangan pembangunan UMKM selama tahun 2009-2014 dari sisi kuantitas jumlah UMKM mengalami peningkatan sebanyak 3.154 unit (24,54%) yakni dari 12.850 unit pada tahun 2009 menjadi 16.004 unit pada tahun 2014. Sementara itu jumlah tenaga kerja yang terserap oleh kegiatan UMKM pada tahun 2014 berjumlah 54.653 orang, meningkat sebesar 94,17% dari tahun 2009 sebesar 28.147 orang. 
Tabel 2.43
Perkembangan Jumlah dan Volume Usaha UMKM 
di Kabupaten Garut Tahun 2009-2014
	No.
	Uraian
	Tahun
	
	Sat.
	Pertum
buhan 2009-2014 (%)

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	
	

	1
	UMKM
	12.850
	13.165
	13.970
	14.565
	15.241 
	16.004
	Unit
	24,54

	2
	Modal Sendiri
	369.301
	375.210
	391.606
	411.187
	430.172
	433.977
	Juta
	17,51

	3
	Volume Usaha
	875.843
	886.441
	925.178
	971.437
	1.016.290
	1.025.278
	Juta
	17,06

	4
	Aset
	451.694
	458.696
	478.741
	502.678
	525.887
	530.538
	Juta
	17,45

	5
	Modal Luar
	332.218
	342.351
	357.311
	375.177
	392.500
	395.971
	Juta
	19,19

	6
	Tenaga Kerja
	28.147
	28.752
	31.268
	32.831
	33.680 
	54.653
	orang
	94,17


Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan BMT Kab. Garut, 2014

15. Penanaman Modal
Jumlah investor baru (perusahaan baru) pada tahun 2014 sebanyak 41 perusahaan, mencapai 52% dari target tahun 2014 sebanyak 90 perusahaan. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan 17,5%. Realisasi Jumlah investor sampai tahun 2014 secara kumulatif mencapai 139 perusahaan atau mencapai 154,4% apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 90 perusahaan.
Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah sebagai beikut.
a. Promosi potensi dan peluang investasi yang dilakukan secara intensif; 
b. Melakukan kunjungan investasi ke organisasi pengusaha dan kementerian/lembaga yang menangani bidang perekonomian dalam rangka promosi potensi/pelung investasi; 
c. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi teknis dalam rangka penyamaan persepsi terkait pelaksanaan pelayanan investasi di Kabupaten Garut;
d. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan; 
e. Optimalisasi system informasi penanaman modal sebagai media promosi.
Sementara itu, program / kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja adalah adanya ProgramPeningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, ProgramPeningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah, serta ProgramPeningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
Peningkatan realisasi investasi pada tahun 2014 sebesar Rp.837.020.002.883, mencapai 68% dari target tahun 2014 sebesar Rp.1.225.000.000.000. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 15,7%. Realisasi investasi sampai tahun 2014 secara kumulatif mencapai Rp.2.546.397.519.964 dan telah mencapai 207,9% dari target akhir RPJMD sebesar Rp.1.225.000.000.000.
Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan peningkatan kinerja sebagai berikut:
a. Peningkatan pemantauan, pembinaan dan oengawasan investasi, dilakukan oleh BPMPT dengan dinas/instansi terkait;
b. Membangun komunikasi dan hubungan yang intensif dengan PMA/PMDN yang ada di Kabupaten Garut;
c. Meningkatkan koordinasi dengan dinas instansi terkait dalam rangka menciptakan kenyamanan dan keamanan investasi.
Program / kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja adalah adanya ProgramPeningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, serta ProgramPeningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
Untuk mengukur pelayanan perizinan yang diselenggarakan melalui BPMPT Kabupaten Garut, dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap 22 jenis pelayanan yang diselenggarakan, dengan hasil pengukuran pada tahun 2014 secara keseluruhan menghasilkan nilai rata-rata penilaian sebesar 69,95 dan termasuk kedalam “kinerja baik”. 
Berdasarkan 22 jenis pelayanan yang disurvei, terdapat 21 jenis layanan atau sebesar 95,45% yang memperoleh kategori “kinerja baik” dan satu jenis layanan atau sebesar 4,55%, yaitu Izin Usaha Industri (IUI) mendapatkan kategori “kinerja kurang baik”. Secara umum, unsur pelayanan yang perlu menjadi prioritas untuk diperbaiki adalah: waktu pelayanan dan penanganan pengaduan, saran dan masukan, sedangkan unsur pelayanan yang kinerjanya masih di bawah rata-rata adalah prosedur pelayanan dan biaya/ tarif.
Selama tahun 2014, BPMPT Kabupaten Garut telah memperoleh penghargaan dalam bidang pelayanan perijinan sebagai berikut :
1.	Investment Award dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal dari BKPMRI;
2.	Juara ke-2 kategori sedang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tingkat Jawa Barat;
3.	Penerima Citra Pelayanan Prima (CPP) tingkat Kabupaten Garut kategori pelayanan perijinan.





16. Kebudayaan
Pelaksanaan urusan kebudayaan di Kabupaten Garut tidak dapat dilepaskan dengan upaya pengembangan pariwisata daerah. Keberhasilan program-program sektor kebudayaan dan kepariwisataan pada dasarnya dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu tingkat keberhasilan penyelenggaraan atas sasaran kegiatan yang telah ditetapkan sesuai perencanaan, dan dari sisi hasil pelaksanaan program keseluruhan terhadap keluaran makro, diantaranya terhadap kunjungan wisatawan ke Kabupaten Garut. 
Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Garut tahun 2014 sebanyak 2.418.702 orang, mencapai 104% dari target tahun 2014 sebanyak 2.329.801 orang.Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 7,29 %. 
Tabel 2.44
Data Kunjungan Wisatawan Berdasarkan Objek Wisata
	Nama Obyek
	Kunjungan Wisatawan

	
	2011
	2012
	2013
	2014

	Cipanas
	406.102
	 497.296
	546.603
	590.268

	Curug Citiis
	24.341
	2 23.923
	26.342
	28.464

	Situ Bagendit
	255.413
	 198.283
	 219.487 
	 235.150 

	Situ Cangkuang
	161.790
	 95.563
	 106.914 
	 110.459 

	Curug Cimandiracun
	21.885
	
	
	

	Makam Godog
	 50.860
	 46.069
	 50.844 
	 52.575 

	Golp Course Plamboyan
	 51.789
	 41.091
	 45.544 
	 46.759 

	Curug Cihanyawar
	 28.109
	 30.078
	 32.986 
	 35.597 

	Kawah Darajat
	 36.494
	 60.331
	 65.901 
	 70.940 

	Situs Ciburuy
	 14.151
	 18.779
	 20.601 
	 22.281 

	Kawah Papandayan
	 52.952
	 44.926
	 55.756 
	 57.684 

	Curug Orok
	 57.644
	50.40 50.400
	 55.171 
	 56.531 

	Air Terjun Neglasari
	 22.872
	25. 25.923
	 28.596 
	 30.791 

	Pantai Sayangheulang
	1 54.896
	 136.414
	 150.890 
	 162.308 

	Pantai Santolo
	1 184.902
	 187.516
	 206.094 
	 221.735 

	Pantai Dermaga
	 25.744
	
	
	

	Pantai Karangnumpang
	 31.306
	
	
	

	Pantai Gunung Geder
	 30.888
	 30.201
	 33.453 
	 35.918 

	Kampung Dukuh
	 22.068
	 30.512
	 33.563 
	 34.173 

	Hutan Sancang
	 24.933
	 27.644
	 30.357 
	 32.741 

	Pantai Cijeruk Indah
	 55.950
	 53.639
	 59.572 
	 64.347 

	Pantai Karangparanje
	 35.781
	 32.476
	 35.794 
	 38.501 

	Curug Sangiang Taraje
	 30.834
	 35.918
	 39.479 
	 40.861 

	Pantai Cijayana
	27.335
	 28.135
	 30.892 
	 33.347 

	Pantai Rancabuaya
	83.530
	 88.306
	 97.460 
	 114.645 

	Kawah Talaga Bodas
	26.249
	 27.785
	 30.544 
	 32.890 

	Makam Kramat Cinunuk
	38.428
	 28.522
	 31.195 
	 33.593 

	Makam Jafar Sidiq
	30.348
	 34.193
	 38.165 
	 39.017 

	Taman Satwa Cikembulan
	 659
	 32.126
	 35.050 
	 37.645 

	Pantai Manalusu
	
		 24.389
	 26.770 
	 28.835 

	Air Panas Pasirwangi
	
	 84.331
	 121.976 
	 130.647 

	Jumlah
	1.988.915
	2.014.766
	2.254.863
	2.418.702


Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Garut, 2014


Keberhasilan pencapaian sasaran peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tersebut, tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut.
a. Peningkatan penataan dan pembangunan sarana dan prasarana di obyek wisata
b. Peningkatan promosi pariwisata melalui berbagai media baik elektronik maupun media cetak.
c. Mengikuti even-even pameran potensi wisata Kab.Garut di dalam dan luar provinsi Jawa Barat
d. Peningkatan jaringan kerjasama promosi pariwisata
e. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi melalui web site Disbudpar
f. Peningkatan kerjasama/kemitraan antara pemerintah dengan stokeholder/pelaku pariwisata    

Gelar seni dan budaya pada tahun 2014 dilaksanakan sebanyak 12 kali, mencapai 100% dari target tahun 2014 sebanyak 12 kali. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 20 %. 
Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kinerja adalah adanya kegiatan Peningkatan pembinaan kepada para seniman dan budayawan, serta memberikan fasilitasi berupa hibah alat kesenian.
Misi seni dan budaya pada tahun 2014 diselenggarakan sebanyak 4 kali, mencapai 100 % dari target tahun 2014 sebanyak 4 kali. Capaian kinerja tahun 2014 ini sama dengan  capaian tahun 2013.  
Keberhasilan pencapaiankinerja antara lain karena adanya Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah dan Apresiasi Seni Daerah.

17.  Kepemudaan dan Olahraga
Pelaksanaan pembangunan pada urusan pemuda pada tahun 2014 diarahkan pada upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup di kalangan pelajar dan pemuda. Upaya ini dilakukan  melalui strategi peningkatan pemahaman pemuda dan pelajar terhadap agama, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, serta peningkatan peran organisasi pemuda dalam pembangunan.
Untuk pelaksanaan pembangunan urusan keolahragaan pada tahun 2014,  diarahkan pada upaya pengembangan sistem pembibitan, permasalahan dan peningkatan prestasi olahraga yang sistematis, berkelanjutan, terpadu dan terarah. Strategi yang dilakukan adalah melalui  peningkatan kuantitas atlet berbakat usia dini, penyelenggaraan event olahraga bagi masyarakat secara masal, peningkatan jumlah atlet yang berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Barat, serta pembangunan/pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga.
Frekuensi kegiatan pembinaan keimanan dan ketaqwaan di kalangan pelajar dan pemuda pada tahun 2014 sebanyak 4 kegiatan, mencapai 100% dari target tahun 2014 sebanyak 4 kegiatan. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 100%. 
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja adalah adanya dukungan anggaran untuk egiatan pembinaan keimanan dan ketaqwaan di kalangan pelajar dan pemuda serta tersedianya sumber daya manusia tenaga pendidik yang berwawasan dan berkompetensi di bidang keagamaan.
Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja antara lain Pelatihan kualitas guru ngaji, pemberian penghargaan kepada orang yang berprestasi di bidang keagamaan, penyelenggaraan Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) tingkat Kabupaten Garut serta penyelenggaraan Musabaqoh Qirroatul Kutub tingkat Kabupaten Garut.
Frekuensi kegiatan pelatihan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda pada tahun 2014 sebanyak 7 kegiatan, mencapai 100% dari target tahun 2014. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 16%. 
Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas pemuda di bidang keterampilan, meningkatnya kualitas dan kuantitas kewirausahaan di pedesaan, dan terbinanya pelajar yang memiliki jiwa wiraswasta.
Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja antara lain Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan, Pembinaan Pemuda Pelopor, Pengadaan Modul Aplikasi Digital Kewirausahaan Pemuda, Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Pelajar dan Mahasiswa, Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda, Pelatihan Kewirausahaan Pondok Pesantren, Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan, Pelatihan Kewirausahaan dan Keterampilan bagi Pemuda, serta, penyelenggaraan Pekan Olahrasa dan Seni Santri Diniyah (PORSADIN) tingkat Kabupaten Garut.
18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Jumlah anggota Linmas di Kabupaten Garut pada tahun 2014 mencapai 12.175. Hal ini berarti bahwa untuk setiap 10.000 jiwa penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2014 tersedia jumlah Linmas sebanyak 48 orang. Rasio ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencapai 59 orang.
Jumlah petugas Satpol PP pada tahun 2014 adalah sebanyak 471 orang. Hal ini berarti untuk setiap 10.000 jiwa penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2014 tersedia jumlah petugas Satpol PP sebanyak 2 orang. 
Jumlah pos Siskamling di Kabupaten Garut pada tahun 2013 mencapai 464 unit, dengan rasio terhadap desa/kelurahan sebesar 1 : 1,05. Ini artinya ketersediaan jumlah pos siskamling yang ada pada setiap desa/kelurahan sebanyak 1,05 buah. Rasio ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 1 : 11. 




Tabel 2.45
Data Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Di Kabupaten Garut
Tahun 2009-2014
	No
	Uraian
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Satuan

	1
	Aparat dan Sarana Keamanan
	
	
	
	
	
	

	2
	Jumlah Aparat Satpol PP
	570
	571
	494
	491
	471
	Orang

	3
	Jumlah Anggota Linmas
	
	14.102
	14.039
	12.025
	12.025
	Orang

	4
	Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran Perda K3 dalam 24 jam
	200
	200
	200
	200
	269
	Orang

	5
	Jumlah Penanganan Unjuk Rasa/ Audiensi
	
	
	
	
	34
	Kali

	6
	Jumlah kegiatan pengamanan
	
	
	
	
	1729
	Kali

	7
	Jumlah kegiatan penertiban/pelanggaran
	
	
	
	
	92
	Kali


Sumber : Satpol PP Kabupaten Garut, 2014

Pelaksanakan pengawasan dan pengendalian Trantibum pada tahun 2014 dilaksanakan diantaranya melalui Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Maksiat. Permasalahan penyakit masyarakat (PEKAT) selama kurun waktu Tahun 2014 masih tetap menggejala, dan dalam penanggulangan permasalahan tersebut, dari 16 kali operasi yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja  Kabupaten Garut telah terjaring sebanyak 256  PSK yang tindak lanjut penanganannya dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.
Pelaksanaan kegiatan gerakan disiplin daerah (GDD) telah  dilaksanakan kegiatan dengan sasaran di wilayah perkotaan, Supermarket, Pasar, dan tempat rekreasi, dari 3 kali operasi telah terjaring Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkeliaran disaat jam kerja sebanyak  15 Orang (Penanganan lebih lanjut diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Garut) dan 15 orang anak jalanan (Anak Funk) diberikan pembinaan oleh Satpol.PP Kab. Garut kemudian untuk penanganan lebih lanjut dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.
Kejadian unjuk rasa, audensi selama tahun 2014 tercatat sebanyak 34 kali. Dari kejadian tersebut seluruhnya berjalan aman, tertib, terkendali dan tidak terjadi hal-hal yang mengarah terhadap tindakan anarkis.
Berkenaan dengan pendidikan politik masyarakat, pada Tahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi/ pendidikan dan pelatihan  dengan sasaran 1.360 orang dengan hasil sebanyak 816 orang (60%) memahami dan 544 orang (40 %) baru mengenal. Selain itu, dilakukan kegiatan sosialisasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan pada Tahun 2014  dilakukan dengan sasaran 1.700 orang dengan hasil sebanyak 1.020 orang (60%) memahami dan sebanyak 680 orang (40%) masih belum/ baru mengenal. 
Dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan dan toleransi dalam perbedaan agama, pada tahun 2014 telah dilaksanakan fasilitasi Ormas / LSM dalam Pemberdayaan dan Optimalisasi Ormas / LSM oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut terhadap sebanyak  14 Ormas/LSM  dan Fasilitasi Instansi Vertikal sebanyak 5 Instansi Vertikal dalam keikutsertaan  suksesnya pembangunan di Kabupaten Garut serta menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah.
Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan konflik, untuk meningkatkan  keamanan dan ketertiban di kalangan masyakat, telah dilaksanakan pemantauan dan pelibatan personil keamanan keamanan baik TNI maupun Polri serta instansi vertikal lainnya yang berkaitan dengan jumlah personil sebanyak 2.628 orang.Disamping itu, dilaksanakan pula Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja kabupaten/ kota tahun  2014, Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2014 mendapat penilaian “CC” (Cukup baik/memadai) dengan skor sebesar 56,86 poin, mengalami peningkatan 3,71 poin atau 6,98% dari capain skor tahun 2013 sebesar 53,15 poin dan berada diatas  skor rata-rata nasional sebesar 44,90 poin. Aspek yang Dinilai pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tersebut meliputi Aspek perencanaan (bobot 35%), Aspek pengukuran kinerja (bobot 20%), Aspek pelaporan kinerja (bobot 15%), Aspek evaluasi kinerja (bobot 10%) dan Aspek Capaian kinerja (bobot 20%).





Tabel 2.46
Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Kabupaten GarutTahun 2012 - 2014
	NO
	Uraian
	2012
	2013
	2014

	 1
	Skor Hasil Evaluasi
	51,05
	53,15
	56,86

	 2
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja
	CC
	CC
	CC


Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Evaluasi akuntabilitas kinerja (Lakip) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Garut berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Lakip SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
Pada tahun 2014, Evaluasi terhadap SAKIP SKPD dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Garut terhadap 33 SKPD pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Dari 33 SKPD yang dievaluasi, jumlah SKPD yang mendapat hasil penilaian B keatas pada tahun 2014 mencapai sebanyak 19 SKPD (57,58%), meningkat dari tahun 2013 sebanyak 18 SKPD (54,55%). 
Tabel 2.47
Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
SKPD di Kabupaten Garut Tahun 2013 dan Tahun 2014
	Skor
	Nilai
	Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2013
	Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2014
	Interpretasi dan Karakteristik Instansi

	 
	 
	Jml SKPD
	Rasio(%)
	Jml SKPD
	Rasio(%)
	 

	> 85
	AA
	1
	3,03%
	4
	12,12%
	Memuaskan

	> 75-85
	A
	7
	21,21%
	10
	30,30%
	Sangat Baik

	> 65-75
	B
	10
	30,30%
	5
	15,15%
	Baik

	> 50-65
	CC
	11
	33,33%
	10
	30,30%
	Cukup Baik (memadai)

	>30-50
	C
	3
	9,09%
	3
	9,09%
	Agak Kurang

	0-30
	D
	1
	3,03%
	1
	3,03%
	Kurang

	 
	TOTAL
	33
	100,00%
	33
	100,00%
	 

	 
	Diatas B
	18
	54,55%
	19
	57,58%
	 


Sumber : Inspektorat Kabupaten Garut

Dari sebanyak 33 SKPD yang dievaluasi, rata-rata skor hasil evaluasi Sakip SKPD Tahun 2014 mencapai 68,52% atau meningkat 2,35% dari Tahun 2013 sebesar 66,18%.
Evaluasi pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Garut pada Tahun 2014 dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Garut, bertujuan untuk melihat implementasi hasil pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2014. 
RKPD Kabupaten Garut Tahun 2014 memuat sebanyak 359 buah program dan 3.233 buah kegiatan indikatif dari 33 unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 42 kecamamatan dan 21 kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut.
Tahun 2014, pelaksanaan program RKPD Kabupaten Garut Tahun 2014 mencapai sebanyak 300 buah program atau mencapai 83,57% dari total sebanyak 359 program RKPD Tahun 2014. 
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Gambar 2.24
Irisan Kesesuaian Program RKPD Tahun 2014
dengan APBD Tahun 2014
Ringkasan program RKPD Kabupaten Garut Tahun 2014 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran misi pembangunan jangka menengah daerah, disajikan sebagai berikut.
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Gambar 2.25
Program RKPD Tahun 2014 Menurut Misi RPJMD Tahun 2009-2014

Selama tahun 2010 – 2014, ditinjau dari aspek sumber daya aparatur (PNS), jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut terus mengalami pengurangan seiring diberlakukannya kebijakan moratorium penerimaan pegawai baru maupun adanya pegawai yang memasuki pensiun. 
Tabel 2.48
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNSD) di Kabupaten Garut 
Tahun 2010 – 2014 
	No
	Golongan
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	A
	GOLONGAN IV
	9.963
	10.004
	9.879
	9.515
	9.130

	1
	Pembina Utama, IV/e
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Pembina Utama Madya, IV/d
	 
	2
	5
	5
	5

	3
	Pembina Utama Muda IV/c
	38
	49
	46
	40
	39

	4
	Pembina Tk. I, IV/b
	647
	654
	802
	743
	683

	5
	Pembina, IV/a
	9.278
	9.299
	9.026
	8.727
	8403

	B
	GOLONGAN III
	5.611
	5.692
	5.713
	5.578
	5407

	1
	Penata Tk. I, III/d
	1.256
	1.146
	1.055
	1.008
	940

	2
	Penata, III/c
	1.067
	1.084
	1.157
	1.125
	1094

	3
	Penata Muda Tk. I, III/b
	1.663
	1.402
	1.586
	1.546
	1499

	4
	Penata Muda, III/a
	1.625
	2.060
	1.915
	1.899
	1874

	C
	GOLONGAN II
	4.919
	4.172
	3.646
	3.567
	3511

	1
	Pengatur Tk. I, II/d
	472
	404
	386
	376
	371

	2
	Pengatur, II/c
	817
	917
	818
	799
	776

	3
	Pengatur Muda Tk. I, II/b
	950
	1500
	1409
	1394
	1378

	4
	Pengatur Muda, II/a
	2.680
	1.351
	1.033
	998
	986

	D
	GOLONGAN I
	419
	278
	246
	239
	238

	1
	Juru Tk. I, I/d
	34
	60
	64
	60
	59

	2
	Juru, I/c
	233
	122
	97
	96
	96

	3
	Juru Muda Tk. I, I/b
	5
	44
	59
	57
	57

	4
	Juru Muda, I/a
	147
	52
	26
	26
	26

	 
	JUMLAH
	20.912
	20.146
	19.484
	18.899
	18.286

	
	Jumlah Penduduk
	2.407.086
	2.445.921
	2.485.383
	2.525.483
	2.526.186

	
	Rasio PNS terhadap Penduduk
	115
	121
	128
	134
	138

	
	Persentase PNS terhadap Penduduk
	0,87
	0,82
	0,78
	0,75
	0,72


Sumber : BKD Kabupaten Garut, Tahun 2014
Hingga tahun 2014, jumlah aparatur PNS Pemerintah Kabupaten Garut mencapai 18.286 orang atau sebesar 0,72% dari jumlah penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2014 sebanyak 2.526.186 orang (angka proyeksi BPS), dengan rasio 1 orang PNS melayani 138 orang penduduk. Rasio jumlah PNS tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan rasio jumlah PNS Indonesia saat ini sekitar 1,75% dari total jumlah penduduk. 

20. Ketahanan Pangan
a. Ketersediaan Pangan
Ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat diidentifikasi  dari ketersediaan beras, kacang-kacangan, jagung, umbi-umbian, sayuran, dan buah.
Ketersediaan beras pada tahun 2014 sebanyak 653,44 ribu ton, mencapai 241,88 % dari target tahun 2014 sebanyak 270,15 ribu ton. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan 19,55 juta tonatau 2,99%. 
Kacang-kacangan pada tahun 2014 sebanyak 60,22 ribu ton, mencapai 103% dari target tahun 2014 sebanyak 42,56 ribu ton. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 8,12%. 
Jagung pada tahun 2014 sebanyak 567,88 ribu ton, mencapai 1334% dari target tahun 2014 sebanyak 58,62 ribu ton. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan1,45 %. 
Umbi-umbian pada tahun 2014 sebanyak 728,08 ribu ton, mencapai 362,54 % dari target tahun 2014 sebanyak 200,83 ribu ton. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 4,6. 
Sayuran pada tahun 2014 pada tahun 2014 sebanyak 806,45 ribu ton, mencapai 481,64 % dari target tahun 2014 sebanyak 167,44 ribu ton. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan 13,13%. 
Buah pada tahun 2014 sebanyak 228,54 ribu ton, mencapai 149,45 % dari target tahun 2014 sebanyak 152,92 ribu ton. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 10,36%. 
Tabel 4.49
Ketersediaan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2013-2014
	No
	Komoditas
	2013
	Tahun 2014

	
	
	Ketersediaan
(Ton)
	Konsumsi Aktual
(Ton/Tahun)
	Perimbangan
(+/-)
	Ketersediaan
(Ton)
	Konsumsi Aktual
(Ton/Tahun)
	Perimbangan
(+/-)

	1
	Beras
	525.962,2
	212.102,2
	313.860
	609.396,3
	123.774,73
	485.621,62

	2
	Jagung
	452.778,5
	5.258,7
	447.519,8
	500.298,8
	3.068
	497.229,96

	3
	Ubi Jalar
	78.449,5
	14.899,7
	63.599,8
	78.416
	8.694,92
	69.721,88

	4
	Ubi Kayu
	478.632,9
	60.475,4
	418.157,5
	612.575,7
	35.291,14
	577.284,6

	6
	Kacang Tanah (Biji)
	17.674,6
	3.505,8
	14.168,7
	18.368,3
	2.045,86
	16.322,39

	7
	Kacang Kedele
	19.041,8
	18.405,6
	636,2
	24.641,1
	10.740,78
	13.900,32

	8
	Kacang Hijau
	1.946,5
	1.752,9
	193,6
	1.864,7
	1.022,93
	841,72

	9
	Sayur-sayuran
	550.100,7
	359.396
	190.753,4
	725.563,8
	209.700,99
	515.862,81

	10
	Buah-buahan
	142.209
	85.892,6
	56.316,4
	205.578,7
	50.123,65
	155.455,07

	11
	Ikan
	41.902,1
	79.757,5
	(37.855,4)
	46.625,1
	46.543,39
	81,66

	12
	Daging Unggas
	2.788,4
	16.652,7
	(13.869,3)
	2.121,1
	16.652,65
	(14.531,59)

	13
	Daging Ruminansia
	2.2788,3
	8.764.6
	(6476,3)
	2.643,9
	8.764,56
	(6.120,71)

	14
	Telur
	223
	26.293,7
	(26.070,3)
	1.093,8
	26.293,67
	(25.199,89)

	15
	Susu
	7.968,5
	70.992,9
	(63.024,4)
	18.989,4
	70.992,9
	(52.003,84)


Sumber: BKP Kabupaten Garut Tahun 2014

Dilihat pada tabel diatas terdapat ketersediaan dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi aktual masyarakat di Kabupaten Garut, masih ada yang kekurangan seperti Daging Unggas, Daging Ruminansia, Telur dan Susu.
Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah adanya pembinaan dan pengawalan kepada kelompok sasaran serta adanya dukungan program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Program-program tersebut diantaranya: Program Peningkatan/Pengembangan Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dan Program Pengembangan Jaringan Irigasi (No. 22/2009).
Untuk cadangan pangan di Kabupaten Garut dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 4.50
Cadangan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2009-2014
	Cadangan Pangan
	Volume

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Cadangan Pangan Pemerintah (Gudang Cadangan Pemerintah Kab. Garut)
	-
	-
	-
	13 ton
	 50 ton
	13,3 ton

	Kelompok Lumbung Pangan
	220,5 ton
	 100 ton
	 125,256 ton
	297,45 ton
	297,45 ton
	384 ton

	Jumlah
	220,5 ton
	100 ton
	125,256 ton
	410,45 ton
	347,45 ton
	397,3 ton


Sumber: BKP Kabupaten Garut Tahun 2014

Cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan yang ada di Gudang Cadangan Pangan yang terletak di Kantor Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut. Sedangkan cadangan pangan kelompok lumbung pangan yaitu cadangan pangan berupa gabah yang ada di kelompok lumbung pangan di daerah. 

b. Distribusi Pangan
Kelembagaan pangan yang dikembangkan hingga tahun 2014 adalah Lembaga Disribusi Pangan Masyarakat (LDPM) sebanyak 10 Gapoktan dan 4 Poktan yang bergerak di bidang jual beli gabah dan beras,  yaitu di Desa Karangsari dan Desa Dungusiku Kecamatan Leuwigoong, Desa Cigawir dan Desa Selaawi Kecamatan Selaawi, Desa Sakawayana dan Desa Cikarag Kecamatan Malangbong, Desa Cintadamai Kecamatan Sukaresmi, Desa Mekarsari Kecamatan Cibalong, Desa Jagabaya Kecamatan Mekarmukti, Desa Cangkuang Kecamatan Leles, Desa Samarang Kecamatan Samarang, Desa  Sukamulya Kecamatan Talegong, Desa Panggalih Kecamatan Cisewu dan Desa Dangdeur Kecamatan Banyuresmi.
Harga pembelian gabah dari petani anggota dan penjualan beras di masing-masing LDPM Gapoktan dan poktan selama tahun 2014 selalu di atas HPP, yaitu untuk GKG rata-rata sebesar Rp.  4.096,-/kg, untuk GKP rata-rata sebesar Rp. 5.013,-/kg dan untuk beras Rp. 8.688,-/kg.
Kelembagaan lainnya yang dikembangkan selama tahun 2014 adalah Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) sebanyak  1 (satu) Gapoktan, yaitu di Desa Simpen Kaler Kecamatan Limbangan.
Untuk mengetahui perkembangan stabilitas harga pangan, maka dilakukan pemantauan harga di tingkat produsen dan tingkat pedagang besar.  Pemantauan  harga di tingkat produsen  dilakukan terhadap komoditas beras di penggilingan.  Keadaan perkembangan harga beras rata-rata di tingkat produsen (penggilingan) di Kecamatan Karangpawitan, Kecamatan Tarogong Kaler dan Kecamatan Bungbulang ditampilkan pada tabel 2.51.

Tabel 2.51
Perkembangan Rata-rata Harga Beras di Tingkat Produsen (Penggilingan)
Selama Tahun 2014
	Bulan
	Kec. Karangpawitan
(Rp/Kg)
	Kec.
Tarogong Kaler
(Rp/Kg)
	Kec.
Bungbulang
(Rp/Kg)

	Januari
	8.350
	8.800
	8.200

	Pebruari
	8.450
	8.750
	8.300

	Maret
	8.900
	8.750
	8.500

	April
	8.900
	8.650
	8.500

	Mei
	9.000
	8.650
	8.400

	Juni
	8.700
	8.500
	8.500

	Juli
	8.600
	8.500
	8.500

	Agustus
	8.900
	8.850
	8.500

	September
	9.000
	8.750
	8.700

	Oktober
	9.000
	8.800
	8.800

	November
	9.200
	8.750
	8.900

	Desember
	9.300
	9.200
	9.000

	Rata-rata
	8.858
	8.746
	8.567

	SD
	285
	181
	239

	CV (%)
	3,22
	2,08
	2,79


  Sumber: BKP Kabupaten Garut Tahun 2014

Selama tahun 2014 penjualan beras di tingkat produsen (penggilingan padi)  cukup stabil, hal ini ditandai dengan nilai Koefesien Variasi (CV) yang sangat rendah di bawah   5 %.
c. Konsumsi dan Keamanan Pangan
Perkembangan banyaknya pangan yang dikonsumsi per kelompok pangan Kabupaten Garut selama tahun 2013– 2014 menunjukkan bahwa jumlah pangan yang dikonsumsi penduduk rata-rata per orang per hari pada tahun 2014 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013, terkecuali untuk kelompok lain-lain (bumbu-bumbuan). 
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Konsumsi Pangan Kabupaten Garut Tahun 2009-2014
	Kelompok Pangan
	Konsumsi Ideal (gram/org/hari)
	Konsumsi Aktual (gram/org/hari)
	

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Padi-padian
	275
	269,98
	123, 8
	189,5
	189,5
	189,5
	204

	Umbi-umbian
	100
	24,29
	28
	62,6
	62,6
	62,6
	60,3

	Hewani
	150
	65,51
	46,4
	110,7
	110,7
	110,7
	101,1

	Minyak dan Lemak
	20
	16,89
	0,9
	9,3
	9,3
	9,3
	20,9

	Kacang-kacangan
	35
	47,04
	13,6
	34,1
	34,1
	34,1
	35,1

	Buah/biji berminyak
	10
	1,17
	1,3
	3,3
	3,3
	3,3
	20,9

	Gula
	30
	5,94
	0,8
	5,3
	5,3
	5,3
	19

	Sayur dan buah
	250
	75,76
	49,7
	169,6
	169,6
	169,6
	171,7

	Lain-lain (bumbu-bumbuan)
	0
	1,45
	1,45
	12,8
	12,8
	12,8
	7,4


Sumber: BKP Kabupaten Garut Tahun 2014
Perkembangan konsumsi gizi per kelompok pangan Kabupaten Garut sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Perkembangan Konsumsi Gizi Per Kelompok Pangan
Kab.Garut Tahun 2009 – 2014 
	Kelompok Pangan
	Energi (kkal/orang/hari)

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Padi-padian
	964,88
	1193,99
	682
	682
	682
	739

	Umbi-umbian
	30,76
	87
	69
	69
	69
	76

	Hewani
	95,27
	147,21
	229
	229
	229
	185

	Minyak dan Lemak
	120,54
	25,33
	81
	81
	81
	174

	Kacang-kacangan
	61,14
	125,4
	154
	154
	154
	130

	Buah/biji berminyak
	2,12
	4,1
	6
	6
	6
	35

	Gula
	21,89
	15,38
	19
	19
	19
	65

	Sayur dan buah
	36,75
	40,93
	43
	43
	43
	74

	Lain-lain (bumbu-bumbuan)
	7,86
	9,66
	29
	29
	29
	30

	Jumlah
	1.341,22
	1.649,-
	1.312 
	1.312 
	1.312 
	1.507


Sumber: BKP Kabupaten Garut Tahun 2014

Pada tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 konsumsi energi meningkat dari tahun 2013 sebesar 1.312 kkal/kap/hari menjadi 1.507 Kkal/kap/hari pada tahun 2014 dari standar angka kecukupan Energi maksimal 2000 Kkal/kap/hari.
Kondisi capaian kecukupan gizi per kelompok pangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.54
Persentase Capaian Kecukupan Gizi Per Kelompok Pangan
Kab. Garut Sampai Dengan Tahun 2009-2014
	Kelompok Pangan
	% AKG Energi

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Padi-padian
	48,98
	61,7
	34,4
	34,4
	34,4
	38,1

	Umbi-umbian
	1,56
	4,2
	3,6
	3,6
	3,6
	3,9

	Hewani
	4,84
	7,2
	11,6
	11,6
	11,6
	9,5

	Minyak dan Lemak
	6,12
	1,1
	4,1
	4,1
	4,1
	8,9

	Kacang-kacangan
	3,1
	6,3
	7,8
	7,8
	7,8
	6,7

	Buah/biji berminyak
	0,11
	0,1
	0,3
	0,3
	0,3
	1,8

	Gula
	1,11
	0,4
	1
	1
	1
	3,3

	Sayur dan buah
	1,87
	2,3
	2,2
	2,2
	2,2
	3,8

	Lain-lain (bumbu-bumbuan)
	0,4
	0,5
	1,4
	1,4
	1,4
	1,5

	Jumlah
	68,08
	83,8
	66,4
	66,4
	66,4
	77,6


Sumber: BKP Kabupaten Garut Tahun 2014
Pada tahun 2013 – 2014  capaian AKG Energi per kelompok pangan pada tahun 2014 sebesar 77,6 kecuali kelompok pangan hewani dan kacang-kacangan yang mengalami penurunan.
Perkembangan pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Garut sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55
Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kab.Garut
Tahun 2009 – 2014 
	Kelompok Pangan
	Skor PPH
	Skor Maksimal

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	Padi-padian
	24,49
	24,99
	17,3
	17,3
	17,3
	19
	25

	Umbi-umbian
	0,78
	1,836
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	2,5

	Hewani
	9,67
	14,64
	23,2
	23,2
	23,2
	19,1
	24

	Minyak dan Lemak
	3,06
	0,57
	2
	2
	2
	4,5
	5

	Kacang-kacangan
	6,21
	9,31
	10
	10
	10
	10
	10

	Buah/biji berminyak
	0,05
	0,06
	0,2
	0,2
	0,2
	0,6
	1

	Gula
	0,56
	0,21
	0,5
	0,5
	0,5
	1,7
	2,5

	Sayur dan buah
	9,33
	11,38
	11
	11
	11
	19
	30

	Lain-lain (bumbu-bumbuan)
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	0

	Jumlah
	54,15
	62,996
	65,8
	65,8
	65,8
	75,5
	100


Sumber: BKP Kabupaten Garut Tahun 2015

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2014 sebesar 75,5 poin meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebesar 65,8 poin. Jika dilihat dari komposisi konsumsi perkelompok pangan, rata-rata meningkat cukup signifikan. Hal ini kemungkinan karena adanya perubahan perilaku dari pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan.
Intervensi yang dilakukan pada tahun 2013 dan 2014 untuk mendongkrak capaian Pola Pangan Harapan (PPH), sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang kebijakan percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal adalah kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang dilakukan di 10 Kecamatan dan 20 Desa/Kelurahan, disamping itu ditunjang dengan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Garut melalui kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif dan kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi melalui sosialisasi keluarga sadar gizi (KADARZI) dan Lingkungan Bebas Rawan Pangan (LINGBASRANGAN).
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Garut dapat dilihat dari hasil uji laboratorium sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.56
Hasil Uji Laboratorium Keamanan Pangan di  Kab.Garut
Tahun 2010-2014
	No
	Tahun
	Nama Produk
	Uji Lab
	Sertifikat Prima 3

	
	
	
	Sampel
	Sampel Aman
	Sampel
	Sampel Aman

	1.
	2010
	Sayuran 
	6
	6
	
	

	
	
	Buah-buahan
	3
	3
	
	  

	
	
	Makanan/Jajanan
	11
	11
	
	

	2.
	2011
	Sayuran 
	5
	5
	1
	1

	
	
	Buah-buahan
	-
	-
	-
	-

	
	
	Makanan/Jajanan
	-
	-
	-
	-

	3.
	2012
	Sayuran 
	-
	-
	2
	2

	
	
	Buah-buahan
	-
	-
	4
	4

	
	
	Makanan/Jajanan
	-
	-
	-
	-

	4.
	2013
	Sayuran 
	10
	10
	2
	2

	
	
	Buah-buahan
	-
	-
	1
	1

	
	
	Makanan/Jajanan
	10
	10
	2
	2

	5.
	2014
	Sayuran 
	17
	17
	2
	2

	
	
	Buah-buahan
	3
	3
	-
	-

	
	
	Makanan/Jajanan
	-
	-
	-
	-


Sumber: BKP Kabupaten Garut Tahun 2015


21. Kearsipan
Berdasarkan data dari Bapusipda, jumlah SKPD, Kecamatan dan Desa di Kabupaten Garut pada tahun 2014 dari sebanyak 18 SKPD, seluruhnya telah menerapkan arsip secara baku atau sebesar 100% sesuai dengan target. Capaian ini sama dengan capaian pada tahun 2013. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah Program pemeliharaan dan pelestarian dokumen/arsip daerah melalui Kegiatan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.
Untuk penggalian arsip sejarah di Kabupaten Garut, pada tahun 2014 telah terkumpul arsip sejarah sebanyak 33 dokumen atau mencapai 1.650% dari target, karena target akhir RPJMD sebesar 6 dokumen. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013, maka kondisi ini  mengalami peningkatan 3.200%. 

22. Komunikasi dan Informatika
Sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi yang tersedia di Kabupaten Garut terdiri dari: akses internet, sistem informasi, hotspot, media informasi dan radio komunikasi. 
Tingkat Implementasi pelayanan publik teknologi informasi pada tahun 2014 mencapai 100% dari target tahun 2014. Pencapaian ini sama dengan tahun 2013.
Pelayanan publik melalui teknologi (E-Government) merupakan suatu mekanisme interaksi modern antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder) yang melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan.  
Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain  tersediannya website resmi Pemerintah Kabupaten Garut (garutkab.go.id) sebagai media pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang secara lengkap menyampaikan berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, infrastruktur, potensi daerah, sistem informasi manajemen (hukum, kepegawaian, perijinan, pariwisata, kecamatan, informasi publik), informasi harga, rencana umum pengadaan, rencana pembangunan daerah, transparansi pengelolaan anggaran daerah dan lain sebagainya serta menjadi media interaksi secara elektronik dengan stakeholder pembangunan untuk menyampaikan saran, masukan, tanggapan dan keluhan terhadap penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Garut.
Untuk proses pengadaan barang jasa melalui LPSE, sejak Tahun 2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut telah melaksanakan lelang pengadaan barang dan jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi pengadaan barang/jasa melalui pelelangan yang dilaksanakan oleh dinas/badan/kantor/bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut yang diselenggarakan melalui media Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau jaringan internet. LPSE ini sendiri dikelola oleh Tim LPSE Kab. Garut yang dibentuk melalui SK Bupati Garut pada tahun 2011 dengan anggota tim yang terdiri dari unsur Bagian Administasi Pembangunan dan Bagian Informatika Sekretariat Daerah Kab. Garut.
Pada tahun 2014, LPSE Kab. Garut telah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik sebanyak 232 paket lelang dengan pagu anggaran yang dilelangkan sebesar Rp. 172 milyar lebih dengan persentase proses pengadaan barang jasa melalui LPSE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut baru sebesar 14% dari total nilai belanja modal dan belanja barang dan jasa tertentu pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.26 triliun lebih dan baru mencapai 54,7% dari target sebesar 25% pada tahun 2014 serta belum mampu mencapai terget akhir RPJMD tahun 2009-2014 sebesar 25%. Secara nominal pagu anggaran yang dilelangkan pada tahun 2014 tersebut lebih tinggi dari tahun 2013 yang mencapai Rp. 172 milyar lebih, dan ditinjau dari jumlah paket yang dilelangkan mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 191 paket.
Belum tercapainya target persentase proses pengadaan barang jasa melalui LPSE pada tahun 2014 tersebut disebabkan kendala kurangnya tenaga pengadaan barang jasa bersertifikat dan penyebarannya tidak merata pada setiap SKPD, sehingga penyerahan data untuk pengadaan barang dan jasa di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Garut menjadi lambat.  
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang ditempuh antara lain: SKPD melalui Keputusan Bupati membentuk pokja barang dan jasa,, penyelenggaraan ujian sertifikasi untuk tenaga pengadaan barang dan jasa,, menyiapkan infrastruktur jaringan dan sistem LPSE yang handal, dan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola fasilitas-fasilitas LPSE tersebut.  	





Tabel 2.57
JumlahPengadaan Barang/Jasa melalui LPSE
	No.
	Uraian
	2011
	2012
	2013
	2014

	
	
	Jml Pkt
	Nominal
(Rp.000)
	Jml Pkt
	Nominal
(Rp.000)
	Jml Pkt
	Nominal
(Rp.000)
	Jml Pkt
	Nominal
(Rp.000)

	1
	Pengadaan Barang/Jasa
	65
	49.283.062,3
	257
	149.469.083,3
	191
	161.097.677,9
	232
	172.848.360.963


Sumber :Bagian Administrasi Pembangunan SetdaKab. Garut, Tahun 2014

Pengukuran kinerja selanjutnya adalah dari penyebaran informasi pembangunan daerah. Dalam rangka penyebaran informasi,dari sebanyak 33 SKPD dan 42 kecamatan, baru sebanyak 71 satuan kerja perangkat daerah yang memiliki akses internet (100%) atau mencapai 94,6% dari target sebesar 100% pada tahun 2014. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 1,42 %.
Faktor-faktor yang mendukung peningkatan kinerja tersebut adalah penyebaran informasi pembangunan daerah melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Garut (garutkab.go.id), turut ditunjang oleh ketersediaan sarana / prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi yang tersedia di Kabupaten Garut terdiri dari akses internet, sistem informasi, hotspot, media informasi radio komunikasi. Pada tahun 2014 jumlah SKPD yang memiliki akses internet sejumlah 70 SKPD, jumlah sistem informasi sebanyak 79 aplikasi, jumlah titik hotspot sejumlah 8 titik, jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi sebanyak 82 buah serta jumlah radio komunikasi yang aktif sebanyak 17 unit.
Belum tercapainya target prosentase proses penyebaran informasi pembangunan daerah tahun 2014 tersebut, disebabkan kendala kondisi geografis Kabupaten Garut dengan luasnya wilayah mencapai 306.519 ha yang terbagidalam 42 kecamatan, 421 desa, dan 21 kelurahan.   
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang ditempuh adalah dengan meningkatkan sarana dan prasrana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sumberdaya manusia bidang Komunikasi dan kerjasama dengan penyedia jasa bidang teknologi komunikasi dan informasi. 


Tabel 2.58
Jumlah Ketersediaan Sarana/Prasarana (Teknologi)
Komunikasi dan Informasi Kabupaten Garut 
Tahun 2010 – 2014 
	No.
	Uraian
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Jumlah SKPD yang memiliki akses internet
	34
	56
	68
	70
	70

	2
	Jumlah sistem informasi yang ada
	20
	42
	50
	75
	79

	3.
	Jumlahtitik hotspot yang difasilitasi pemda
	6
	3
	4
	6
	8

	4.
	Jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi
	80
	60
	75
	81
	82

	5.
	Jumlah radio komunikasi yang aktif
	15
	10
	14
	16
	17


        Sumber:Bagian Informatika SetdaKabupatenGarut, Tahun 2014
 
Untuk mencapai sasaran strategis mengoptimalkan pendayagunaan teknologi urusan bidang Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan e-government, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penting antara lain Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi, Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi, Pemberdayaan Komunikasi dan Informasi untuk masyarakat, Pelayanan Jaringan Data dan Informasi, Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Pemberdayaan Pers dan Media Massa, dan Peningkatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

23. Urusan Pemberdayaan Desa
Gambaran umum pemerintahan desa di Kab. Garut berdasarkan kepemilikan gedung dan jumlah pemberdayaan masyarakat Tahun 2010 – 2014. 
Tabel 2.59
Data Pemerintah Desa Kabupaten Garut Tahun 2010 – 2014 
	Tahun Nama
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Status Kepemilikan Gedung Sarana Prasarana Pemerintahan
	
	
	
	
	

	Kantor Pemerintah Desa
	403
	403
	403
	403
	442

	Jumlah Aparat Pemerintah Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	
	
	
	
	

	Tidak Sekolah/Belum Tamat SD
	-
	-
	-
	-
	-

	Tamat SD atau Sederajat
	1038
	1038
	1038
	1038
	1.000

	SMP dan Sederajat
	1328
	1320
	1320
	1255
	1.260

	SMA dan Sederajat
	1625
	1619
	1612
	1600
	1.620

	Akademi (DI, DII dan DIII)
	27
	31
	33
	58
	65

	Sarjana (S1)
	26
	36
	41
	93
	110


Sumber : BPMPD Kabupaten Garut, Tahun 2014

Tabel 2.60
Data Perkembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Garut Tahun 2010 – 2014 
	Tahun Nama
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
	424
	431
	442
	442
	442

	Kelompok Binaan LPM
	42
	42
	42
	42
	42

	Rata- Rata Kelompok LPM
	42
	42
	42
	42
	42

	Jumlah LPM Berprestasi
	5
	9
	10
	12
	14

	Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat
	5
	5
	5
	5
	5

	Persentase Masyarakat Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat
	79
	80
	83
	87
	90

	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dikembangkan dan Dipelihara Masyarakat
	79
	80
	83
	87
	90


Sumber : BPMPD Kabupaten Garut, Tahun 2014
24. Perpustakaan
Sampai dengan tahun 2014, Kabupaten Garut memiliki 1 buah perpustakaan umum daerah dan 236 perpustakaan desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di berikut ini.
Tabel 2.61
Jumlah Perpustakaan Tahun 2010 – 2014 
	No.
	Uraian
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah Perpustakaan Umum Daerah
	1
	1
	1
	1
	1

	2.
	Jumlah Perpustakaan Desa
	173
	183
	206
	219
	235

	3.
	Total Perpustakaan
	174
	184
	207
	220
	236


Sumber : Bapusipda Kabupaten Garut, Tahun 2014
Pada tahun 2014, jumlah buku yang tersedia di perpustakaan umum Kabupaten Garut sebanyak 77.556 buah dengan total judul buku sebanyak 52.957jenis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.62
Jumlah Ketersediaan Buku Pada Perpustakaan Tahun 2010-2014
	No.
	Uraian
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah Judul Buku
	35.518
	36.508
	42.813
	52.483
	52.957

	2.
	Jumlah Exemplar
	38.832
	44.358
	63.146
	72.816
	77.556

	3.
	Rata-rata Jumlah Judul Buku
	8.811
	8.811
	8.811
	8.811
	8.811

	4.
	Rata-rata Jumlah Exemplar
	11.868
	11.868
	11.868
	11.868
	11.868


Sumber : Bapusipda Kabupaten Garut, Tahun 2014

2.1.4.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian
Pencapaian indikator kinerja urusan pertanian khususnya dalam upaya mencapai sasaran meningkatnya Peningkatan pendapatan usahatani, Produksi tanaman Pangan, Produksi tanaman hortikultura, dan  ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat (ton/thn); disajikan pada tabel berikut.   
Tabel 2.63
Perkembangan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Tanaman Pangan dan Holtikultura
Tahun 2010 - 2014
	Indikator Kinerja
	Realisasi 2010
	Realisasi 2011
	Realisasi 2012
	Realisasi 2013
	Realisasi 2014
	Target 2014
	Capaian 2014 (%)
	Status Capaian
	Realisasi sd 2014
	Target Akhir RPJMD

	% Peningkatan pendapatan usahatani  pertahun:
	
	
	
	
	
	
	306%
	√
	
	

	· Usahatani padi (%)
	11,13%
	4%
	15,18%
	13,93%
	8,00%
	2,40%
	333%
	
	8,00%
	2,40%

	· Usahatani palawija (%)
	7,82%
	7,52%
	1,5%
	34,21%
	9,53%
	2,40%
	397%
	
	9,53%
	2,40%

	· Usahatani sayuran (%)
	14,08%
	6,31%
	10,11%
	20,75%
	5,60%
	3,00%
	187%
	
	5,60%
	3,00%

	Produksi tanaman Pangan
	1,92 jt ton
	2,05 jt ton
	2,08 jt ton
	2,38 jt ton
	2,39 jt ton
	1,86 jt ton
	123%
	√
	2,39 jt ton
	1,86 jt ton

	Produksi tanaman hortikultura
	0,96 jt ton
	1,02 jt ton
	0,97 jt ton
	3,61 jt ton
	3,09 jt ton
	0,99 jt ton
	311%
	√
	3,09 jt ton
	0,99 jt ton

	ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat (ton/thn):
	
	
	
	
	
	
	445%
	√
	
	

	· Beras
	578,80 ribu ton
	616,16 ribu ton
	92627,3 ribu ton
	672,99 ribu ton
	653,44
 ribu ton
	270,15 ribu ton
	242%
	
	653,44
 ribu ton
	270,15 ribu ton

	· Kacang-kacangan
	50,52 
ribu ton
	47,95 
ribu ton
	50,02 
ribu ton
	55,70 
ribu ton
	60,22
ribu ton
	42,56 
ribu ton
	103%
	
	60,22
ribu ton
	42,56 
ribu ton

	· Jagung 
	394,58 ribu ton
	428,65 ribu ton
	478,97 ribu ton
	559,74 ribu ton
	567,88 
ribu ton
	58,62
 ribu ton
	1334%
	
	567,88 
ribu ton
	58,62
 ribu ton

	· Umbi-umbian
	552,99 ribu ton
	599,68 ribu ton
	553,41 ribu ton
	696,03 ribu ton
	728,08 
ribu ton
	200,83 ribu ton
	363%
	
	728,08 
ribu ton
	200,83 ribu ton

	· Sayuran 
	719,26 ribu ton
	706,70 ribu ton
	707,90 ribu ton
	928,34 ribu ton
	806,45
 ribu ton
	167,44 ribu ton
	482%
	
	806,45
 ribu ton
	167,44 ribu ton

	· Buah-buahan 
	243,56 ribu ton
	315,57 ribu ton
	258,70 ribu ton
	254,95 ribu ton
	228,54 
ribu ton
	152,92 ribu ton
	149%
	
	228,54 
ribu ton
	152,92 ribu ton



Peningkatan pendapatan usahatani per tahun terdiri dari 3 subindikator yaitu Persentase usahatani padi, Persentase usahatani palawija, dan Persentase usahatani sayuran.
Persentase usahatani padi pada tahun 2014 sebesar 8,00 %, mencapai 333,33 % dari target tahun 2014 sebesar 2,40 %. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan 5,93%. Persentase usahatani palawija pada tahun 2014 sebesar 9,53 %, mencapai 397,08% dari target tahun 2014 sebesar 2,40 %. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan 24,68%. Sedangkan persentase usahatani sayuran pada tahun 2014 sebesar 5,60 %, mencapai 186,67% dari target tahun 2014 sebesar 3,00 %. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan 15,15 %.
Produksi tanaman pangan pada tahun 2014 sebanyak 2,3 juta ton, mencapai 123% dari target tahun 2014 sebanyak 1,86 juta ton. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 0,86 %.
Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain adalahmeningkatnya produktivitas lahan dan lahan tidur melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP) atau intensitas tanam dan peningkatan produktivitas berbagai komoditi tanaman pangan dan hortikultura. Hasil dari kegiatan Peningkatan Indek Pertanaman (IP)Tanaman Pangan di Lahan Sawah menunjukkan bahwa indek pertanaman padi meningkat dari 100 menjadi 200 25 ha, produksi padi juga meningkat sebesar 5%. Faktor lain yang berpengaruh adalah efektifnya pelaksanaan kegiatan SLPTT, SLPHT, SRI, penerapan budidaya sesuai SOP/GAP dan SLI (Sekolah Lapang Iklim) untuk mengatisipasi dampak fenomena iklim/perubahan cuaca yang tidak menentu.
Produksi tanaman hortikultura pada tahun 2014 sebanyak 3,09 juta ton, mencapai 311% dari target tahun 2014 sebanyak 0,99 juta ton. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan14,54%.
	Tabel 2.64	
Realisasi Luas Panen Padi, Palawija, Sayuran dan Buah-buahan (Ha) 
Tahun 2014 Serta Perbandingan Terhadap Realisasi Tahun 2013
	No
	Komoditi
	Realisasi 2013
	Sasaran 2014
	Realisasi 2014
	Perkembangan/ Penurunan
 (Ha)
	Perkembangan/ Penurunan
 (%)
	Pencapaian Sasaran
 (%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6(5-3)
	7(5/3)
	8(5/4)

	A
	Padi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Padi Sawah
	136,407
	121,687
	130,744
	-5,663
	95.85
	107.44

	2
	Padi Gogo
	30,176
	25,671
	30,638
	462
	101.53
	119.35

	 
	Jumlah
	166,583
	147,358
	161,382
	-5,201
	96.88
	109.52

	B
	Palawija
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Jagung berhasil
	76,790
	63,900
	77,767
	977
	101.27
	121.70

	2
	Jagung Muda
	 
	 
	
	 
	 
	 

	3
	Kedelai
	12,945
	11,533
	15,535
	2,590
	120.01
	134.70

	4
	Kacang Tanah
	18,963
	15,999
	19,015
	52
	100.27
	118.85

	5
	Kacang hijau
	1,951
	1,837
	1,856
	-95
	95.13
	101.03

	6
	Ubi Kayu
	26,658
	22,098
	28,410
	1,752
	106.57
	128.56

	7
	Ubi Jalar
	7,375
	5,426
	6,474
	-901
	87.78
	119.31

	 
	Jumlah Palawija
	144,682
	120,793
	149,057
	4,375
	103.02
	123.40

	C
	Sayuran
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bawang Merah
	1,917
	1,308
	1,841
	-76
	96.04
	140.75

	2
	Bawang Putih
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Bawang Daun
	3,355
	2,374
	3,134
	-221
	93.41
	132.01

	4
	Kentang
	7,038
	5,548
	6,204
	-834
	88.15
	112

	5
	Kubis
	6,573
	4,796
	5,180
	-1,393
	78.81
	108.01

	6
	Kembang Kol
	152
	111
	165
	13
	108.55
	148.65

	7
	Petsay
	2,839
	2,128
	2,859
	20
	100.70
	134.35

	8
	Wortel
	1,967
	1,541
	1,896
	-71
	96.39
	123.04

	9
	Kacang Merah
	4,835
	4,361
	4,539
	-296
	93.88
	104.08

	10
	Kacang panjang
	1,200
	921
	1,035
	-165
	86.25
	112.38

	11
	Cabe Besar
	7,216
	4,560
	6,285
	-931
	87.10
	137.83

	12
	Cabe rawit
	2,807
	1,502
	2,343
	-464
	83.47
	155.99

	13
	Tomat
	5,094
	3,208
	4,221
	-873
	82.86
	131.58

	14
	Terung
	1,049
	697
	915
	-134
	87.23
	131.28

	15
	Buncis
	1,289
	930
	1,091
	-198
	84.64
	117.31

	16
	Ketimun
	1,159
	824
	921
	-238
	79.47
	111.77

	17
	Labu siam
	367
	293
	360
	-7
	98.09
	122.87

	18
	Kangkung
	392
	290
	317
	-75
	80.87
	109.31

	19
	Bayam
	232
	141
	224
	-8
	96.55
	158.87

	 
	 Jumlah Sayuran
	49,481
	35,533
	43,530
	-5,951
	87.97
	122.51

	20
	Paprika
	14
	5
	 
	-14
	0.00
	 

	21
	Strawberi
	142
	 
	 
	-142
	0.00
	 

	D
	Buah-buahan
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Alpukat
	248,872
	 
	229,102
	-19,770
	92.06
	 

	2
	Belimbing
	10,170
	 
	8,150
	-2,020
	80.14
	 

	3
	Duku
	5,651
	 
	3,524
	-2,127
	62.36
	 

	4
	Durian
	45,660
	 
	52,440
	6,780
	114.85
	 

	5
	Jambu biji
	74,232
	 
	59,350
	-14,882
	79.95
	 

	6
	Jambu air
	12,812
	 
	10,873
	-1,939
	84.87
	 

	7
	Jeruk siam/keprok
	303,010
	 
	282,620
	-20,390
	93.27
	 

	8
	Jeruk besar
	1,493
	 
	1,387
	-106
	92.90
	 

	9
	Mangga
	225,113
	 
	276,261
	51,148
	122.72
	 

	10
	Manggis
	6,746
	 
	9,281
	2,535
	137.58
	 

	11
	Nangka
	54,247
	 
	61,404
	7,157
	113.19
	 

	12
	Nenas
	26,749
	 
	20,930
	-5,819
	78.25
	 

	13
	Pepaya
	95,501
	 
	96,110
	609
	100.64
	 

	14
	Pisang
	6,429,676
	 
	4,737,907
	-1,691,769
	73.69
	 

	15
	Rambutan
	43,022
	 
	41,236
	-1,786
	95.85
	 

	16
	Salak
	4,780
	 
	2,700
	-2,080
	56.49
	 

	17
	Sawo
	13,638
	 
	10,434
	-3,204
	76.51
	 

	18
	Markisa
	330
	 
	1,392
	1,062
	421.82
	 

	19
	Sirsak
	30,171
	 
	31,041
	870
	102.88
	 

	20
	Sukun
	18,720
	 
	18,900
	180
	100.96
	 

	21
	Melinjo
	22,230
	 
	21,118
	-1,112
	95.00
	 

	22
	Petai
	81,512
	 
	70,159
	-11,353
	86.07
	 

	23
	Jengkol
	9,656
	 
	14,373
	4,717
	148.85
	 

	24
	Jeruk purut
	 
	 
	
	 
	 
	 

	25
	Anggur
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	Jumlah Buah
	7,763,991
	 
	6060692
	-1,703,299
	78.06
	 

	E
	Tanama Hias
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Anggrek
	13
	 
	260
	 
	2000.00
	 

	2
	Anthurium
	6,050
	 
	1091
	 
	18.03
	 

	3
	Gladiol
	15
	 
	20
	 
	133.33
	 

	4
	Heliconia
	10
	 
	 
	 
	0.00
	 

	5
	Sedap Malam
	3,235
	 
	7082
	 
	218.92
	 

	6
	Dracaena
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Anyelir
	 
	 
	5
	 
	 
	 

	8
	Gerbera
	1,650
	 
	3525
	 
	213.64
	 

	9
	Krisan
	13,560
	 
	5450
	 
	40.19
	 

	10
	Mawar
	83,402
	 
	72880
	 
	87.38
	 

	11
	Melati
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Palem
	20
	 
	780
	 
	3900.00
	 

	13
	Aglonema
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Kamboja jepang
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Euforbia
	10
	 
	15
	 
	150.00
	 

	16
	Philodendro
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Pakis
	7
	 
	 
	 
	0.00
	 

	18
	Monstera
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Soka
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Pedang-pedangan
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Anthurium daun
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Caladiun
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Jumlah Ta. Hias
	107,972
	 
	91108
	 
	84.38
	 

	F
	Tanaman obat-obatan
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Jahe
	39,789,421
	 
	2,094,801
	-1884141
	-89.94
	 

	2
	Laos
	69,218
	 
	63,102
	 -6116
	-9.69
	 

	3
	Lempuyang
	1,010,875
	 
	11,797
	 -999078
	-8468.92
	 

	4
	Temu lawak
	14,360
	 
	25,826
	 11466
	44.40
	 

	5
	Kapulaga
	11,346,140
	 
	5,597,242
	 -5748898
	-102.71
	 

	6
	Temu Kunci
	500
	 
	778
	 278
	35.73
	 

	7
	Kencur
	184,203
	 
	159,865
	 -24338
	-15.22
	 

	8
	Kunyit
	446,008
	 
	427,440
	-18568
	-4.34
	 

	9
	Temu Ireng
	 
	 
	188
	188
	 100.00
	 

	10
	Keji Beling
	50
	 
	20
	-30
	-150.00
	 

	11
	Mengkudu
	4,249
	 
	4,351
	 102
	2.34
	 

	12
	Sambiloto
	75
	 
	25
	 -50
	-200.00
	 

	13
	lidah buaya
	75
	 
	25
	 -50
	-200.00
	 

	14
	Mahkota Dewa
	145
	 
	206
	 61
	29.61
	 

	 
	Jumlah Tan. Obat
	52,865,319
	 
	8,385,666
	 -8669174
	15.86
	 


Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tahun 2014
Untuk komoditi buah-buahan, tan. hias dan tan. Obat-obatan tidak ada angka sasaran tanam.

Pengembangan perkebunan secara menyeluruh telah memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan perekonomian daerah dan dapat mempercepat pencapaian misi Kabupaten Garut sebagai daerah agribisnis dan agroindustri.
 Produksi komoditi unggulan perkebunan pada tahun 2014 sebanyak 11,61 ribu ton, mencapai 117,15% dari target tahun 2014 sebanyak 9,91 ribu ton. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan 0,17%.


Tabel 2.67
Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan
di Kabupaten Garut Tahun 2013-2014 (ton)
	No
	Komoditi
	2013
	2014
	Peningkatan (%)

	1
	Akarwangi
	73
	70,5
	-3,42%

	2
	Kopi
	 
	 
	

	 
	Kopi Arabika
	1.308
	1.311
	0,23%

	 
	Kopi Robusta
	468
	469
	0,21%

	3
	Teh
	4.932
	4.935
	0,06%

	4
	Tembakau
	3.509
	3.498
	-0,31%

	5
	Tebu
	1.141
	1.126
	-1,31%

	6
	Karet
	200
	202
	1,00%

	 
	Jumlah
	11.631
	11.612
	-0,17%


Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Garut, 2014

Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kinerja antara lain adalah Makin meningkatnya degradasi lahan akibat kurangnya upaya konservasi;Adanya produk lain sebagai substitusi produk perkebunan dengan mutu yang lebih baik; dan Harga produk perkebunan yang fluktuatif.
Persentase peningkatan pengolahan produk perkebunan pada tahun 2014 sebesar 3,5%, mencapai 116,67% dari target tahun 2014 sebesar 3%. Capaian kinerja tahun 2014 ini sama dengan  capaian tahun 2013.Persentase peningkatan pemasaran produk perkebunan pada tahun 2014 sebesar 2%, mencapai 100% dari target tahun 2014 sebesar 2%. Capaian  kinerja tahun 2014 ini sama dengan  capaian tahun 2013.
Perkembangan populasi ternak di Kabupaten Garut dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.66
Pencapaian Populasi Ternak Tahun 2010 – 2014 
	No
	Jenis Ternak
	Populasi (ekor)
	Peningkatan
(%)

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	1
	Sapi perah
	17.302
	21.676
	22.154
	20.160
	13.460
	-33.23

	2
	Sapi Potong
	12.927
	28.680
	29.278
	31.704
	31.162
	-1.71

	3
	Kerbau
	9.564
	17.327
	12.521
	13.556
	14.031
	3.50

	4
	Domba
	718.720
	862.464
	942.829
	1.126.976
	1.258.733
	11.69

	5
	Kambing
	78.471
	81.923
	83.725
	84.646
	86.339
	2.00

	6
	Ayam ras pedaging
	531.005
	538.704
	546.245
	553.892
	559.519
	1.02

	7
	Ayam buras
	1.528.936
	1.553.399
	1.578.234
	1.603.486
	1.654.726 
	3.20

	8
	Itik
	231.305
	235.005
	238.761
	242.581
	246.462
	1.60


Sumber : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab Garut, 2014

Pencapaian populasi ternak Kabupaten Garut selama tahun 2010-2014secara umum terus mengalami peningkatan, kecuali untuk ternak sapi. Penurunan terbesar terjadi pada populasi sapi perah (-33,23%).

Stabilitas sosial dan laju pertumbuhan ekonomi mengakibatkan permintaan akan ikan konsumsi secara gradual meningkat, baik dalam jumlah maupun jenis. Produksi perikanan darat untuk konsumsi pada tahun 2014 sebanyak 54.945 ton atau meningkat sebesar 3,29 % dibanding tahun 2013. Produksi ikan konsumsi yang dihasilkan sebagian besar berasal dari pembudidayaan yang dihasilkan Kabupaten Garut. Untuk memenuhi permintaan produksi ikan konsumsi pada tahun 2014 dilakukan melalui upaya pembinaan bagi para pembudidaya ikan untuk meningkatkan produksinya dalam mencapai norma gizi yang ideal. 
Upaya untuk meningkatkan kontribusi Kabupaten Garut dalam memenuhi kebutuhan perikanan, pada tahun 2014 dilaksanakan melalui program antara lain bantuan sarana prasarana dan permodalan usaha perikanan, pengembangan usaha perikanan, Pengembangan tata kelembagaan perikanan  serta Peningkatan nilai mutu bibit ikan. Pengembangan perikanan terutaman ditunjang oleh sentra-sentra produksi perikanan antara lain terdapat di 42 kecamatan.
[bookmark: _Toc369089212][bookmark: _Toc369094311]Tabel 2.67
Produksi Ikan Tahun 2010 – 2014
	No
	Uraian
	Realisasi Produksi (ton)
	Realisasi 2014 dibanding 
2013 (%)

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	A
	Budidaya
	 
	 
	 
	
	
	 

	1
	Tambak
	298,5
	321.04
	420
	426
	504
	118,31

	2
	Kolam Air Tenang
	24.160,81
	20.224.16
	27.818
	30.708
	32.628
	106,25

	3
	Koalam air Deras
	681,62
	803.4
	795
	527
	843
	159,96

	4
	Sawah/ Minapadi
	7.443,11
	18.477.66
	13.182
	15.908
	15.402
	96,82

	 
	Jumlah
	32.584,04
	39.826.26
	42.215
	47.569
	49.377
	103,80

	B
	Penangkapan
	
	
	
	
	
	

	1
	Perikanan Laut
	5.563,02
	5.611.8
	4.834
	4134
	3.949
	95,52

	2
	Perairan umum
	2.920,91
	3.744
	2.060
	1436
	110,87
	77,21

	 
	Jumlah
	8.483,93
	9.355.8
	6.894
	5.570
	4059,87
	72,89

	C
	Produksi
	
	
	
	
	
	

	1
	Perbenihan (Kg) **
	302.311.000
	541.224.000
	337.903.057
	471.328.220
	811.229.510
	172,12

	2
	Jumlah Produksi Konsumsi (ton)
	34.487,47
	40.171,49
	49.109
	53.139
	54.945
	103,4

	3
	Jumlah Produksi non Konsumsi (ekor)
	23.112
	131.250
	180.000
	192.500
	2.667.105
	138,55

	4
	Jumlah Produksi Perikanan Darat (ton)
	32.584,04
	40.171,49
	44.275
	49.005
	54.945
	111,46

	5
	Jumlah Produksi Perikanan Laut
	5.563,02
	5.611,80
	4.834
	4.134
	3.949
	95,52


Ket. 	:	** 1 Kg Benih ikan = 200ekor
Sumber 	:	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Garut
Pantai selatan Kabupaten Garut memiliki potensi berupa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil laut dengan luas areal penangkapan  28. 560 km2 dan diestimasi memiliki potensi lestari (MSY) sebesar 166.667 ton/tahun.   Sementara untuk zona teritorial (12 mil laut) memiliki potensi sebesar 10.000 ton/tahun.  Sampai saat ini nelayan Kabupaten Garut baru memanfaatkan zona teritorial dengan hasil tangkapan sampai tahun 2014  baru mencapai 4.059,87 ton (atau sekitar  40,59 % dari potensi yang ada). Hal ini disebabkan karena armada penangkapan yang dimiliki saat ini baru sebagian besar masih menggunakan perahu/kapal ukuran kecil (5-10 GT).
Potensi perikanan yang umumnya ditangkap di perairan selatan Kabupaten Garut diantaranya adalah Tuna, Tongkol, Cakalang, Cumi-cumi, Layur, Kakap, Bawal Hitam, Kerapu, Baronang, Cucut Botol, Lobster dan ikan hias.  Disamping ikan-ikan tersebut juga terdapat rumput laut yang cukup potensial.
Produksi perikanan laut di Kabupaten Garut sebagian besar masih berasal dari hasil penangkapan. Produksi ikan laut pada tahun 2014 sebesar 3.949.000 kg menurun sebesar 37,20 % dibanding produksi pada tahun 2013.  Peningkatan produksi ikan laut diupayakan melalui bantuan sarana prasarana dan permodalan kelompok nelayan, pengembangan usaha perikanan, Pengembangan tata kelembagaan perikanan serta Peningkatan teknologi dan armada tangkap.



2. Kehutanan
[bookmark: _Toc369089228][bookmark: _Toc369094327]Luas lahan kritis  diluar kawasan hutan  pada Tahun 2010, hasil dari up dating data BP. DAS Cimanuk-Citanduy adalah seluas 32.751,35 Ha. 
Terjadinya laju penebangan dan pemanfaatan  produksi pohon pada hutan rakyat tahun 2012 oleh masyarakat -berupa penebangan pada pohon-pohon yang telah mencapai masak tebang  (Tahun tanam 2008-2009) - mengakibatkan timbulnya lahan kritis baru di Kab. Garut. Sebagai upaya untuk penanganan lahan kritis di hulu DAS Cimanuk, BPDAS Cimanuk-Citanduy pada tahun 2013 melakukan review data lahan kritis, dimana lahan kritis di Kab. Garut meningkat lagi yaitu menjadi 29.528,56 ha (Hasil review lahan kritis wilayah BPDAS Cimanuk-Citanduy Tahun 2013). Dinas Kehutanan Kab. Garut terus melakukan upaya rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman baik yang berasal dari Dana alokasi khusus (DAK) maupun dana  APBN yang dilaksanakan langsung oleh BPDAS, bantuan  Provinsi Jawa Barat  dan APBD Kabupaten Garut serta upaya partisipasi masyarakat melalui swadaya maupun CSR Perusahaan.
Tabel 2.70
Luas Areal Pengembangan Hutan RakyatTahun 2010 – 2014 (Ha)
	No
	Kegiatan
	2010 (ha)
	2011 (ha)
	2012 (Ha)
	2013 (Ha)
	2014 (Ha)
	Ket.

	1.
	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (DAK)
	1.000
	550
	500
	180
	150
	DAK

	2.
	Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK)
	4.340
	2.800
	1.500
	3.453,32
	
	APBD ProvJabar

	3.
	Kebun Bibit Rakyat (KBR)
	3.750
	5.625
	6.083
	450
	781
	APBN

	4.
	RHL kawasan Lindung
	575
	 
	 
	-
	75
	

	5.
	Agroforestry
	75
	 
	-
	100
	
	

	6.
	Banprov
	20
	150
	500
	75
	250
	Rehabilitasi DAS Besar

	6
	APBD Provinsi
	20
	150
	500
	100
	250
	

	7
	Pengjiauan Lingkungan APBD
	-
	-
	-
	-
	699,25
	Persemaian Permanen

	8
	Pengjiauan Lingkungan APBN
	-
	-
	-
	-
	500
	APBN

	9
	Pengjiauan Lingkungan DAK
	-
	-
	-
	-
	12,97
	

	10
	HR APBD dan Rawan Bencana
	-
	-
	-
	-
	70
	

	11
	Swadaya masyarakat
	-
	1,150
	892
	112.34
	1.100
	

	
	Total
	9,760
	10,275
	9,475
	4,370.66
	3.563,22
	


Sumber : Dinas Kehutanan Kab Garut, Tahun 2014
Kegiatan Rehabilitasi lahan kritis tahun 2013 mencapai 4.370,66 ha dari target 6.500 ha, selanjutnya pada tahun 2014 dilaksanakan rehabilitasi kembali yaitu seluas 3.563,22 ha dari target 6.628 ha, sehingga sisa lahan kritis yang masih ada di Kab. Garut sesuai dengan review data BPDAS Cimanuk-Citanduy Tahun 2013 adalah seluas 21.594,78 ha (29.528,56 ha – 7.933,82 ha). Sisa lahan kritis seluas 21.594,78 Ha menjadi prioritas Dinas Kehutanan Kab. Garut pada masa RPJMD 2014 - 2019 sedangkan realisasi berdasarkan target akhir RPJMD 2009-2014 penanganan lahan kritis di Kab. Garut telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu seluas 17.500 ha.
Terdapatnya  lahan kritis di Kab. Garut dapat diakibatkan oleh aktifitas  manusia diantaranya pola tanam yang tidak memenuhi kaidah konservasi serta pemanfaatan kayu yang berasal dari hutan rakyat.Kayu rakyat yang ditanam merupakan jenis yang mempunyai daur pendek sehingga  dalam kurun waktu 5 tahun, pohon tersebut dapat dimanfaatkan (ditebang). Selain itu akibat timbulnya lahan kritis disebabkan karena terjadinya bencana alam seperti adanya kebakaran hutan dan lahan, longsor, banjir dan lainnya. 
Perkembangan Produksi Hutan Rakyat Kabupaten GarutTahun 2010-2014 disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.59
Produksi Hutan Rakyat Kabupaten Garut Tahun 2010 – 2014 
	No
	Jenis Kayu
	Produksi (m3)

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jati
	729,43
	 826,1290 
	778,734 
	815,779
	1.156,106

	2.
	Mahoni
	2.270,58
	 1.062,3042 
	766,787 
	2.239,900
	868,723

	3.
	Albazia
	14.338,58
	 13.718,2427 
	1.000,742 
	4995,210
	4.354,734

	4.
	Pinus
	87,3
	 940,7960 
	1.624,371 
	 682,970 
	715,550

	5.
	Afrika
	4.944,32
	 3.598,1978 
	706,719 
	 1.985,259 
	1.564,280

	6.
	Suren
	221,96
	 92,4880 
	58,786 
	-
	-

	7.
	Kihiang
	153,08
	 166,6807 
	168,022 
	 144,160 
	109,866

	8.
	Eucalyptus
	12,46
	 - 
	119,-0 
	-
	-

	9
	Jabon
	2.477,81
	 20.818,8360 
	13.357,394 
	 4.053,227 
	46,559

	10
	Rasamala
	
	
	
	
	40,397

	11
	Rimba cam
	
	
	
	
	6.698,926

	Jumlah
	25.235,52
	41.223,6744
	18.580,555 
	14.916,51
	15.555,14
	


Sumber : Dinas Kehutanan Kab Garut, Tahun 2014

3. Energi dan Sumberdaya Mineral
a. Pertambangan (Sumberdaya Mineral dan Air Tanah)
Dalam kegiatan pertambangan tidak terlepas dari aktivitas penambangan, sehingga dalam pengendaliannya perlu dikeluarkan izin untuk perusahaan yang akan melakukan kegiatan penambangan. Jumlah perusahaan pertambangan yang mempunyai izin pertambangan yaitu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mineral logam pada tahun 2009 sebanyak 20 perusahaan sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 15 perusahaan. Sementara itu pada tahun 2010 jumlah perusahaan pertambangan yang memiliki IUP Operasi Produksi mineral non logam sebanyak 25 Perusahaan jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2009 sebanyak 38 perusahaan. Pada tahun 2009 jumlah perusahaan pertambangan yang memiliki IUP Eksploitasi mineral logam sebanyak 8 perusahaan sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 9 perusahaan.
Tabel 2.72
Potensi Bahan Galian Non Logam
	No
	Jenis Bahan Galian
	Potensi Luas (Ha)
	Jumlah IUP
	Dimanfaatkan (Ha)
	Belum Dimanfaatkan (Ha)
	Potensi

	1
	Belerang 
	500
	-
	-
	-
	Tersebar 

	2
	Batu Gamping 
	2.000
	-
	-
	-
	Tersebar 

	3
	Batu ½ Permata 
	500
	-
	-
	-
	Tersebar 

	4
	Obsidian Perlit 
	2.000
	-
	-
	-
	Tersebar 

	5
	Tanah Diatomit 
	1.500
	-
	-
	-
	Tersebar 

	6
	Kaolin 
	1.000
	-
	-
	-
	Tersebar 

	7
	Granit 
	1.000
	-
	-
	-
	Tersebar 

	8
	Granodiorit 
	700
	-
	-
	-
	Tersebar 


Sumber: Dinas SDAP Kab. Garut, Tahun 2014


b. Energi dan Ketenagalistrikan
Kabupaten Garut memiliki potensi Sumber Daya Alam yang cukup besar dan bervariasi, yaitu sumber daya air, energi, dan sumber daya mineral. Sumber daya energi yang tersedia berupa potensi energi baru terbarukan seperti panas bumi (geothermal), mikrohidro, surya, gelombang, dan angin. 
Tabel 2.71
Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Panas Bumi yang telah diterima
Kabupaten Garut dari lokasi Darajat, Kamojang Tahun 2006-2014
	No
	Tahun
	Penerimaan (Rp)
	Waktu Penerimaan

	1
	2006 – 2008
	41.567.942.886,- 
	Nov 2009 & awal 2011

	2 
	2009 
	39.809.208.188,00 
	Tw III - IV (Nov 2009) & Tw V (Feb 2010) 

	3 
	2010 
	18.901.813.054,00
	Tw I s/d Tw IV 2010 

	4
	2011
	32.406.583.387,00
	Tw I s/d Tw IV 2011

	5
	2012
	65.557.030.347,43
	TW I s/d Tw IV 2012

	6
	2013
	30.637.972.121,00
	TW I s/d Tw IV 2013

	7
	2014
	21.139.017.640,00
	TW I s/d Tw IV 2014


Sumber: Dinas SDAP dan DPPKA Kab. Garut


Tabel 2.72
Daftar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Yang Telah Dibangun Tahun 2008 – 2012 
	No
	Tahun 
	Lokasi
	KK
	Kapasitas

	
	
	Kabupaten
	Kecamatan
	Desa
	
	(Wp)

	1
	2008
	Garut
	Cihurip
	Cisangkal
	100
	Terpusat(15kW)

	2
	2008
	Garut
	Cisompet
	sukamukti
	75
	50

	3
	2008
	Garut
	Cisompet
	Margamulya
	30
	Terpusat(5kW)

	4
	2009
	Garut
	Peundeuy
	Pangrumusan
	60
	50

	5
	2009
	Garut
	Banjarwangi
	Talagajaya
	40
	50

	6
	2009
	Garut
	Banjarwangi
	Mulyajaya
	50
	50

	7
	2009
	Garut
	Pamulihan
	Panawa
	30
	50

	8
	2009
	Garut
	Singajaya
	Sukamulya
	30
	50

	9
	2009
	Garut
	Cihurip
	Cihurip
	30
	50

	10
	2009
	Garut
	Pamulihan
	Linggarjati
	100
	50

	11
	2010
	Garut
	Pamulihan
	Pakenjeng
	30
	Terpusat (5 KW)

	12
	2011
	Garut
	Panyindangan
	Pakenjeng
	250
	BCHS

	13
	2012
	Garut
	Cikajang
	Cikandang
	60
	Terpusat (15 Kw)


Sumber: Dinas SDAP Kab. Garut, Tahun 2014


Tabel 2.73
Potensi Panas Bumi di Kabupaten Garut
	No
	Lokasi
	Install PLTP (MWe)
	Energy Potensial (MWe)

	
	
	
	Resources 
(Sumber Daya)
	Reserve
(Cadangan)
	Total

	
	
	
	Specu
lative
	Hypo
thetic
	Possible (T’duga)
	Probable (Mngkin)
	Proven (Tbukti)
	

	1
	Cilayu
	-
	100
	-
	-
	-
	-
	100

	2
	Ciarinem
	-
	25
	-
	-
	-
	-
	25

	3
	G. Papandayan
	-
	225
	-
	-
	-
	-
	225

	4
	G. Guntur Masigit
	-
	-
	
	70
	-
	-
	70

	5
	Darajat
	271
	-
	
	-
	70
	280
	350

	6
	G. Talaga Bodas
	-
	-
	75
	120
	80
	-
	275

	
	TOTAL
	271
	425
	620
	1045


Sumber: Dinas SDAP Kab. Garut, Tahun 2014

4. Pariwisata
Jumlah obyek wisata yang ada di Kabupaten Garut sejak tahun 2009-2014 mengalami penambahan sebanyak 3 obyek yaitu dari sebanyak 38 obyek pada tahun 2009 menjadi 41 obyek pada tahun 2014. Sedangkan pencapaian jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2014 sebanyak 2.418.702 orang atau meningkat 46,51% dari tahun 2009 sebanyak 1.650.913 orang. Apabila dibandingkan target jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2014 sebanyak  2.329.801 orang, maka pencapaian jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2014 mencapai sebesar 103,82% dari target. Rata-rata kunjungan per obyek wisata (orang) meningkat sebesar   35,79% dari 43.445 orang pada tahun 2009 menjadi 58.993 orang pada tahun 2014.
Pencapaian sasaran peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tersebut, tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya pengembangan destinasi wisata melalui pembangunan, pemeliharaan/ perbaikan/renovasi Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) dan promosi wisata. 

5. Perdagangan
Perkembangan usaha ekspor ditandai dengan keragaman komoditas dan nilai ekspor. Jenis komoditas yang diekspor terdiri dari teh hitam, teh hijau, karet, bulu mata palsu, minyak akar wangi, jaket kulit, kulit tersamak, kerajinan dari akarwangi, vanili dan kain sutera dengan negara tujuan ekspor yaitu: USA, Inggris, Belanda, Rusia, Mesir, Jepang, Singapura, Irak, Iran, Srilanka, India, Korea, Kanada, Jerman Taiwan, Thailand, Vietnam dan Malaysia. Perkembangan dalam bidang perdagangan dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Dalam upaya menumbuhkembangkan aktivitas perdagangan, pemerintah Kabupaten Garut telah melakukan berbagai upaya baik yang bersifat regulatif maupun penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan. Dari aspek regulatif, Kabupaten Garut pada tahun 2014 telah menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan sebanyak 1.779 buah, dan  Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebanyak 1.596 buah. 
b) Kegiatan perdagangan tahun 2014 di Kabupaten Garut ditopang oleh Sarana Perdagangan berupa:

· 15 buah pasar Tradisional Kabupaten dan 56 Pasar Desa;
· Sub Terminal Agribisnis (STA) yang berada di Kec. Bayongbong; 
· Gudang Sortasi Sayuran di Kecamatan Cikajang dan Gudang Kacang di Kecamatan Mekarmukti; 
· Silo Gudang di Desa Dangdeur Kecamatan Banyuresmi;
· Garut Trade Centre (GTC) Kecamatan Bl. Limbangan;
· Toko Modern :
· Supermarket 4 buah
· Minimarket 135 buah
· Pasar Buah 1 (satu) buah di kampung Warung Peuteuy desa Sukaraja kecamatan Banyuresmi;
· Pusat Perbelanjaan sebanyak 1 (satu) Ruko Intan Bisnis Centre (IBC) Kecamatan Garut Kota.
Pasar Tradisional yang menjadi kewenangan pembinaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Garut meliputi 15 Pasar, dan dilapangan tugas Kepala Dinas dibantu oleh UPTD yang tersebar di 12 UPTD. Kontribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2014 mengalami peningkatan 4,84% dari sebesar Rp.1.599.859.905,00 pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 1.803.629.300,00 pada tahun 2014. Sedangkan bila dilihat dari segi pencapaian target, terjadi peningkatan sebesar 4%, yaitu dari pencapaian target sebesar 89% pada tahun 2013 menjadi 93% pada tahun 2014.

6. Perindustrian
Peranan sektor industri yang merupakan sektor andalan di Jawa Barat, secara umum selama periode 2009-2014 memiliki pertumbuhan yang relatif stabil walaupun kontribusinya terhadap PDRB kabupaten Garut masih relatif rendah. Kondisi tersebut sejalan dengan pertumbuhan positif jumlah unit usaha industri sebesar 7,43% dari sebanyak 12.602 unit pada tahun 2009 menjadi sebanyak 13.585 unit pada tahun 2014, dengan komposisi terbanyak pada industri Agro dan Hasil Hutan, yaitu  6,10%. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan industri di Kabupaten Garut yang diarahkan untuk pengembangan agroindustri, yaitu mengolah potensi sumberdaya alam yang dimiliki khususnya sektor pertanian dan kehutanan.
Terkait dengan investasi industri secara umum selama periode tahun 2009-2014 juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 9,14%, dengan nilai produksi meningkat 20,07%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk. Peningkatan investasi tertinggi terdapat pada industri tekstil, kulit dan aneka sebesar  15,37%, disusul industri Agro dan Hasil Hutan yaitu sebesar  11,10%. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai produksi antara lain pembinaan dalam pengemasan produk, pembinaan GMP (Good Manufacturing Practice), dll.
2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah
Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lain. Gambaran umum kondisi daerah terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.
2.1.5.1 Kemampuan Ekonomi Daerah
Dalam struktur perekonomian, yang mempunyai kontribusi terbesar pada pembangunan kabupaten Garut  adalah sektor pertanian dan perdagangan.,  Potensi  kedua sektor tersebut mencerminkan potensi perekonomian daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Garut secara berkelanjutan.  
Tabel 2.74
Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 
Kabupaten GarutTahun 2009-2014**
	Sektor
	2009
	2010
	2011
	2012*
	2013*
	2014**

	PRIMER
	46,09
	45,64
	45,16
	44,33
	44,71
	44,30

	Pertanian
	45,96
	45,51
	45,04
	44,21
	44,59
	44,19

	Pertambangan
	0,13
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	SEKUNDER
	10,86
	10,83
	10,88
	10,99
	10,98
	11,01

	Industri
	7,78
	7,6
	7,57
	7,62
	7,57
	7,56

	Listrik dan air
	0,44
	0,47
	0,47
	0,45
	0,47
	0,47

	Bangunan
	2,64
	2,76
	2,84
	2,91
	2,94
	2,99

	TERSIER
	43,05
	43,53
	43,96
	44,68
	44,31
	44,68

	Perdagangan
	26,66
	26,14
	26,38
	26,78
	26,81
	27,09

	Pengangkutan
	3,51
	3,84
	3,9
	4,03
	3,99
	4,05

	Keuangan
	3,29
	3,29
	3,24
	3,18
	3,19
	3,18

	Jasa-jasa
	9,58
	10,26
	10,43
	10,68
	10,32
	10,36

	PDRB
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Sumber : BPS Kabupaten Garut, Februari 2015


2.1.5.2 Infrastruktur Wilayah
a. Ketaatan Terhadap RTRW
Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) merupakan salah satu bagian penting dari kegiatan penataan ruang yang berisi rencana struktur dan pola ruang, serta penetapan kawasan strategis yang perwujudannya dilakukan melalui pelaksanaan indikasi program. RTRW juga memuat rumusan kebijakan dan strategi pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. 
Arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi ke dalam struktur wilayah Daerah dan pola pemanfaatan ruang Daerah yang menjadi pedoman bagi pengembangan dan pemanfaatan ruang Daerah. RTRW berfungsi sebagai pedoman dalam  menyusun rencana struktur dan pola ruang wilayah Daerah   serta dalam menetapkan kawasan strategis. 

Tabel 2.75
Perkembangan Indikator Penataan Ruang di Kabupaten Garut
Tahun 2010 – 2014 
	No
	Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
	Capaian Setiap Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	 
	Penataan Ruang
	 
	 
	 
	
	

	1.
	Pranata hukum penataan ruang dan kawasan
	-
	1 Perda
	1 Perda
	1 Perda
	
-


	2.
	Kesesuaian antara peruntukan dan pemanfaatan kawasan lindung
	34%
	36%
	40%
	42%
	42 %

	3.
	Peran serta masyarakat dan swasta dalam penataan ruang
	Sedang
	Sedang
	Sedang
	Sedang
	
Tinggi


	4.
	Tingkat kesesuaian antara rencana tata ruang dengan pemanfaatan ruang 
	Sedang
	Sedang
	Sedang
	Sedang
	
Sedang



Sumber : Distarkim Kab. Garut


b. Infrastruktur Transportasi
Infrastruktur wilayah meliputi beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah dalam menunjang aspek-aspek pembangunan lainnya di Kabupaten Garut. 
Tingkat kemantapan jalan kabupaten yang diukur dari banyaknya jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang mengalami peningkatan 0,48% dari sepanjang 519,49 km (62,68%) pada tahun 2011 menjadi sepanjang 540,02 km (65,16%) pada tahun 2014, yang terdiri dari kondisi baik sepanjang 343,96 km atau 41,50% dan kondisi sedang sepanjang 196,06 km atau 23,66%. Apabila dibandingkan dengan target tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2014 sebesar 67,08%, maka pencapaian tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2014 mencapai sebesar 97,14% dari target. Apabila dibandingkan dengan target tingkat kemantapan jalan pada tahun 2019 sebesar 80%, maka pencapaian tahun 2014 baru sebesar 83,85% dari target tersebut.
Perkembangan pencapaian indikator kinerja bidang perhubungan pada tahun 2015 antara lain Rambu Lalu Lintas mengalami kenaikan sebesar 5% dari sebanyak 1.259 unit pada tahun 2014 menjadi 1.322 unit pada tahun 2014, Rambu pendahulu petunjuk jurusan (RPPJ) sebanyak 179 unit pada tahun 2015, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2014. 
Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang telah mendapat revisi dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011;dapat dilihat dari hasil jumlah kendaraan yang diuji mengalami kenaikan sebesar 4,42% dari sebanyak 14.150 unit pada tahun 2013 menjadi 14.776 unit pada tahun 2014.
Perkembangan indikator perhubungan lainnya yaitu ijin trayek mobil penumpang umum (MPU) ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah angkutan lokal (Angkutan Kota, Angkutan Perkotaan maupun Angkutan Perdesaan) sebanyak 67 unit atau sebesar 3,43% dari jumlah ijin trayek sebanyak 1.951 unit pada tahun 2010 menjadi 2.018 unit pada tahun 2014. Sementara itu, jumlah pelayanan Terminal dan Sub Terminal sebagai salah satu penunjang sarana mobilisasi relatif tidak mengalami perubahan meliputi jumlah terminal bus sebanyak 2 unit, terminal non bus sebanyak 2 unit, sub terminal bus sebanyak 5 unit dan sub terminal non bus sebanyak 10 unit. 

c. Sumberdaya Air dan Irigasi

[bookmark: _Toc369089091][bookmark: _Toc369094189]Pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, pembangunan difokuskan dalam upaya meningkatkan intensitas tanam padi sawah khususnya pada daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten seluas 11.771 Ha. Kondisi saluran irigasi pemerintah dapat dilihat pada Tabel Kondisi Jaringan Irigasi Pemerintah dan Tabel Kondisi Jaringan Irigasi Desa. 

Tabel 2.76
Kondisi Jaringan Irigasi Pemerintah sampai dengan Tahun 2014
	URAIAN
	DAERAH IRIGASI PEMERINTAH

	
	2010
	 %
	2011
	 %
	2012
	 %
	2013
	 %
	2014
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Panjang Saluran (Km)  
	147
	 
	147
	 
	147
	 
	147
	 
	223,807
	 

	Areal ( Ha )
	 11.771 
	 
	 11.771 
	 
	 11.771 
	 
	 11.771 
	 
	 16.067 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Saluran ( Km ) : 223,807
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Baik
	83
	56,46
	83
	56,46
	84
	57,14
	84
	57,14
	141
	60,31

	Rusak Berat
	30
	20,41
	30
	20,41
	29,5
	20,07
	29,5
	20,07
	46
	19,67

	Rusak Ringan
	34
	23,13
	34
	23,13
	33,5
	22,79
	33,5
	22,79
	46,807
	20,02

	 
	147
	100,00
	147
	100,00
	147
	100,00
	147
	100,00
	233,807
	100,00

	Bangunan Bendung (buah) : 38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Baik
	15
	65,22
	15
	65,22
	11
	47,83
	14
	60,87
	23
	60,53

	Rusak Berat
	4
	17,39
	4
	17,39
	6
	26,09
	3
	13,04
	6
	15,79

	Rusak Ringan
	4
	17,39
	4
	17,39
	6
	26,09
	6
	26,09
	9
	23,68

	 
	23
	100,00
	23
	100,00
	23
	100,00
	23
	100,00
	38
	100,00

	Bangunan Air (buah) : 1.630
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Baik
	728
	44,66
	728
	44,66
	898
	55,09
	992
	60,86
	1024
	60,45

	Rusak Berat
	637
	39,08
	637
	39,08
	421
	25,83
	213
	13,07
	232
	13,70

	Rusak Ringan
	265
	16,26
	265
	16,26
	311
	19,08
	425
	26,07
	438
	25,86

	 
	1630
	100,00
	1630
	100,00
	1630
	100,00
	1630
	100,00
	1694
	100,00

	Pintu (buah) : 722
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Baik
	195
	29,46
	195
	29,46
	218
	32,93
	259
	39,12
	435
	60,25

	Rusak Berat
	309
	46,68
	309
	46,68
	297
	44,86
	278
	41,99
	189
	26,18

	Rusak Ringan
	158
	23,87
	158
	23,87
	147
	22,21
	125
	18,88
	98
	13,57




Tabel 2.77
Perkembangan Kondisi Irigasi Desa Tahun 2010 – 2014 
	URAIAN
	DAERAH IRIGASI DESA (NON TEKNIS)

	
	2010
	 %
	2011
	 %
	2012
	 %
	2013
	 %
	2014
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Panjang Saluran (Km)  
	   1.758 
	 
	   1.758 
	 
	   1.758 
	 
	   1.758 
	 
	   1.681 
	 

	Areal ( Ha )
	 45.931 
	 
	 45.931 
	 
	 45.931 
	 
	 45.931 
	 
	 41.945 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Saluran ( Km ) : 1.681
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Baik
	942
	53,58
	976
	55,52
	810
	46,08
	942
	53,58
	1009
	60,02

	Rusak Berat
	438
	24,91
	423
	24,06
	518
	29,47
	438
	24,91
	348
	20,70

	Rusak Ringan
	378
	21,50
	359
	20,42
	430
	24,46
	378
	21,50
	324
	19,27

	 
	   1.758 
	100,00
	1758
	100,00
	1758
	100,00
	1758
	100,00
	1681
	100,00

	Bangunan Bendung (buah) : 1.186
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Baik
	420
	34,94
	468
	38,94
	512
	42,60
	580
	48,25
	712
	60,03

	Rusak Berat
	593
	49,33
	505
	42,01
	392
	32,61
	293
	24,38
	238
	20,07

	Rusak Ringan
	189
	15,72
	229
	19,05
	298
	24,79
	329
	27,37
	236
	19,90

	 
	   1.202 
	100,00
	1202
	100,00
	1202
	100,00
	1202
	100,00
	1186
	100,00

	Bangunan Air (buah) : 956
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Baik
	412
	40,39
	478
	46,86
	527
	51,67
	580
	56,86
	581
	60,77

	Rusak Berat
	438
	42,94
	426
	41,76
	399
	39,12
	380
	37,25
	319
	33,37

	Rusak Ringan
	170
	16,67
	116
	11,37
	94
	9,22
	60
	5,88
	56
	5,86

	 
	1020
	100,00
	1020
	100,00
	1020
	100,00
	1020
	100,00
	956
	100,00

	Pintu (buah) : 23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Baik
	6
	15,38
	6
	15,38
	9
	23,08
	12
	30,77
	14
	60,87

	Rusak Berat
	29
	74,36
	29
	74,36
	26
	66,67
	23
	58,97
	7
	30,43

	Rusak Ringan
	4
	10,26
	4
	10,26
	4
	10,26
	4
	10,26
	2
	8,70

	 
	39
	100,00
	39
	100,00
	39
	100,00
	39
	100,00
	23
	100,00


Sumber: Dinas SDAP Kab. Garut , Tahun 2015

d. Perumahan dan Listrik
Penggunaan Listrik dapat meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Gambaran umum kondisi fasilitas listrik di Kabupaten Garut selama tahun 2009-2013 dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang mengunakan listrik berdasarkan data BPS Kabupaten Garut mengalami peningkatan 124.258 rumah tangga atau 39,89% dari sebanyak 311.489 rumahtangga atau 54,78% dari seluruh rumah tangga pada tahun 2009 menjadi sebanyak 435.747 rumahtangga atau 68,95% dari seluruh rumah tangga pada tahun 2013. 
Tabel 2.78
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik
di Kabupaten Garut Tahun 2009 – 2013 
	No.
	Uraian
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik
	311.489
	331.282
	350.945
	390.665
	435.747

	2
	Jumlah Rumah Tangga
	568.608
	606.802
	638.478
	628.736
	632.005

	3
	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (rasio elektrifikasi) (1)/(2)
	54,78
	54,59
	54,97
	62,13
	68,95


      Sumber : BPS Kabupaten Garut 

2.1.5.3 Iklim Berinvestasi
Peningkatan realisasi investasi pada tahun 2014 sebesar Rp.837.020.002.883, mencapai 68% dari target tahun 2014 sebesar Rp.1.225.000.000.000. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 15,7%. Realisasi investasi sampai tahun 2014 secara kumulatif mencapai Rp.2.546.397.519.964 dan telah mencapai 207,9% dari target akhir RPJMD sebesar Rp.1.225.000.000.000.
Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan peningkatan kinerja sebagai berikut:
a. Peningkatan pemantauan, pembinaan dan oengawasan investasi, dilakukan oleh BPMPT dengan dinas/instansi terkait;
b. Membangun komunikasi dan hubungan yang intensif dengan PMA/PMDN yang ada di Kabupaten Garut;
c. Meningkatkan koordinasi dengan dinas instansi terkait dalam rangka menciptakan kenyamanan dan keamanan investasi.
Program / kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja adalah adanya ProgramPeningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, serta ProgramPeningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
Berdasarkan izin prinsip dan IPPT yang diterbitkan pada tahun  2014, tercatat nilai minat investasi di Kabupaten Garut sebesarRp. 1.185.177.084.383,- atau mengalami pertumbuhan sebesar 85,9% dari tahun sebelumnya. Pada Tabel di bawah disajikan perkembangan minat investasi di Kabupaten Garut menurut sektor usaha tahun  2013 dan tahun 2014.

Tabel 2.79
Perkembangan Minat Investasi Menurut Sektor Usaha
Tahun 2013 dan Tahun 2014 di Kabupaten Garut
	No
	Sektor
	Tahun

	
	
	2013
	2014

	I.
	Sektor Primer
	124.966.036.409
	32.815.000.000

	1
	Peternakan
	97.741.554.409 
	29.240.000.000 

	2
	Perikanan
	874.482.000 
	- 

	3
	Pertambangan
	26.350.000.000 
	3.575.000.000

	II.
	Sektor Sekunder
	2.000.000.000 
	115.000.000.000 

	
	Industri Tekstil
	
	15.000.000.000

	
	Industri Karet dan Plastik
	
	100.000.000.000

	1
	Industri lainnya
	2.000.000.000 
	2.000.000.000 

	III.
	Sektor Tersier
	568.582.945.125 
	1.037.362.084.383 

	1
	Listrik, gas dan air
	413.045.555.505 
	811.111.465.685

	2
	Konstruksi
	1.200.000.000 
	- 

	3
	Perdagangan & reparasi
	38.590.000.000 
	- 

	4
	Hotel & restoran
	46.300.000.000 
	49.500.000.000 

	5
	Perumahan, kawasan industri &perkantoran
	102.846.940.500 
	144.500.618.698

	6
	Jasa lainnya
	46.600.449.120 
	32.250.000.000 

	Jumlah
	637.616.010.000 
	1.185.177.084.383


Keterangan:
Kriteria investasi mulai dari Rp. 500.000.000

Berdasarkan tabel 2.81 diperoleh gambaran bahwa terjadi perubahan struktur perkembangan minat investasi, dimana sektor sekunder mengalami peningkatan sangat signifikan  bahkan melampaui sektor primer. Sementara itu, sektor tersier  merupakan sektor yang paling diminati oleh investor. Bidang usaha pembangkitan listrik/PLTMH masih menjadi primadona investasi tahun 2014 dengan membukukan nilai minat investasi sebesar Rp. 811.111.465.685,-.
Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan perusahaan pada  tahun 2014, tercatat nilai realisasi investasi sebesar Rp.837.020.002.883,-. Jumlah ini terdiri dari  penanaman modal asing sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan penanaman modal dalam negeri sebesar Rp.797.224.318.512,-.
Jika dibandingkan dengan nilai realisasi investasi tahun 2013, diperoleh informasi bahwa terjadi peningkatan laju pertumbuhan investasi sebesar 15,7% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar  Rp. 723.490.480.526,-. 
Kemudian, apabila diuraikan secara terperinci berdasarkan sektor usaha, nilai realisasi tertinggi pada tahun 2014 adalah sub sektor listrik, gas dan air sebesar Rp. 359.901.706.933,- selanjutnya tanaman pangan dan perkebunan sebesar Rp. 119.778.319.747,- Pada Tabel di bawah disajikan perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Garut menurut sektor usaha tahun 2013 dan tahun 2014.

Tabel 2.80
Perkembangan Realisasi Investasi Menurut Sektor Usaha
di Kabupaten Garut Tahun 2013 dan 2014
	No
	Sektor
	Tahun

	
	
	2013
	2014

	I
	Sektor Primer
	430.768.698.638
	135.473.981.723

	1
	Tanaman pangan dan perkebunan
	350.821.864.128
	119.778.319.747

	2
	Peternakan
	47.844.503.216
	621.661976

	3
	Pertambangan
	32.102.331.294
	15.074.000.000

	II
	Sektor Sekunder
	5.008.375.000
	55.833.373.795

	1
	Industri makan
	1.008.375.000
	11.887.689.424

	2
	Industri tekstil
	2.250.000.000
	13.500.000.000

	3
	Industri kimia & farmasi
	950.000.000
	-

	4
	Industri karet &plastik
	800.000.000
	650.000.000

	5
	Industri bulu mata
	-
	29.795.684.371

	III
	Sektor Tersier
	287.713.406.888
	645.712.647.365

	1
	Listrik, gas dan air
	110.845.830.415
	359.901.706.933

	2
	Konstruksi
	89.020.000.000
	60.000.000

	3
	Perdagangan & reparasi
	16.989.125.000
	70.128.890.000

	4
	Hotel & restoran
	32.826.951.473
	54.667.502.067

	5
	Perumahan, kawasan industri & perkantoran
	38.031.500.000
	86.343.848.334

	6
	Jasa lainnya
	-
	74.610.700.031

	JUMLAH
	723.490.480.526
	837.020.002.883


Keterangan:
1. Data realisasi di luar sektor minyak dan gas bumi, perbangkan, lembaga keuangan non bank, asuransi, investasi porto folio (pasar modal) dan investasi rumah tangga
2. Kriteria investasi mulai dari Rp. 500.000.000,00


Berdasarkan tabel 2.82 diketahui bahwa struktur perkembangan realisasi investasi tahun 2014 mengalami perubahan.  Tahun 2013 sektor primer merupakan kontributor terbesar realisasi investasi, disusul sektor tersier dan sekunder. Sementara itu, tahun 2014 sektor primer mengalami penurunan sebesar 68,6%. Sektor tersier menjadi kontributor terbesar realisasi investasi tahun 2014, yaitu sebesar  77,1% dari total realisasi investasi. Sektor sekunder atau pengolahan memperlihatkan kondisi yang berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun 2014 sektor sekunder mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan yaitu sebesar 1.015%.  Dengan berkembangnya sektor sekunder diharapkan akan semakin mendongkrak perekonomian daerah mengingat besarnya nilai tambah yang akan diberikan sektor ini.

2.1.5.4 Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan, oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan, baik sumber daya manusia sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan. 
Salah satu aspek daya saing daerah yang sangat penting yang berkaitan dengan sumber daya manusia dapat dilihat diantaranya dari persentase tingkat pendidikan tertinggi penduduk yang lulus Perguruan Tinggi. Pada tahun 2009 persentase tingkat pendidikan tertinggi penduduk yang lulus Perguruan Tinggi mencapai 4,15% dari jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas menurut ijazah/STTB yang dimiliki. Jika dibandingkan dengan  kondisi pada tahun 2014 sebesar 8,06%, maka telah ada peningkatan sebesar 94,22% dibandingkan dengan tahun 2009.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi Indikator RPJMD

Sebagai tolok ukur kinerja pembangunan Kabupaten Garut selama periode waktu tahun  2009-2014,  ditetapkan  indikator  kinerja  pembangunan  daerah sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah ini perlu untuk selalu dievaluasi sebagai masukan bagi perbaikan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Garut. Berikut disajikan capaian indikator kinerja pada tahun 2012 dibandingkan dengan target yang diharapkan di tahun 2014 sebagai akhir periode RPJMD 2009 – 2014.
Tabel 2.81
Capaian Hasil Pembangunan Tahun 2013 terhadap Target Tahun 2014
RPJMD Tahun 2009 – 2014 
	No
	Indikator kinerja
	Satuan
	Realisasi
Tahun 2013
	Realisasi Tahun
2014
	Target Tahun 2014
	Tingkat Capaian Target Tahun 2014

	1
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	poin

	72,12
	72,81
	73,85
	98,59%

	2
	Indeks Pendidikan
	poin
	82,36
	82,54
	83,37
	98,96%

	3
	Angka Rata-rata Lama Sekolah
	Tahun
	7,37
	7,43
	7,74
	95,99%

	4
	Angka Melek Huruf
	%
	98,98
	99,04
	99,32
	99,72%

	5
	Indeks Kesehatan
	Poin
	68,98
	69,94
	69,50
	100,63%

	6
	Angka Harapan Hidup
	Tahun
	66,39
	66,97
	66,70
	99,72%

	7
	Angka Kematian Bayi (AKB)
	per 1000 Kelahiran Hidup
	49,95
	N/A
	48,76
	98,91%

	8
	Angka Kematian Ibu (AKI)
	per 100.000 kasus kelahiran
	193,29
	N/A
	175,7
	94,99%

	9
	Indeks Daya Beli
	Poin
	65,00
	65,94
	68,65
	95,64%

	10
	Kemampuan Daya Beli Masyarakat
	Rupiah
	641.280
	645.340
	657.048
	98,03%

	11
	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
	%
	1,61
	0,95
	1,61
	140,99

	12
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (per tahun)
	%
	4,61
	4,93
	5,39
	80,33%

	13
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atas dasar harga berlaku
	%
	12,10
	N/A
	11,71
	81,62%

	14
	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)
	Orang
	2.014.766
	2.418.702
	2.239.801
	103,82%

	15
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
	%
	57
	59,05
	60
	104,05%

	16
	Jumlah penduduk miskin (jiwa)
	Jiwa
	317.301
	318300
	351.977
	108,83%

	17
	Jumlah pengangguran terbuka (jiwa)
	Jiwa
	47.587
	78.818
	84.910
	107,17

	18
	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten
	%
	63,16
	65,16
	68
	95,82%

	19
	Tingkat Kemantapan Irigasi Pemerintah
	%
	58,00
	57,91
	85
	72,39%

	20
	Tingkat status mutu sungai utama dan waduk/situ
	N/A
	Status mutu cemar Berat
	Status mutu cemar Berat
	Status mutu cemar Sedang
	 


Ketn : BPS, Dinas PU Binamarga, Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan, Dinas SDAP


2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Secara teoritik, perumusan rencana kerja terlebih dulu diawali oleh  proses analisis mendalam terhadap persoalan yang muncul atau diperkirakan terdapat dalam dinamika pencapaian visi dan misi,oleh karenanya perumusan masalah yang telah, sedang maupun yang akan dihadapi menjadi sebuah hal yang tidak boleh dihindari, agar senantiasa dapat terjaga korelasi yang positif antara visi, misi, serta kebijakan yang tepat untuk mencapai sasaran yang diharapkan. 
2.3.1 Permasalahan Pokok
1) Masih Rendahnya Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia;
a. IPM Kabupaten Garut sampai Tahun 2014 sebesar 72,81; masih terpaut 1,47 poin dari IPM Jawa Barat sebesar 74,28 poin dan terpaut      1,00 poin dari IPM Nasional sebesar 73,81.
b. Peningkatan IPM belum terlalu signifikan karena hanya berkisar antara 0,3 - 0,6 poin per tahun, sementara berdasarkan RPJMD 2014 – 2019, target IPM pada akhir tahun 2019 sebesar 76,17 poin. Dengan demikian, guna mencapai target IPM tersebut setiap tahunnya secara rata-rata harus meningkat sekitar 0,67poin.
2) Aksesibilitas Dan Pelayanan Di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Dan Keluarga Berencana;
a. Tingginya tingkat kerusakan berat ruang sekolah pada tahun 2014  jenjang SD dari sebanyak 8.746 ruang kelas mencapai 18,10%, jenjang SMP dari sebanyak 2.963 ruang kelas mencapai 2,94%, jenjang SMA dari sebanyak 812 ruang kelas mencapai 12,07%, dan untuk jenjang SMK dari sebanyak 938 ruang kelas mencapai 8,74% 
b. Tingkat ketersediaan tenaga pendidik masih terbatas (dibawah standar nasional) apabila dibandingkan dengan jumlah murid yang harus dilayani. Hal ini ditunjukkan melalui Rasio guru/pada murid pada tahun 2014 untuk jenjang SD sederajat baru mencapai 1:32 atau masih dibawah standar nasional sebesar 1:28, untuk jenjang SMP sederajat dengan rasio 1:36 atau masih dibawah standar nasional sebesar 1:32, dan untuk jenjang SMA sederajat dengan rasio 1:24 atau masih dibawah standar nasional sebesar 1:32;
c. Tingkat ketersediaan puskesmas yang masih kurang (dibawah standar nasional) dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Garut pada tahun 2014 mencapai sebanyak 67 buah, dengan Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk sebesar 1 : 38.864, dan masih di bawah standar nasional yaitu sebesar 1 : 25.000;
d. Ketersediaan tenaga kesehatan masih kurang. Jumlah Tenaga Kesehatan selama tahun 2009 - 2014 mengalami peningkatan, namun apabila dibandingkan terhadap jumlah penduduk masih kurang, karena rasio pemenuhan tenaga Kesehatan adalah 1 : 2.500. Pada tahun 2014, jumlah tenaga dokter mencapai sebanyak 159 orang dan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 2.526.186 jiwa, maka jumlah dokter yang seharusnya adalah 1.010 orang;
e. Masih rendahnya cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baru mencapai 7,15%;
f. Masih tingginya cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/terlayani. Pada tahun 2014 cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB (unmet need) yang tidak terpenuhi/terlayani sebesar 22,50%.

3) Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran;
a. Masih tingginya jumlah penduduk miskin yang mencapai 318.300 jiwa atau 12,47% pada tahun 2014 dan berada diatas rata-rata Jawa Barat sebesar 9,44%, dan Nasional sebesar 11,25%;
b. Jumlah pengangguran usia kerja 15 tahun keatas masih cukup tinggi mencapai sebanyak 78.818 orang atau 7,71% (Nasional sebanyak 5,94%). Mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang cukup besar masih belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah;
c. Kualitas angkatan kerja masih tampak sangat rendah yang ditunjukkan oleh jumlah angkatan kerja yang berpendidikan tidak lulus SD dan lulusan SD sederajat masih sangat tinggi yakni sebesar 628.576 jiwa atau 61,47% dari total angkatan kerja.

4) Masih Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Daerah;
a. Laju Pertumbuhan Ekonomi Garut sebesar 4,93% pencapainnya masih dibawah rata-rata Jawa Barat masih terpaut 0,14% di bawah Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat sebesar 5,07% dan terpaut 0,99% dibawah LPE Nasional sebesar 5,02%.
b. Realisasi investasi penanaman modal pada tahun 2014 mencapai Rp.837,02 milyar yang terdiri dari  penanaman modal asing sebesar Rp.10,00 miliar dan penanaman modal dalam negeri sebesar Rp.797,22 miliar.

5) Masih Rendahnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas, Lingkungan Yang Sehat, Aman Dan Nyaman Serta Penanggulangan Bencana Alam;
a. Tingginya tingkat kerusakan jalan kabupaten mencapai 288,74 km atau 34,84% rusak berat
b. Tingginya tingkat kerusakan saluran irigasi (keadaan rusak berat irigasi pemerintah sebesar 19,67% atau sepanjang 46 km dan irigasi desa sebesar 20,70% atau sepanjang 348 km)
c. Cakupan pelayanan air minum perkotaan baru mencapai 56,90%, sementara cakupan pelayanan air bersih perdesaan baru mencapai 65%
d. Cakupan pelayanan persampahan (perkotaan) yang baru mencapai 34,7%
e. Status mutu sungai utama dan waduk besar berada pada status mutu cemar berat
f. Rasio elektrifikasi rumahtangga baru mencapai sebesar 64% 
g. Cakupan Pelayanan PJU yang berfungsi sebesar 60,55% dari sebanyak 5.698 titik PJU 
h. Tingginya potensi terjadinya bencana yang tinggi, dengan jumlah kawasan rawan bencana alam mencapai 96.394 Ha (31,36%) meliputi kawasan rawan bencana gerakan tanah, kawasan rawan bencana gunung api, dan kawasan rawan bencana tsunami

6) [bookmark: OLE_LINK2]Belum Optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
a. Tingkat kesesuaian antara peruntukan dan pemanfaatan kawasan lindung baru mencapai 40% dari target 81,3 % sebagai kawasan berfungsi lindung;
b. Tidak terkendalinya pemanfaatan fungsi tata ruang seperti alih fungsi lahan dari pertanian ke fungsi lahan non pertanian, penggunaan badan jalan untuk kegiatan sektor informal, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan kebijakan pemanfaatan ruang.

7) Belum Optimalnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik.
a. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat terkait dengan tingginya kompleksitas permasalahan;
b. Belum optimalnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai indikator pelayanan publik dalam karena keterbatasan sumber daya dan regulasi, termasuk dalam hal dukungan pembiayaan dalam pelaksanaannya;
c. Permasalahan manajemen kepegawaian meliputi: komposisi PNS yang belum ideal untuk melakukan tugasnya agar lebih efektif, efisien dan profesional dalam melayani masyarakat, tingkat disiplin dan kinerja pegawai masih rendah.

8) Masih Rendahnya Kemampuan Keuangan Daerah;
Kemampuan kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan kebutuhan pembangunan masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh Rasio PAD terhadap Total Pendapatan baru mencapai 11% dan masih dibawah rasio realisasi PAD terhadap pendapatan pada APBD kabupaten/kota di Jawa Barat yang mencapai rata-rata sebesar 12,81%;

2.3.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Dari hasil pelaksanaan evaluasi pembangunanKabupaten Garut tahun 2014, permasalahan yang perlu diidentifikasi secara lebih cermat, selain mendasarkan diri pada evaluasi kinerja pembangunan daerah pada tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan, juga perlu diperhatikan beberapa hal yang harus mendapatkan fokus dan dikategorikan sebagai permasalahan/hambatan mendesak yang dihadapi dalam setiap urusan pembangunan daerahsebagai berikut:
1) Urusan Pendidikan
Permasalahan utama urusan pendidikan adalah :
a) Masih rendahnya aksesibilitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat terutama pada pendidikan menengah yang ditunjukkan dengan APK untuk tingkat SD sederajat pada tahun 2014 mencapai 85,82%; APK untuk tingkat SMP sederajat sebesar 79,56%; APK untuk tingkat SMA/MA/Paket C (Wajar 12 Tahun) pada tahun 2014 mencapai 46,51%;
b) Masih adanya Drop out/ putus sekolah untuk usia wajar dikdas dan Pendidikan Menengah yaitu jenjang SD sederajat sebesar 0,003, jenjang SMP sederajat sebesar 0,015% dan jenjang SMA sederajat sebesar 0,039%;
c) Masih rendahnya kuota penerima bantuan bagi siswa miskin;
d) Belum Meratanya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan rasio ketersediaan guru terhadap murid masih berada dibawah standar nasional, masing-masing untuk jenjang SD sederajat sebanyak 20 (Nasional sebesar 28), jenjang SMP sederajat sebanyak 17 (Nasional sebesar 32), dan jenjang SMA sederajat sebanyak 14 (Nasional sebesar 32);
e) Belum Optimalnya Perhatian Terhadap Siswa Berprestasi.
2) Urusan Kesehatan
Permasalahan utama urusan Kesehatan adalah :
a) Masih tingginya Angka Kematian Bayi mencapai 49,29 per 1.000 kelahiran hidup (Nasional sebanyak 32 dan Jawa Barat sebanyak 30 per 1.000 kelahiran hidup) dan Angka Kematian Ibu Angka Kematian akibat melahirkan mencapai 184 per 100.000 kelahiran hidup;
b) Meningkatnya penyakit menular dan tidak menular antara lain Demam Berdarah Dengue (DBD), penyakit kusta (leprae), malaria, Tuberkulosis (TB) dan penyakit Cardiovasculer (Hipertensi), serta malnutrisi;
c) Masih rendahnya kualitas dan standar sarana pelayanan Kesehatan masyarakat (Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk sebesar 1 : 38.869, masih di bawah target nasional yaitu sebesar 1 : 25.000);
d) Jumlah tenaga kesehatan masih kurang dan distribusinya belum merata, serta belum terstandarisasinya kompetensi tenaga kesehatan yang ada;
e) Belum seimbangnyasistem pelayanan dan pembiayaan kesehatanantara kuratif dengan promotif dan kuratif;
f) Masih rendahnya pemahaman PHBS di masyarakat dengan prosentase Rumah Tangga Ber PHBS baru mencapai 34,62%;
g) Belum optimalnya aspek regulasi dan Sistem Informasi Kesehatan dalam mendukung manajemen kesehatan;
h) Masih terdapatnya ancaman penyakit berbasis emerging Deseases, New Emerging Deseases dan Re-emerging Deseases;
i) Belum adanya regulasi sistem rujukan pelayanan kesehatan;
j) Peran lintas sektor dalam bidang kesehatan belum optimal;
k) Masih rendahnya akses dan kualitas air minum dan sanitasi yang layak (Cakupan masyarakat yang menggunakan air bersih baru mencapai 69,55%, Cakupan menggunakan jamban keluarga/kasus baru mencapai 59,1%);
l) Masih rendahnya kualitas hygiene sanitasi makanan dan minuman;
m) Masih tingginya penyakit berbasis lingkungan dikarenakan masih rendahnya kualitas sanitasi dasar;
n) Belum optimalnya pengelolaan limbah medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) baik Pemerintah maupun Swasta;
o) Masih rendahnya Fasilitas Sanitasi di Tempat-Tempat Umum (TTU), Industri dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM);
p) Masih rendahnya fasilitasi sanitasi dasar di lingkungan permukiman;
q) Secara kuantitas SDM Sanitarian/Petugas Kesehatan Lingkungan masih kurang;
r) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan (jumlah tenaga dokter mencapai sebanyak 177 orang dan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 2.526.483 jiwa, maka jumlah dokter yang seharusnya adalah 1.011 orang, sehingga masih kekurangan tenaga dokter sebanyak 834 orang);
s) Belum optimalnya aspek regulasi dan sistem informasi kesehatan dalam mendukung manajemen kesehatan;
t) Terbatasnya anggaran pembangunan kesehatan, terutama untuk mendukung jaminan kesehatan nasional;
3) Urusan Pekerjaan Umum
Permasalahan utama urusan Pekerjaan Umum adalah :
0. Kesenjangan akses energi/elektrifikasi di daerah pembangkit, masih adanya penduduk yang belum mendapatkan pelayanan listrik (rasio elektrifikasi rumah tangga baru mencapai 62,16%);
0. Belum tersedianya infrastruktur untuk mendukung kegiatan operasi penambangan mineral logam, seperti tidak tersedianya listrik untuk kebutuhan smelter dalam jumlah yang besar;
0. Belum optimalnya pemanfaatan energi terbarukan setempat;
0. Belum optimalnya investor swasta dalam pengembangan energi baru dan terbarukan;
0. Dampak Lingkungan dari penggunaan energi di sektor industri;
0. Konsumsi energi yang belum menjadi daya dorong produktivitas ekonomi masyarakat;
0. Belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas jalan menuju sentra produksi usaha masyarakat;
0. Tingginya tingkat kerusakan jalan kabupaten sebesar 36,84% rusak berat atau 305,28 km sebagai akibatpenanganan jalan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, sebagian besar jalan kabupaten sudah habis umur rencananya, kerusakan jalan sebelum waktunya, keterbatasan anggaran dan pemanfaatan jalan yang tidak sesuai antara lain menutup saluran drainase jalan;
0. Belum optimalnya sitem jaringan jalan yang menjadi poros penghubung antar kecamatan dan atar pusat pertumbuhan terutama di wilayah selatan; 
0. Masih rendahnya kondisi jalan kolektor di ruas jalan Jabar Selatan;
0. Sebagian jalan berada pada daerah rawan bencana;
0. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang penanganan jalan dan jembatan;
0. Tingginya kerusakan saluran irigasi pada jaringan irigasi teknis kabupaten (keadaan rusak berat sebesar 27,89% atau sepanjang 41 km dan irigasi desa sebesar 32,48% atau sepanjang 571 km);
0. Tingginya kerusakan morfologi dan lingkungan sungai pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS)  termasuk Daerah Tangkapan Air pada kawasan konservasi sumberdaya air. Dari panjang sungai 301,20 KM untuk 32 sub DAS pada DAS Cimanuk-Cisanggarung 243 KM (80,35 %) dalam kondisi rusak berat.  Kemudian Dari panjang sungai 309,46 KM untuk 50 sub DAS pada DAS Ciwulan-Cilaki 207 KM (66,89 %) dalam kondisi rusak berat;
0. Belum termanfaatkannya potensi 288 embung sebagai wadah tampungan air pada musim hujan dan dialirkan pada musim kemarau/kering untuk keperluan pertanian. Embung yang dibangun baru 8 Embung (2,78%);
0. Belum termanfaatkannya potensi 87 Situ di DAS Cimanuk-Cisanggarung dan berada di kabupaten Garut sebagai wadah tampungan air/reservoar untuk keperluan pertanian dan lainnya. Situ yang sudah diperbaiki baru 8 Situ (9,20%). Potensi 25 Situ di DAS Ciwulan - Cilaki dan berada di kabupaten Garut sebagai wadah tampungan air/reservoar untuk keperluan pertanian dan lainnya. Situ yang sudah diperbaiki baru 2 Situ (8,00%);
0. Belum ada perbaikan secara menyeluruh pada drainase/saluran pengaliran perkotaan untuk menghindari banjir dan genangan kawasan Garut Kota. Terdapat 28 titik rawan banjir/genangan pada 4 sub DAS, 41 titik rawan banjir/genangan pada saluran drainase perkotaan dan 49 titik rawan banjir/genangan pada lingkungan perkampungan. Kondisi kerusakan berat saluran drainase perkotaan pada Sub DAS Cigulampeng (45,14%), Kondisi kerusakan berat saluran drainase perkotaan pada Sub DAS Ciwalen (47,76%), Kondisi kerusakan berat saluran drainase perkotaan pada Sub DAS Cikendi (59,82%), Kondisi kerusakan berat saluran drainase perkotaan pada Sub DAS Cipeujeuh/Cimaragas (56,40%);
0. Terbitnya Permen Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian, sehingga feasibility study dengan nilai investasi dan cash flow yang telah direncanakan berubah karena tidak sesuai dengan perencanaan penambangan sebelumnya dan harus disesuaikan;
0. Pembangunan pelabuhan tidak termasuk kedalam RTRW provinsi dan kabupaten;
0. Kondisi sosial masyarakat masih belum ada kesepahaman;
0. Belum optimalnya sinkronisasi program perencanaan energi daerah dengan nasional;

4) Urusan Perumahan dan Permukiman
Permasalahan utama urusan Perumahan dan Permukiman adalah :
1. Masih belum optimalnya pemanfaatan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga mengakibatkan tidak tertatanya penempatan bangunan yang menyebabkan dilanggarnya ketentuan sempadan bangunan;
1. Terbatasnya sarana dan prasarana, penunjang dalam penanganan penanggulangan bahaya kebakaran;
1. Masih terdapatnya rumah dan bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan standar kesehatan dan teknis bangunan;
1. Masih terjadinya pembuangan air limbah dan sampah ke tempat/ saluran badan air penerima sebagai buangan akhir yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, selain itu masih terdapat masyarakat perkotaan maupun perdesaan yang tidak memiliki sarana mandi, cuci dan kakus yang memadai sehingga mengakibatkan terhadap pencemaran air tanah;
1. Terbatasnyasaranadanprasaranajalanlingkunganbaik di wilayahperkotaanmaupunperdesaansehinggamenghambatmasyarakatdalammelakukanaktifitas;
1. Cakupan pelayanan air minum perkotaan baru mencapai 45,13%;
1. Cakupan pelayanan air bersih perdesaan baru mencapai 59,98%;
5) Urusan Penataan Ruang
Permasalahan utama urusan Penataan Ruang adalah :
0. Belum memadainya pranata bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata ruang; 
0. Masih rendahnya tingkat kesesuaian antara peruntukan dan pemanfaatan kawasan lindung (baru sebesar 42% pada tahun 2013);
6) Urusan Perencanaan Pembangunan
Permasalahan utama urusan Perencanaan Pembangunan adalah :
1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan perencanaan;
1. Keterkaitan serta konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
1. Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan masih rendah;
1. Masih lemahnya tingkat koordinasi antar sektor, maupun antar tingkatan pemerintahan;
7) Urusan Perhubungan
Permasalahan utama urusan Perhubungan adalah :
1. Masih kurangnya ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka, pengaman jalan, terminal, dan jembatan timbang;
1. Belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda;
1. Masih rendahnya pelayanan angkutan massal dalam mengakomodir jumlah pergerakan orang, barang dan jasa;
1. Belum optimalnya cakupan layanan infrastruktur telekomunikasi;
1. Belum terpenuhinya rasio panjang jalan per jumlah kendaraan ideal dalam mengimbangi pertambahan kendaraan tiap tahunnya;
1. Kesadaran masyarakat baik pengguna maupun penyedia jasa perlu ditingkatkan untuk menciptakan kondisi transportasi yang selamat, cepat, aman, nyaman, tertib dan teratur;
1. Belum tersedianya prasarana pelabuhan bagi kapal nelayan maupun kapal regional serta fasilitas komunikasi yang memadai.
8) Urusan Lingkungan Hidup
a. Jumlah timbulan sampah setiap tahunnya semakin meningkat (mencapai 1.457 m3/hari)yang disebabkan oleh:
0. Pertambahan jumlah penduduk;
0. Perubahan pola konsumsi masyarakat;
0. Pergeseran mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor industri dan perdagangan;
0. Kabupaten Garut menjadi salah satu tujuan wisata di Jawa Barat sehingga jumlah kunjungan wisata semakin meningkat, termasuk wisata kuliner;
0. Pertumbuhan rumah makan, toko oleh-oleh souvenir semakin meningkat;
Sementara ketersediaan sarana dan prasarana tidak sebanding dengan peningkatan jumlah timbulan sampah (daya angkut 480 m3/hari)sehinggacakupan pelayanan cenderung menurun (dari 43,2% pada tahun 2009 menjadi 33% pada tahun 2013).
b. Sistem pengelolaan TPA yang masih open dumping serta umur pakai TPA yang semakin pendek;
c. Tingkat status mutu air DAS Cimanuk adalah cemar berat;
d. Masih kurangnya sarana pengolahan air limbah komunal UKM, air limbah dari kawasan industri/perdagangan dan jasa serta air limbah domestik (rumah tangga, perkantoran, rumah makan, klinik/rumah sakit, hotel);
e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
f. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam penyusunan dan implementasi dokumen lingkungan;
g. Alih fungsi kawasan yang berfungsi lindung;
h. Masih kurangnya penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan;
i. Belum adanya laboratorium lingkungan yang terakreditasi;
j. Pola pemanfaatan lahan untuk produksi biomassa telah menyebabkan kerusakan lahan dan/atau tanah;
k. Semakin bertambahnya volume kendaraan bermotor yang mengakibatkan meningkatnya emisi gas buang dan penurunan kualitas udara ambient;
l. Peningkatan emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian, perkebunan dan peternakan;
m. Belum optimalnya penanganan air limbah dan limbah padat sentra industri kulit Sukaregang;
n. Masih terbatasnya ruang terbuka hijau untuk taman; 
o. Belum optimalnya penataan tempat pemakaman umum serta masih terbatasnya lahan pemakaman;
p. Penataan dan pemeliharaan PJU belum optimal (hanya 51,68% yang menyala);
9) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Permasalahan utama urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah:
1. Penerapan e KTP berbasis NIK dan kepemilikan KTP Tunggal (masih terdapat 456.453 wajib KTP yang belum melaksanakan perekaman e-KTP);
1. Layanan OL Di tiap Kecamatan;
1. Pembuatan Data Base Kependudukan untuk data dasar pembangunan;
1. Penduduk migran belum terdokumentasi secara baik;
10) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Permasalahan utama urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah :
a. Penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan belum optimal;
b. Sarana dan prasarana perlindungan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan belum optimal;
c. Tingginya permasalahan Trafficking dan Kekerasan terhadap anak dan perempuan;
d. Pemahaman tentang pengarusutamaan gender belum optimal;
11) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Permasalahan utama urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah :
1. Jumlah kelahiran dan pertumbuhan penduduk masih tinggi (TFR = 2,56);
1. Kualitas kesertaan ber-KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) masih rendah 20,30%;
1. Tingkat partisipasi pria dalam ber-KB masih rendah sebesar 2,88%;
1. Jumlah Drop Out [DO] kesertaan ber-KB masih tinggi ;
1. Tingkat kemandirian ber-KB masih rendah sebesar 34,19%;
1. Jumlah Unmetneed masih tinggi sebesar 12,88%;
1. Rata-rata kawin pertama wanita masih rendah yaitu 18,39;
1. Peran institusi masyarakat belum optimal;
1. Kualitas dan kuantitas bina keluarga belum optimal;
1. Rasio jumlah penyuluh KB berbanding jumlah Desa/ Kelurahan belum ideal;
1. Kualitas Data dan Informasi masih rendah;
12) Urusan Sosial
Permasalahan utama urusan Sosial adalah:
a. Tingginya jumlah penduduk miskin (hasil SUSENAS dengan metode Garis Kemiskinan sebesar 12,70% dan rumahtangga sasaran hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) sebesar 49,10%);
b. Tingginya angka penyandang  masalah Kesejahteraan Sosial (penanganan PMKS selama tahun 2009-2013 secara rata-rata setiap tahunnya baru mencapai 6,4%)*;
c. Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin*;
d. Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum optimal;
e. Kurangnya kemandirian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai mitra pemerintah dalam penanganan PMKS;
f. Rendahnya aksesibilitas sarana dan prasarana bagi orang dengan disabilitas;
g. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber kesejahteraan sosial*;
h. Belum optimalnya penanganan bencana alam  dan dampak sosialnya*;

13) Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Permasalahan Urusan Ketenagakerjaan :
a. Tingginya jumlah pengangguran terbuka;
b. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
c. Rendahnya penyerapan tenaga kerja;
d. Rendahnya kompetensi pencari kerja;
e. Upah Minimum Kabupaten (UKM) belum sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
f. Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja yang belum optimal;
g. Tingginya jumlah pekerja anak;
h. Masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan peraturan ketenagakerjaan;
Permasalahan Urusan Ketransmigrasian :
a. Kesiapan tempat transmigran tidak tepat waktu yang dijadwalkan;
b. Belum efektifnya kegiatan penjajagan/survey kerjasama antar daerah (KSAD) ke lokasi-lokasi potensial, karena sering berubahnya kepastian target penempatan dari pemerintah pusat;
c. Belum tertibnya penataan aset/lahan transmigrasi lokal (resettlement);
14) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Permasalahan utama urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah :
1. Masih rendahnya kemampuan pengelolaan usaha;
1. Masih terbatasnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta akses terhadap sumber pembiayaan dan informasi pasar;
1. Masih rendahnya daya saing produk;
15) Urusan Penanaman Modal
Permasalahan utama urusan Penanaman Modal adalah :
1. Masih rendahnya kualitas infrastruktur pendukung investasi;
1. Masih terbatasnya kepastian hukum dan jaminan usaha;
1. Iklim investasi yang kurang kondusif;
16) Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
Permasalahan utama urusan Kebudayaan dan Pariwisata adalah :
a. Belum meratanya penataan Cagar Budaya;
b. Kurangnya pembinaan terhadap para  seniman;
c. Kuangnya gedung pertunjukan dan Museum;
d. Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal; 
e. Masih rendahnya promosi budaya lokal; 
f. Masih lemahnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata; 
g. Masih lemahnya pengelolaan objek dan daya tarik wisata (ODTW); 
h. Masih terbatasnya SDM profesional di bidang pariwisata; 
i. Masih rendahnya tingkat kesadaran wisata masyarakat; 
j. Masih kurangnya promosi pariwisata;
17) Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Permasalahan utama urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah :
a) Terbatasnya ketersediaan sarana olahraga;
b) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang mandiri dan kreatif;
c) Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda baik secara individu maupun kelembagaan;
d) Terbatasnya pembinaan atlet;
18) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Permasalahan utama urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri:
1. Pendidikan politik masyarakat masih rendah;
1. Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah;
1. Harmonisasi kehidupan beragama cenderung menurun;
1. Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat;
1. Tingkat pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap berbagai peraturan daerah dan kebijakan pemerintah lainnya masih rendah karena kurang intensifnya sosialisasi peraturan yang sudah ditetapkan;
1. Relatif rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga masih terjadi pelanggaran terhadap rambu - rambu peraturan yang sudah di tetapkan
1. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum di lingkungannya;
1. Sumber daya Satuan polisi Pamong Praja dalam penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, kapasitas pelayanan terhadap masyarakat jika di bandingkan baik ditinjau kwalitas maupun kwantitas pada saat ini masih belum memadai;
1. Berkurangnya Kapasitas linmas dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengkoondisikan lingkungan yang kondusif;
19) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
Permasalahan utama adalah :
1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah otonomi baru belum optimal;
1. Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah;
1. Penegakan hukum masih lemah dan belum optimalnya perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
1. Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip good governance;
1. Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur;
1. Pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset – aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat;
1. Sumber pendapatan daerah dari BUMD masih tebatas;
1. Belum tuntasnya Administrasi Daerah;
1. Pelayanan Publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat;
1. Belum adanya norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) yang jelas terkait prosedur mengenai mekanisme penyusunan Anggaran;
1. Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja;
1. Belum ada grand design tentang pembuatan program legislasi daerah sehingga tidak ada pemahaman yang terintegrasi berkenaan dengan prosedur penyusunan produk hukum daerah;
1. Lemahnya budaya hukum masyarakat;
1. Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD serta mendukung terhadap peningkatan potensi PAD;
1. Peningkatan DAU tidak signifikan bagi daerah;
1. Daya serap DAK, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Rendah;
1. Realisasi Bagi Hasil Pajak dan SDA sangat dipengaruhi kondisi ekonomi makro nasional-regional khususnya produksi (lifting) dan harga minyak/ gas dunia serta hasil pertambangan lainnya;
1. Alokasi dana perimbangan yang diterima oleh desa semakin meningkat baik yang berasal dari ADD, DBH, Bankeu Prop;
1. Belum sepenuhnya terdapat kesepahaman dalam penyelenggaraan Pelayanan Perijinan;
1. Keterbatasan SDM dan relatif rendahnya kemampuan/intregritas SDM;
20) Urusan Ketahanan Pangan
Permasalahan utama urusan ketahanan pangan adalah :
1. Masih minimnya cadangan pangan dan lumbung pangan di daerah;
1. Pangan belum terdistribusikan dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
1. Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan;
21) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Permasalahan utama urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah :
1. Minimnya sarana dan prasarana di pedesaan;
1. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan kualitas aparatur desa;
1. Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha;
1. Belum meratanya kemampuan organisasi kemasyarakatan dalam memahami tugas dan fungsinya;
1. Belum optimalnya implementasi pengembangan lembaga ekonomi perdesaan;
1. Masih kurangnya unsur transparansi dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa;
1. Masih terbatasnya kewenangan yang dimiliki aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
22) Urusan Komunikasi Dan Informatika
Permasalahan utama adalah :
1. Pemanfaatan teknologi informatika (e-gov) dalam penyelenggaraan pemerintah belum optimal;
1. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal;
23) Urusan Pertanahan
Permasalahan utama adalah :
1. Banyak tanah yang belum bersertifikat;
1. Penyelesaian tanah provinsi yang dikuasai oleh masyarakat dan pihak lain;
24) Urusan Statistik
Permasalahan utama urusan statistik adalah belum optimalnya penyediaan data/statistik daerah;
25) Urusan Kearsipan
Permasalahan utama urusan kearsipan adalah :
a. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaaan kearsipan;
b. Kurang tertibnya pengelolaan kearsipan;
c. Rendahnya sumber daya pengelola kearsipan baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
26) Urusan Perpustakaan 
Permasalahan utama urusan perpustakaan adalah :
a. Tempat layanan perpustakaan yang tidak representatif, sehingga tidak dapat menampung jumlah koleksi buku yang di butuhkan masyarakat dan ruang baca yang kurang memadai;
b. Kurangnya mobil unit layanan perpustakaan keliling (MULPK), sehingga tidak dapat melayani titik lokasi layanan yang diminta oleh masyarakat;
c. Kurangnya media informasi dan sosialisasi tentang perpustakaan, yang menyebabkan masyarakat kurang mengenal akan keberadaan perpustakaan;
d. Kurangnya tenaga pustakawan yang ahli di seluruh perpustakaan, baik perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, dan perpustakan masyarakat lainnya;
27) Urusan Pertanian
Permasalahan Urusan Pertanian (Tananaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) :
1. Masih rendahnya nilai tambah produk;
1. Aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan terbatas;
1. Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian;
1. Tingginya alih fungsi lahan pertanian dan kerusakan lingkungan yang cenderung meningkat dan sulit untuk dikendalikan;
1. Tingginya tingkat fluktuasi, baik terkait dengan biaya produksi dan harga komoditas hasil;
1. Masih lemahnya dukungan infrastruktur terutama jaringan irigasi dan jalan usaha tani ke sentra produksi; 
1. Menekan kehilangan hasil pertanian (Losis);
1. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan peternak, baik dalam proses produksi maupun pasca produksi;
1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan/ternak menular;
28) Urusan Perikanan dan Kelautan
Permasalahan Urusan Perikanan dan Kelautan :
1. Masih rendahnya aksesibilitas petani ikan dan nelayan terhadap sarana produksi, permodalan dan tata niaga hasil perikanan;
1. Masih rendahnya kemampuan kelembagaan kelompok tani ikan dan nelayan;
1. Terjadinya kerusakan lingkungan pada kawasan daerah aliran sungai dan pesisir;
1. Masih terbatasnya zona teritorial kegiatan usaha perikanan tangkap karena keterbatasan infrastruktur pendukung dan kapasitas armada penangkapan;
29) Urusan Kehutanan
Permasalahan utama adalah :
1. Masih tingginya tingkat gangguan keamanan hutan dan lahan;
1. Masih terbatasnya upaya konservasi hutan dan lahan (sisa lahan kritis yang belum ditangani adalah 8.631,01 ha);
1. Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat di sekitar hutan;
1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan;

30) Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral
Permasalahan utama adalah :
1. Berapa perusahaan tidak meningkatkan ijin dari eksploitasi ke operasi produksi dan sebagian perusahaan tidak aktif karena terbatasnya kemampuan finansial,SDM dan teknologi dari perusahaan;
1. Pembayaran setoran dari pengusaha langsung disetorkan ke pusat, daerah tidak mempunyai kewenangan untuk menagih karena panas bumi yang sudah diusahakan dilaksanakan melalui kontrak antara pengusaha dan pemerintah pusat (sebelum berlaku UU No.27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi);
1. Aturan hukum di daerah tentang pengelolaan sumber daya mineral belum ada;
1. Kabupaten Garut penghasil sudah mendapatkan dana bagi hasil sebesar 32% dari pengusahaan paanas bumi di darajat dan kamojang, yang merupakan bagian dari setoran bagian pemerintah sebesar 34% penerimaan bersih usaha (nett operating income/NOI). Sehubungan lokasi-lokasi tersebut berada di 2 (dua) wilayah (Garut dan Bandung), maka besaran Dana Bagi Hasil Panas Bumi yang diterima akan berubah setiap tahun, tergantung kepada produktivitas pengusahaan;
1. Belum adanya regulasi di kabupaten Garut terkait dengan perijinan pengusahaan panas bumi;
31) Urusan Perindustrian Dan Perdagangan
Permasalahan utama adalah :
a. Pemanfaatan bahan baku lokal masih rendah;
b. Masih rendahnya kemampuan desain, pengendalian mutu, dan penganekaragaman produk, terutama di sektor industri kreatif;
c. Masih rendahnya penguasaan teknologi;
d. Kegiatan industri masih belum ramah lingkungan;
e. Masih terbatasnya kemampuan pengelola pasar;
f. Masih belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak kosumen.

2.3.3. Permasalahan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2014 Untuk Dasar Identifikasi Isu Strategis

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2014, masih banyak permasalahan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan  penyusunan  isu strategisguna menyelesaikan permasalahan utama pembangunan daerah secara bertahap dengan memperhatikan isu strategis pembangunan nasional dan isu strategis pembangunan provinsi.  
Berikut ini adalah penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2014 yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan identifikasi isu strategis.


Tabel 2.82
Permasalahan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2014 dan Penjelasannya
Sebagai Dasar Identifikasi Isu Strategis 

	No
	Permasalahan
	Penjelasan
	Identifikasi Isu Srategis

	1.
	Belum Optimalnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik.
	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelayanan publik antara lain ditandai dengan: a) Pelaksanaan reformasi birokrasi yang belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat, b) Belum optimalnya Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan c) Masih adanya permasalahan manajemen kepegawaian baik dari segi komposisi, kapasitas dan  kapabilitas, profesionalisme, kinerja, maupun kedisiplinan. 
	Peningkatan pelayanan publik yang professional dan amanah

	
	
	
	

	2.
	Belum optimalnya tata kelola pendidikan
	Belum optimalnya tata kelola pendidikan antara lain ditandai dengan: a) rendahnya aksesibilitas SD/SMP, b) terbatasnya ruang kelas untuk siswa SMP dan SMA,  c) masih adanya Drop Out/ putus sekolah untuk usia wajar dikdas dan Pendidikan Menengah, d) 
Rendahnya kuota penerima bantuan bagi siswa miskin, e) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum merata, f) Belum optimalnya perhatian terhadap siswa berprestasi, dan g) Belum optimalnya pencapaian SPM Pendidikan.
	Peningkatan tata kelola pendidikan berkualitas dan terjangkau

	
	
	
	

	3.
	Belum optimalnya tata kelola pelayanan kesehatan
	Belum optimalnya tata kelola pelayanan kesehatan antara lain tampak dari: a) masih kurangnya ketersediaan, distribusi, dan kompetensi   tenaga kesehatan, b) masih rendahnya ketersediaan dan kualitas sarana pelayanan kesehatan masyarakat, c) Masih tingginya Angka Kematian Bayi dan Ibu akibat melahirkan, d) adanya peningkatan penyakit menular, penyakit tidak menular, dan malnutrisi, e) Masih rendahnya pemahaman PHBS di masyaraka, f) Belum seimbangnya sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan antara kuratif dengan promotif dan kuratif, dan g) Masih tingginya cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tapi tidak terpenuhi/terlayani.
	Perwujudan pelayanan kesehatan yang prima

	
	
	
	

	4.
	Masih Rendahnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas, Lingkungan Yang Sehat, Aman Dan Nyaman Serta Penanggulangan Bencana Alam;
	Masih Rendahnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas, Lingkungan Yang Sehat, Aman Dan Nyaman Serta Penanggulangan Bencana Alam ditandai dengan: a) Tingginya tingkat kerusakan jalan kabupaten, b) Tingginya tingkat kerusakan saluran irigasi, c) Rendahnya cakupan pelayanan air minum perkotaan, air bersih perdesaan, dan  pelayanan persampahan (perkotaan), d)  
Status mutu sungai utama dan waduk besar berada pada status mutu cemar berat, e) Sebanyak 39,79% titik PJU dalam kondisi tidak berfungsi, f) Tingginya potensi terjadinya bencana, g) Belum ada perbaikan secara menyeluruh pada drainase/saluran pengaliran penggelontoran untuk menghindari banjir dan genangan kawasan Garut Kota,  h) Masih terdapatnya rumah dan bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan standar kesehatan dan teknis bangunan;dan i) Masih rendahnya Rasio elektrifikasi rumahtangga.  
	Pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas ditunjang dengan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman serta penanggulangan bencana alam;

	
	
	
	

	5.
	Perlu peningkatan kehidupan masyarakat yang agamis, demokratis dan berbudaya luhur
	Perlunya peningkatan kehidupan masyarakat yang agamis, demokratis dan berbudaya luhur, ditandai dengan fenomena: a) Masih rendahnya Pendidikan politik masyarakat, b) Adanya krisis kepercayaan terhadap Pemerintah, c) Kecenderungan menurunnya harmonisasi kehidupan beragama, d) Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat, e) Tingkat pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap berbagai peraturan daerah dan kebijakan pemerintah lainnya masih rendah, f) Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum di lingkungannya.
	Perwujudan kehidupan masyarakat yang agamis disertai pembangunan kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur

	
	
	
	

	6.
	Belum terkendalinya kependudukan dan masih perlunya pembangunan keluarga sejahtera
	Belum terkendalinya kependudukan dan masih perlunya pembangunan keluarga sejahtera antara lain ditandai dengan: a) Masih tingginya angka Total Fertility Rate  (TFR), b) Masih rendahnya cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi,  c) Masih tingginya cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/terlayani, d) Masih tingginya usia kawin muda, e) Masih rendahnya kesertaan ber-KB, f) Kurangnya tenaga Penyuluh KB, dan  g) Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program keluarga.
	Pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera;

	
	
	
	

	7.
	Upaya pengurangan jumlah penduduk miskin, penganguran dan perluasan kesempatan berusaha; belum optimal.
	Belum optimalnya upaya pengurangan jumlah penduduk miskin, penganguran dan perluasan kesempatan berusaha; antara lain ditandai dengan: a) Tingginya jumlah penduduk miskin, b) Tingginya jumlah pengangguran terbuka, c) Rendahnya Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja
d) Tingginya angka penyandang  masalah Kesejahteraan Sosial, e) Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin, f) Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum optimal, g) Kurangnya kemandirian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), h) Belum optimalnya penanganan bencana alam  dan dampak sosialnya, i) Upah Minimum Kabupaten (UKM) belum sama dengan Kebutuhan hidup layak (KHL), dan j) Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja yang belum optimal.

	Pengurangan jumlah penduduk miskin, penganguran dan perluasan kesempatan berusaha

	
	
	
	

	8. 
	Nilai tambah dari hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan, masih rendah.
	Rendahnya nilai tambah dari hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan; antara lain ditandai dengan: a) Masih rendahnya nilai tambah produk tananaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, b) Terbatasnya aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan, c) 
Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan, d) Masih minimnya cadangan pangan dan lumbung pangan di daerah, e) Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan, f) Masih rendahnya aksesibilitas petani ikan dan nelayan terhadap sarana produksi, permodalan dan tata niaga hasil perikanan, dan g) Masih rendahnya kemampuan kelembagaan kelompok tani ikan dan nelayan. 

	Peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan; 

	
	
	
	

	9.
	Belum optimalnya pengembangan budaya dan destinasi wisata
	Perlunya pengembangan budaya dan destinasi wisata dapat dilihat dar: a) Belum meratanya penataan Cagar Budaya, b) Kurangnya gedung pertunjukan dan Museum,  Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal, c) Masih rendahnya promosi budaya lokal, d) Masih lemahnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata, e) Masih lemahnya pengelolaan objek dan daya tarik wisata (ODTW), f) Masih terbatasnya SDM profesional di bidang pariwisata, dan e) Masih kurangnya promosi pariwisata. 
	Pengembangan budaya dan destinasi wisata;

	
	
	
	

	10.
	Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta peningkatan realisasi investasi daerah (PMA dan PMDN) belum optimal
	 Masih perlunya  pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta peningkatan realisasi investasi daerah (PMA dan PMDN) ditandai dengan: a) Masih rendahnya kualitas infrastruktur pendukung investasi, b) Masih terbatasnya kepastian hukum dan jaminan usaha, dan c) Iklim investasi yang kurang kondusif

	Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta peningkatan realisasi investasi daerah (PMA dan PMDN);



Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2014, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.
1. Peningkatan pelayanan publik yang professional dan amanah
2. Peningkatan tata kelola pendidikan berkualitas dan terjangkau
3. Perwujudan pelayanan kesehatan yang prima
4. Pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas ditunjang dengan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman serta penanggulangan bencana alam;
5. Perwujudan kehidupan masyarakat yang agamis disertai pembangunan kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur
6. Pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera;
7. Pengurangan jumlah penduduk miskin, penganguran dan perluasan kesempatan berusaha
8. Peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan; 
9. Pengembangan budaya dan destinasi wisata;
10. Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta peningkatan realisasi investasi daerah (PMA dan PMDN);

Untuk menentukan prioritas isu strategis tersebut, disusun sejumlah kriteria yang kemudian akan digunakan pada pembobotan seperti tampak pada   2.83. 
Tabel 2.83
Kriteria Untuk Prioritas  Isu-Isu Strategis 
	No
	Kriteria

	1
	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional

	2
	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah

	3
	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat

	4
	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah

	5
	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani

	6
	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

	
	Total





Dengan menggunakan kriteria seperti tampak pada tabel 2.83, maka disusun bobot untuk masing-masing kriteria aeperti tampak pada tabel 2.84.
Tabel 2.84
Pembobotan Kriteria Untuk Prioritas  Isu-Isu Strategis 
	No
	Kriteria
	Bobot

	1
	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional
	20

	2
	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
	10

	3
	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat
	20

	4
	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah
	10

	5
	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
	15

	6
	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan
	25

	
	Total
	100



[bookmark: _GoBack]Dengan menggunakan kriteria pada tabel 2.84, kemudian dilakukan skoring untuk setiap isu strategis yang telah diidentifikasi. Skoring dilakukan dengan memberikan nilai antara 1 sampai dengan 5. Isu yang memiliki kesesuaian paling tinggi dengan kriteria mendapatkan nilai 5, sedangkan isu yang kesesuaiannya paling rendah mendapatkan nilai 1. Hasil skoring kemudian dikalikan dengan besaran bobot setiap kriteria, sehingga menghasilkan urutan prioritas isu strategis.
Urutan prioritas isu strategis beserta rankingnya ditampilkan pada tabel berikut. 

Tabel 2.85
Urutan Prioritas Identifikasi Isu Strategis 
Berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2014

	No.
	Isu Strategis
	Ranking

	1.
	Peningkatan tata kelola pendidikan berkualitas dan terjangkau
	1

	2.
	Perwujudan pelayanan kesehatan yang prima
	2

	3.
	Pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas ditunjang dengan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman serta penanggulangan bencana alam
	3

	4.
	Pengurangan jumlah penduduk miskin, penganguran dan perluasan kesempatan berusaha
	4

	5.
	Peningkatan pelayanan publik yang professional dan amanah
	5

	6.
	Peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan; 
	6

	7.
	Pengembangan budaya dan destinasi wisata;
	7

	8.
	Perwujudan kehidupan masyarakat yang agamis disertai pembangunan kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur
	8

	9.
	Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta peningkatan realisasi investasi daerah (PMA dan PMDN);
	10

	10.
	Pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera;
	11



Garut	
2010	2011	2012	2013	2014**	98.94	98.96	98.98	99.03	99.04	Jabar	
2010	2011	2012	2013	2014**	96.18	96.29	96.39	96.87	98.29	Indonesia	
2010	2011	2012	2013	2014**	92.91	92.99	93.25	94.14	
Angka Melek Huruf (%)




Garut	
2010	2011	2012	2013	2014**	7.34	7.37	7.37	7.39	7.43	Jabar	
2010	2011	2012	2013	2014**	8.02	8.06	8.08	8.11	8.34	Indonesia	
2010	2011	2012	2013	2014**	7.92	7.94	8.08	8.14	
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)




		II - 1
RKPD Kabupaten Garut Tahun 2016 	II - 146
RKPD Kabupaten Garut Tahun 2016	II - 147
image3.png
KABUPATEN CIANIUR.

KABUPATEN TASIKHALAYA

INTAH KABUPATEN GARUT

[RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2011 -2031

PETA TOPOGRAFI





image4.png
" | RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GARUT
o TAHUN 2011201

i mlmm_
mmﬁ wﬁ.l
tirg d000m





image5.png
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

'RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2011 -2031

PETA HIDROLOG!

KABUPATEN CIANAUR

KABUPATEN TASIKHALAYA





image6.png
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

'RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2011 -2031

PETA CURAH HUJAN

KABUPATEN CIANAUR

A

1
!





image7.png
Penggunaan Lahan Tahun 2014

Jalan, pemukiman,
perkantoran, sungai dll;
17,39%

Lainnya (tambak,
kolam, empang,

hutan negara, dll); Tegal/ Kebun;

16,68%
20,21%
Sementara tdk 5 Ladang/Huma;
diusahakan; 13,11%
0,07% g
Padang/ Rumput;
1,82%

Hutan Rakyat;
5,94%




image8.jpeg
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

[RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2011 - 2031

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS

]





image9.png
KABUPATEN CIANIUR.

KABUPATEN TASIKHALAYA

INTAH KABUPATEN GARUT

[RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2011 -2031

PETA RAWAN BENCANA





image10.png
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

Perbandingan LPE Garut, Jawa Barat dan Nasional

6,50

5,50

4,50

3,50

Tahun 2008-2014**

6,49

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014**
—&—| PE Garut —e— LPE Jawa Barat --+--LPE Nasional




image11.png
LPE Menurut Sektor Lapangan Usaha
Tahun 2014

Jasa-jasa EEE——— 74
Keuangan m————— 05
Pengangkutan m——— [ 15
Perdagangan mEEEE—————— (5O
Bangunan E—— 7,00
Listrik dan air  —— [ 5)
Industri  E———— 5 (4
Pertambangan m—— ) 3/

Pertanian =———— 3 57

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)




image12.png
Perkembangan PDRB Sektor Pertanian
Tahun 2009-2014**

20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
2010 2011 2012* 2013* 2014%*
1 PDRB adh Berlaku 10.236,13 11.307,73 12.382,80 13.329,38 14.996,50 16.405,29

© PDRB adh Konstan Tahun 2000 4.867,31 5.088,30 5.299,39 5.428,12 5.653,71 5.855,78




image13.png
Perkembangan PDRB Sektor Perdagangan
Tahun 2009-2014**

12.000,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00
2010 2011 2012* 2013* 2014%*
1 PDRB adh Berlaku 5.936,93 6.495,28 7.252,45 8.072,96 9.017,64 10.057,85

© PDRB adh Konstan Tahun 2000 2.885,35 3.047,23 3.277,08 3.514,77 3.704,27 3.94844




image14.png
Inflasi (%)

9,00

7,00

5,00

3,00

1,00

Inflasi Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2009-2014 915

2009 2010
—=—Garut

2011* 2012 2013 2014

—+—Jawa Barat - < - Nasional




image15.png
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
-50.000

= Garis Kemiskinan
(Rupiah/kapita/bulan)

365.392

314.600 320.900 318.300

e 335.633 330.905
. e
15,70
13,94 13,47

=@-Penduduk Miskin (Jiwa) 365.392 335.633  330.905

Miskin Turun (%)
-@~-Tingkat Kemiskinan (%)

e
12,72 12,79
2009 2010 2011 2012 2013 2014
167.197 180.406 202350 213.707 226.308 234.661
314.600 320.900 318.300
2,17 -1,76 0,47 0,75 0,07 0,32
15,70 13,94 13,47 12,72 12,79 12,47

18
16
14
12

o N B O ®




image16.png
Perbandingan Penduduk Usia Sekolah dan
Siswa Pendidikan SD/MI/Paket A

500.000
400.000
300.000
200.000
100.000

398.338

362.461 364.051 364.676 347,036 350.981

345391 335.922 321.879 317.3p5 317.833

2009 2010 2011

—#— Penduduk Usia 7-12

341.852

2012 2013 2014

—i—Siswa SD/MI/Paket A




image17.png
Perbandingan Penduduk Usia Sekolah dan
Siswa Pendidikan SMP/MTs/Paket B

250.000 204.535

200000 14854 161.531 151.375 154.667 157.394
150.000

167.452 162.723
100.000 146374 139144 142.495 151.264
50.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

==e=Penduduk Usia 13-15  ==i==Siswa SMP/MTs/Paket B




image18.png
Perbandingan Penduduk Usia Sekolah dan

Siswa SMA/SMK/MA/Paket C
188.983

200.000
151.062 153.726
132.748 143.687
150.000 112.411

87.904
100000 57%77 63834 69.955 77:990 BLE9

50.000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014

—e— Penduduk Usia 16-18 ==i=Siswa SMA/SMK/MA/Paket C




image19.png
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Perbandingan Angka Partisipasi Kasar Tahun 2014
Garut - Jawa Barat - Indonesia*

APK SD/MI APK SMP/MTs APK Wajar Dikdas 9 tahun

B GARUT mJABAR uIndonesia *)




image20.png
Perbandingan Penduduk Usia Sekolah dan

500.000
400.000
300.000
200.000
100.000

0

Siswa SD/MI/Paket A Usia 7-12 Tahun

357.091 360.589

323.494 312.360 331913

345391 335.922 371,879 317.325 317.833

2009

2010 2011 2012 2013

—s—Penduduk Usia 7-12
i Siswa SD/MI/Paket A (Usia 7-12)

398.338
318.020

2014




image21.png
Perbandingan Penduduk Usia Sekolah dan
Siswa SMP/MTs/Paket B Usia 13-15 Tahun

300.000
204.535

200000 148.824 161.531 151325 154.667 157.394

100000 118,515 129.062 133.649 142710 147.625 138788

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014

—e=—Penduduk Usia 13-15

—i— Siswa SMP/MTs/Paket B (Usia 13-15)




image22.png
RKPD.2014

(359 program)

59 300 106
APBD 2014

(406 program)




image23.png
Misi 4:

86 Program

138 Program
& Misi 4 :

96 Program

39 Program





image1.png
Bekasi

Labiinan Rangkasbitung Indramayu

By

Pamanukan

oSubang

5

(5 bdatwangi

Ujung Kul

National Park
Uling o

ng Majalengka”

West,

Soreang

Sumber : https://maps.qoogle.com/




image2.png
KABUPATEN
TASIKMALAYA





image24.png




